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ABSTRAK

Nama . Alfonso D.K. Tahapary
Program Studi : lImu Hukum
Judul : Penggunaan Hak Interpelasi Sebagai Pelaksaan Fungsi

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Setelah
Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hak interpelasi merupakan salah satu hak yang dapat digunakan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinya
berdasarkan konstitusi. Mekanisme pelaksanaannya telah diatur dalam undang-
undang dan aturan pelaksananya yaitu tata tertib. Pelaksanaannya pun sudah
dilakukan beberapa kali sejak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamandemen,
walaupun hanya sedikit di antaranya yang benar-benar digunakan atau disetujui
untuk digunakan dalam rapat paripurna DPR. Dalam penggunaan hak interpelasi,
beberapa kali terjadi perbedaan penafsiran antar sesama anggota Dewan terhadap
ketentuan yang mengaturnya yang disebabkan adanya pertentangan antara
undang-undang dan peraturan tata tertib DPR sebagai peraturan pelaksana dari
undang-undang dimaksud. Untuk itu diperlukan metode penafsiran sesuai dengan
doktrin untuk dapat menjelaskan pengertian tersebut, sehingga dapat menci ptakan
kepastian hukum dalam menerapkan hak interpelasi.

Kata Kunci:
Hukum Tata Negara, Hak Interpelasi, DPR.
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ABSTRACT

Name . Alfonso D.K. Tahapary
Study Program . Law
Title . An Usage of The Rights of Interpellation As The

Implementation of The House of Representatives
Ovesight Functions After The Amandement of The
Constitution of 1945.

The right of interpellation is a right that can be used by The House of
Representatives in carrying out its oversight function by the constitution.
Implementation mechanisms are set in statute and the rules implementing the
order. Implementation were already done several times since the Constitution of
1945 was amended, although only a few are actually used or approved for use in
the plenary session of Parliament. In the use of interpellation, some times there is
a difference of interpretation among fellow members of the Board of the
provisions that govern them are caused by the contradiction between the law and
disciplinary rules of the House of Representatives as the regulations implementing
the law in question. It required a method of interpretation in accordance with the
doctrine to be able to explain the sense, so as to create legal certainty in applying
the right of interpellation.

Keywords:
Constitutional Law, Rights of Interpellation, The House of Representatives.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak berlangsungnya proses reformasi pada tah@8, liglah
membawa Indonesia pada perubahan dalam segalagbkkmndupan
masyarakat Indonesia, baik politik, ekonomi, sediakum dan lain-lain.
Perubahan tersebut ternyata telah juga membaweermpbdngan pada
bidang hukum tata negara. Bidang ketatanegaraaah tedlengalami
perubahan yang signifikan. Jelas perubahan tersima#t dilihat dengan
penyesuaian pedoman kehidupan ketatanegaraanatidsid yaitu dalam
Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya @dikabut sebagai
UUD 1945!

Sebelum tahun 1998 perubahan hukum ketatanegasagatssulit
berkembang, hal ini dikarenakan pada masa rezime Bdru tidak
memberi dukungan yang sepenuhnya kepada rakyatdazat dikatakan
telah adanya penguasaan otoriter. Akibat yang tindari kecilnya
dukungan yang diberikan kepada rakyat oleh penaram masa Orde
Baru tersebut menjadi suatu keniscayaan terhadapD U1945%
Keniscayaan tersebut dapat dilihat dari denganyad&etetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor IV Tahun 1983 (TAP NNeRIV/MPR
1983) tentang Referendum dan Undang-Undang Nomdalun 1985
tentang Referendum. TAP MPR dan UU Referendum iempersulit
terjadinya perubahan UUD 1945 karena mensyaratkamvé untuk
merubah UUD harus dilakukan referendum untuk memipéndapat
rakyat apakah setuju atau tidak. Padahal dalam W9B5 pasal 37

sebelum amandemen keempat disebutkan, bahwa uréokbah UUD

! Perubahan UUD 1945 dilakukan pertama kali daladar& Umum MPR pada tanggal
14 sampai 21 Oktober 1999, perubahan kedua padam@idmum MPR tanggal 7 sampai 18
Agustus 2000, perubahan ketiga dalam Sidang UmurR ld&da tanggal 1 sampai 9 Nopember
2001, dan perubahan keempat pada tanggal 1 samhpajulstus 2002.

2 Jimly Ashiddigie,Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokraglet. 2, (Jakarta:
Konstitusi Press, 2005), him. 84.
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cukup dilakukan oleh anggota MPR tanpa harus mengahdapat rakyat
melalui referendum karena MPR juga adalah penjeinraiyat. Tetapi
keadaan berbalik setelah jatuhnya Orde Baru daanddDrde Reformasi,
dimana amandemen terhadap UUD 1945 kemudian ddpktikbn tanpa
hambatan dan membuka pintu perubahan terhadap @4b deperti yang
kita lihat saat inf

Melalui perubahan pertama UUD 1945, dapat dilitztviza isi dari
UUD 1945 itu telah mengalami beberapa perubahaal paangenai fungsi
dan kedudukan lembaga-lembaga negara. Salah s#&iior fyang
mendorong perubahan UUD 1945 itu karena dianggapalstidak lagi
dapat mencakup seluruh keadaan-keadaan kehidupayarakat yang
ada. Demokrasi menjadi suatu tuntutan terbesar lalmgsa Indonesia
untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Baik imaldilihat dari
kehidupan sosial maupun kehidupan politik di Inciae

Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketda plit
politik kembali melakukan peran dan fungsi masirgsmg. Sentralisasi
kekuasaan yang menumpuk pada lembaga eksekutif pada lalu,
berubah menjadi pemerataan kekuasaan dengan alirigpl di antara
setiap lembaga negar#lal ini pula yang memulinkan kembali peran
lembaga perwakilan rakyat.

Lembaga perwakilan rakyat dapat dikatakan sebagaod dari
nilai-nilai keluhuran demokrasi. Di mana dalam |legé perwakilan
rakyat terdapat orang-orang pilihan yang dianggegmiliki kompeten
untuk dijadikan wakil rakyat yang memiliki integat, tanggung jawab,
etika serta kehormatan, yang juga kemudian dagwrajpkan menjadi
perangkat penyeimbang dan pengontrol terhadap kekunaeksekutif
sebagi penggerak roda pemerintahan.

% Langkah awal untuk melakukaamandemerterhadap UUD 1945 adalah pencabutan
TAP MPR No. IV/IMPR/1983 Tentang Referendum padaa®&gdUmum MPR 1999, dan juga
pencabutan Undang-Undang No. 5 tahun 1985 tentefeyéhdum dengan Undang-Undang No. 6
tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Ndwh t1985 tentang Referendum.

Universitas Indonesia
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Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD) detela
perubahan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPRljrietari anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewawddé#ian Daerah
(DPD)? Di antara lembaga pemerintahan nasional yang dikad untuk
menjalankan demokrasi di Indonesia, Dewan Perwakiakyat adalah
salah satu institusi negara yang memiliki banyakilpghan dalam sejarah
dan memiliki pengalaman yang cukup panjang dalarnat&eegaraan
Indonesia.

Landasan yuridis mengenai Dewan Perwakilan Rakyaturd
dalam UUD 1945 Pasal 19 dan Pasal 20, yang sefgmajudiatur lebih
lanjut lagi dalam beberapa peraturan lainnya, sepémdang-undang
Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawar&earwakilan,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daeraim dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 27 Tahun 2009, Eearaturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu ddldunNo. 27 Tahun
2009 pengaturan mengenai fungsi DPR menyebutkarwébabPR
memiliki legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi gemasar. Adapun
pengaturan mengenai fungsi-fungsi yang dimiliki DE&pat dianggap
sebagai salah satu kebutuhan negara dalam megalgrinsipcheck
and balances Menumbuhkan kesadaran DPR akan fungsi yang
diembannya merupakan suatu kebutuhan yang menddsalena
masyarakat sangat berharap banyak kepada DPR dap#t melakukan
fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lepdtandan dirasakan
manfaatnya bagi masyarakat.

Pasca amandemen terhadap UUD 1945 mengenai keaubtii&
dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalapeyaerintahan
dapat dilihat menjadi lebih kuat. Sebagai wakilyatk fungsi pengawasan
ini diperlukan untuk mengontrol jalannya pemerimtaholeh eksekutif

sebagai implementasi dari prinsip-prinsghecks and balancesetiap

* Indonesia (a),Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 194a&sil
Amendemen, Ps. 1 ayat (2).

® |bid., Ps. 20A ayat (1),

Universitas Indonesia
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lembaga negara berdasarkan UUD 1945. Secara legahif berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peran DRRmM
menjalankan fungsi pengawasannya mengalami perobbésar setelah
dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakgagak Sidang
Umum MPR RI Tahun 1999. Fungsi pengawasan yandillirt@gislatif,
membuat setiap kebijakan pemerintah yang akan tddiaapun yang akan
dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapat pgusetadari DPR.
Pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik atas&ipemerintah,
akan memberikan manfaat atas terkendalinya fungsisidRn dan
menghindari besarnya diskresi penggunaan wewengsiden dan dapat
dilakukan dengan cara menggunakan fungsi kontrde&n melalui hak
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendApapun hak-hak
yang dimiliki DPR secara keseluruhan dalam menfaanfungsinya
adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak meksatpendapdserta
setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan peanyhak
menyatakan usul dan berpendapat sekaligus hak tasurtiak lain yang
dimiliki Anggota DPR lainnya antara lain hak mengan usul rancangan
undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyatakardas pendapat,
memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, prot&r, dan keuangan dan
administratif’ Dari sini dapat dilihat kedudukan DPR sangat kkatena
presiden tidak dapat membekukan ataupun membubdbiR® yang
diperkuat dengan ketentuan yang menyatakan bahfeesitden tidak

dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan P&aw&adkyat™

®Ibid., Ps. 20A ayat (2),

" Indonesia (b)Undang-undang Tentang Majelis Permusyawaratan Pkita, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Bewerwakilan Rakyat DaeraNo. 27,
Tahun 2009, LN No. Tahun 2009, TLN. 123, ps.78.

®Ibid ., Ps. 7C.

° Indonesia (a)Op. Cit.,Ps. 7 C.
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Penggunaan hak ..., Alfonso D.K. Tahapary, FH Ul, 2011



Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-oegara
dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasgana horizontal.
Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekupsad memiliki
kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenangngenseperti
dikemukakan oleH_ord Acton: "Power tends to corrupt, and absolute
power corrupts absolutely'® Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi
dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalangzabbang yang
bersifatchecks and balancefalam kedudukan yang sederajat dan saling
mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Res#drakekuasaan
juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan kardbEberapa organ
yang tersusun secara Vvertikal. Dengan begitu, lsgdara tidak
tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu oatgun satu tangan yang
memungkinkan terjadinya kesewenang-wenarigan.

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakiEmpat
masyarakat ~untuk menyampaikan aspirasi dan merkammra
kepentingannya, lewat lembaga ini akan keluar k&b yang menjadi
dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemaéan. Lahirnya
lembaga perwakilan menjadi suatu keharusan karestens demokrasi
langsung direct democracyyang dilaksanakan pada zaman Yunani Kuno
sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakarSetelah membaca
seluruh latar belakang diatas mengenai sedikiatenfungsi-fungsi tugas
DPR, maka tema yang akan diangkat dalam penulisapssini adalah
PENGGUNAAN HAK INTERPELASI SEBAGAI PELAKSANAAN
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
SETELAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

19 A, D. DeBruhl, The Ultimate Truth(lowa: Published by*1World Publishing), Pg. 30.

1 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalismesetakan ke-2, (Jakarta :
Konstitutsi Press, 2006), hal. 156.

2 David Altman, Direct Democracy Worldwide(Cambridge: Cambridge University
Press), Pg. 1.
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1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukaedelumnya
dan untuk memberi batasan yang jelas dalam penulisa penulis
merumuskan dua pokok permasalahan yang akan merig@dis
pembahasan dalam penulisan ini, yaitu:
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasamanD
Perwakilan Rakyat?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan hak interpeladbesivan
Perwakilan Rakyat setelah perubahan UUD 1945?
3. Bagaimana pelaksanaan hak interpelasi di Dewan dkdam
Rakyat setelah perubahan Undang-Undang Dasar TGP

1.3. Tujuan Penulisan
1.3.1. Tujuan Umum
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengeta®aara lebih
mendalam mengenai penerapan fungsi Dewan PerwaRiddyat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Tujmanjuga untuk
memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenail&keban fungsi
tersebut, yang ditujukan kepada mahasiswa yangmgedampelajari ilmu
hukum, para sarjana hukum, pengajar, serta pask ygng membutuhkan
pengetahuan mengenai fungsi Dewan Perwakilan Rakysendiri.
1.3.2. Tujuan Khusus
Sementara itu, selain dari adanya tujuan penulssperti yang
telah disampaikan, ada, maka ada juga yang metjagin khusus dalam
penulisan karya ilmiah ini, yaitu:
1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan fungsi pexsga Dewan
Perwakilan Rakyat.
2. Untuk mengetahui mekanisme dan pelaksanaan hakpétasi di
Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan hak interpelasi diddefRerwakilan
Rakyat setelah perubahan Undang-Undang Dasar T

Universitas Indonesia
Penggunaan hak ..., Alfonso D.K. Tahapary, FH Ul, 2011



14. KerangkaKonsep

Konsep perwakilan sudah dikenal lama dalam bidangu
ketatanegaraan. Konsep ini menjelaskan bahwa adaskeglompok yang
memiliki wewenang untuk mewakili banyak orang sebagakil yang
dapat bertindak/melakukan tindakan dan berbicaas aama anggota-
anggota kelompok, yang juga sebagai wakil yanggtjap mempunyai
kompeten untuk bertindak dan berbicara atas narta selompok, yang
juga dapat mecerminkan salah satu ciri negara dexsiklan negara
tersebut haruslah memiliki lembaga perwakilan rakyang pengisiannya
berdasarkan pemilihan umuh.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengedbkgn
beberapa definisi yang terkait dengan konsep pelavaldalam ilmu
hukum tata negara yang memang terkait dengan pexsa@alskripsi ini,
yaitu:

1. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Perwakilan dalanggrtian
bahwa seseorang ataupun sekelompok orang yang rarge
menyatakan sikap itu atau melakukan tindakan bagydiperuntukan
bagi, maupun yang mengatasnamakan pihak lain”.

2. Fungsi pengawasan menurut Prof. Jimly Asshiddigielan sebagai
berikut:

1) Pengawasan atas penentuan kebijakan (control oicypol
making)

2) Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan (controloldyp
executing)

3) Pengawasan atas penganggaran dan belanja neganal(od
budgeting)

4) Pengawasan atas kinerja pemerintahan (control dfeting

implementation)

13 Muchtar PakpahamDPR RI Semasa Orde Bar@Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1994), Cet 2., hal. 15.
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5) Pengawasan atas kinerja pemerintahan (control wérgzent
performances)

6) Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat pubtikrqcof
political appointment of public officials) dalam rdek
persertujuan atau penolakan, ataupun dalam bemtbgrian
pertimbangan oleh DPE.

3. Hak interpelasi adalah hak yang dimiliki Dewan Pekilan Rakyat
untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengebgakan di
suatu bidang tertentu, dimana badan eksekutif wajituk memberi
penjelasan dalam sidang pleno, yang mana dibabels ahggota-
anggota dan diakhiri dengan pemungutan suara manggrakah

keterangan pemerintah tersebut memuaskan atau'tidak

15. Metode Pendlitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmialngya
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikigatentu yang
bertujuan untuk mempelajari suatu hal atau bebemggala hukum
tertentu dengan cara menganalisalfy®enelitian hukum yang akan
dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini adatemelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif  merupakan penelitian gyan
menggunakan data sekunder. Dengan demikian jetasydag digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder. Datarsd adalah data yang
diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum lainnyag ydipergunakan
adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekundarpdhan hukum

tersier.

14 Jimly Asshiddigie,Pengantar IImu Hukum Tata Negar@lakarta: PT. RajaGrafindo
Persada ), Cet. 2., hal. 302.

!5 Miriam Budiardjo,Dasar-Dasar lImu Politik Cet. 30., Edisi ke-1, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2008), hal. 325.

'8 Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukuneet. 3 (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 2006), him. 43.
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Tipologi penelitian dari sifatnya merupakan petiati deskriptif’
yang ditujukan untuk menggambarkan suatu masaldmdaubstansi
hukum terkait. Menurut ilmu yang dipergunakan aldgb@nelitian mono
disipliner yaitu hanya mengkaji permasalahan yadg dengan disiplin
iImu hukum.

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dakanelitian ini
adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studingekuatau bahan
pustaka dilakukan di beberapa tempat antara laipustakaan Fakultas
Hukum Universitas Indonesia dan mengakses lewatriat. Data yang
diperoleh dari penelitian melalui studi dokumen uatdahan pustaka
tersebut, selanjutnya dianalisa dengan pendekatalitdtif. Analisa yang
dilakukan dengan pendekatan kualitatif merupakaaksanaan analisis
data secara mendalam, komprehensif dan holistikikkumbhemperoleh
kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Sementzahan Hukum
Primer yang akan digunakan dalam penulisan sknpsadalah bahan-
bahan hukum yang terikat dan terdiri dari normad#&hi dasar yaitu
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor Zyurim&009
Tentang Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Deveaw&kilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RaRgerah, dan
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Sgidan bahan
Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mendpian hukum
primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dalangan hukum, artikel
ilmiah, skripsi, tesis, makalah. Adapun bahan HuKDensier yang akan
penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalaitu bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadapnblabheum primer
dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklmpegmknerbitan
pemerintah®

" penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan reedapat sifat suatu individu,
keadaan, gejala atau kelompok, tertentu, atau untkentukan frekuensi suatu gejala.

B1bid., hal. 52.
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16. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dengsstematika
sebagai berikut:
BAB |
Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakangnfsan Masalah,
Kerangka Konsep, Tujuan dan Manfaat Penelitian obfietPenelitian, dan
Sistematika Penulisan.
Bab Il

Tinjauan Umum Perwakilan Rakyat menurut Undang-dud
Dasar Tahun 1945, peraturan perundang-undangamyéaitian teori-teori
hukum yang terkait. Dalam bab ini penulis juga akanjabarkan lebih
dalam mengenai pengertian lembaga perwakilan rakggarah lembaga
perwakilan rakyat dan konsep perwakilan.
Bab lil
Tinjauan Umum mengenai Hak Interpelasi yang akanjabarkan lebih
lanjut mengenai pengertian hak interpelasi, Seledlats munculnya hak
interpelasi, akibat hak interpelasi, dasar hukurmk hderpelasi, serta
hubungan hak interpelasi dengan Dewan Perwakil&ydta
BAB IV

Analisa Mekanisme Pengawasan dan Pelakasanaamteégbelasi
di Dewan Perwakilan Rakyat dan Penggunaan Hak pel&si Pasca
Perubahan Undang-undang Dasar tahun 1945. Analisakan dibagi
dalam tiga bab yaitu; analisa mekanisme pelaksarfaagsi-fungsi
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, Analisa Meksnisdan
Pelaksanaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyatalisa
Pelaksanaan Hak Interpelasi di Dewan Perwakilan y&akstelah
Perubahan Undang-undang Dasar Tahun 1945.
Bab V

Berdasarkan seluruh penulisan yang telah dijabarkalai dari
bab satu hingga bab empat, maka dalam bab limgenulis akan
membuat kesimpulan dan memberikan beberapa saram diarapkan
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dapat berguna bagi para pembaca serta pihak-pibalnyh yang

membutuhkan.
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BAB |1

TINJAUAN YURIDISKEKUASAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALAM PENGGUNAAN HAK INTERPELASI MENURUT UNDANG-
UNDANG DASAR TAHUN 1945 HASIL PERUBAHAN

2.1. Lembaga Perwakilan Rakyat
2.1.1. Pengertian L embaga Perwakilan Rakyat

Konsep yang dirumuskan pada Konferensnternational
Commision of Juristdi Bangkok mengenai salah satu ciri negara
demokrasi adalah bahwa negara tersebut haruslahilikielembaga
perwakilan rakyat yang pengisiannya berdasarkanilipam umum:®
Pendapat lain menurut Miriam Budiardjo pada konsépmternational
Comission of Juristdalam konferensinya di Bangkok pada 1965,
perumusan yang paling umum mengenai sistem poglédkg demokratis
adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak uné&mbmat keputusan-
keputusan politik diselenggarakan oleh warga negeialui wakil-wakil
yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjakepada mereka
melalui suatu proses pemilihan yang bebas, yangnthkan Demokrasi

Berdasarkan Perwakil#f.

Perkembangan sejarah demokrasi, lembaga perwaldiatah
merupakan bagian dari perjalanan demokrasi itu isenghng telah
dimulai sejak pemerintahan Yundni.Pengertian lembaga perwakilan
rakyat disini adalah perwakilan politik. PendapatbiASanit, bahwa

pengertian lembaga perwakilan rakyat ini merupagangkhususan, ia

% Muchtar PakpaharDPR RI Semasa Orde Bar@lakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1994), Cet 2., hal. 15.

20 Miriam Boediardjo,Dasar-Dasar lImu Politik Cet. 24., Edisi ke-1, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2003), hal. 320.

?bid.
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menyatakan: “Perwakilan dalam pengertian bahwaosasg ataupun
sekelompok orang yang berwenang menyatakan sidegtati melakukan
tindakan baik yang diperuntukan bagi, maupun yamgmgatasnamakan
pihak lain"? Artinya yang menjadi fokus perhatian dalam haladilan

di sini adalah hal-hal yang ada kaitannya dengpirass politik.

Perwakilan dalam hubungannya dengan kedaulatamnaltkan
perwakilan politis yang anggotanya dipilih melalpémilihan umum
berdasarkan partai politik. Sedangkan perwakilarg$ional anggotanya
menggunakan sistem pengangkatan berdasarkan fyagsdalam
masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan di lembagavakilan
terdapat hubungan yang erat antara wakil rakyatralyat yang diwakili
tersebut. Untuk itu dikenal beberapa teori mandédra lain®®
1. Teori Mandat Imperatif,

Teori ini dijumpai pada masa badan perwakilan habgrtugas
untuk menentukan anggaran belanja negara. Dalanmihai wakil
telah mendapat instruksi-instruksi dari yang diwakidengan
demikian kewenangan dari si wakil sudah tentu atexdtatas yaitu
hanya sebatas dari apa yang telah ditentukan cdely giwakili,
diluar dari apa yang di mandatkan maka si wakil ublah
mempunyai mandat baru.

2. Teori Mandat Bebas,

Dalam teori mandat bebas si wakil mempunyai kekmtalalam
menentukan apa yang akan dilakukan di lembaga Bédana jadi
tidak tergantung dari apa yang di instruksikan oyaing diwakili.
Cara ini dipakai karena si wakil dianggap telahutakebutuhan dari
yang diwakilinya atau sudah memiliki kesadaran makulari
masyarakat. Dengan demikian wakil tersebut dapatinolak

atas nama masyarakat yang diwakilinya yang merupakganisasi

%2 |bid.

2 Arief Sidharta,"Kajian Kefilsafatan tentang Negara HukumJurnal Jentera ediBiule
of Law, edisi 3 Tahun Il, November 2004.
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terpilih. Meskipun demikian tetap ada kemungkinahvwa wakil
tersebut akan menyalahgunakan mandat yang dibeddamertindak
semaunya, untuk itu diperlukan cara untuk mengatatmahan
sistem mandat bebas yaitu:
a) Inisiatif Rakyat,
khususnya dalam bidang perundang-undangan. Misaingaiss
dilaksanakan secara langsung yaitu rakyat turut adas suatu
peraturan sejak rancangan sampai menjadi undargagn&elain
itu juga dilaksanakan secara tidak langsung, yadkiok-pokok
dari peraturan ditentukan oleh rakyat selebihng&rdihkan pada
badan perwakilan. Sedangkan di negara Amerika &erik
menggunakan hakecall, yaitu hak rakyat untuk memanggil
kembali para wakil rakyat yang telah menyeleweng afendat
yang telah diberikan.
b) Referendum Konstitusional,
yaitu meminta pendapat rakyat secara langsung mange
perubahan Konstitusi.
c) Referendum Legislatif, meminta secara langsung qestdrakyat
mengenai perubahan Undang-undang biasa.
Teori mandat bebas kemudian berkembang menjadirresordat
representatif.
3. Teori Mandat Representatif.
Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan sudah kigwmsadaran
bernegara. Selanjutnya rakyat memberikan mandaagada badan
perwakilan secara keseluruhan untuk melaksanakatauka&tan
rakyat. Dengan demikian wakil yang duduk di lembagawvakilan
tidak mempunyai hubungan langsung dan tidak begiamg jawab
kepada yang diwakili. Selain itu si wakil juga ftanempunyai

kebebasan dalam memutuskan sesuatu di badan planvaki

Di Indonesia lembaga perwakilan rakyat tersebuterdimama
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengadaan DPR dindkias

untuk memenuhi unsur negara demokrasi yang dinpalda abad ke-
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19. Menurut Logemann “unsur Negara Republik Ind@nesng
memenuhi legitimasi suatu negara abad ke-19 dalastens
pemerintahan Negara berdasar UUD 1945, ialah ad&sman

Perwakilan Rakyat®*
2.1.2. Sgarah Lembaga Perwakilan Rakyat

Sejarah Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia miarnya

dapat dibagi dalam enam (6) masa perubahan, yaligutité®
1. Masa Volksraad (1918-1942).

Sebelum masa penjajahan Belanda, bangsa Indoeetf t
mengenal lembaga perwakilan rakyat melalui badaragehat raja
atau patih yang ada pada kerajaan-kerajaan di é&silonSelama
masa penjajahan Belanda di Indonesia terdapatstualkehidupan
dalam pemerintahan yakni di bawah pemerintah kalatan lainnya
masih menjunjung hukum adat setempat, namun bketaanya
perjanjian singkat Korte verklaring dan kontrak panjanglang
contrack barulah dibentuk daerah-daerah swapraja dengdsutda
untuk mempermudah dan mengefektifkan penguasaajajgesn

atas seluruh daerah di Indonesia.
2. Masa UUD 1945

Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Republioresia,
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKIl)radgersidang
dan menetapkan UUD 1945 kemudian dilanjutkan dengjdang
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanfi§aDktober
1945 Wakil Presiden atas usul Komite Nasional PuatiP)
mengumumkan Maklumat Wakil Presiden No. X yang regolean

24 Miriam BoediardjoOp. Cit..,hal. 16.
% Makmur Amir dan Reni Dwi Purnowati,embaga Perwakilan Rakya®p. Cit., hal.
57-64.
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bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR disdrajas
kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garissgaeisar daripada
haluan negara. Dengan adanya Maklumat Wakil Preditemor X
maka sistem pemerintahan sebelum Maklumat Waksgiéea No. X
dapat disebut sebagautocratische Presidentiele StelsiEn sesudah

Maklumat disebuPresidentiale Stelsel

Perkembangan tugas dan wewenang Komite Nasionaht Pus
(KNIP) dapat diuraikan, sebagai berikfit:

1) Berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 kilassli),
sebagai berikut: “KNIP  membantu Presiden sebelum
terbentuknya MPR, DPR, dan DPA.”

2) Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggél 1
Oktober 1945 , sebagai berikut: “KNIP memegang kskan
Legislatif (lembaga DPR), KNIP ikut menetapkan GBHN
(lembaga MPR).”

3) Berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 03 Noverh945,
sebagai berikut: “Pemerintah menganjurkan agar arakgt
membentuk partai-partai politik dalan rangka peramPemilu
(Januari 1946).”

4) Berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 NoverhBéb,
sebagai berikut: “KNIP dapat meminta pertanggungajzan

Menteri-menteri.2’
3. Masa Konstitusi RIS.

Peristiwa pada tanggal 27 Desember 1949 terdapavelsi, yakni
versi Republik Indonesia dan lainnya versi Belaryddtu?®

% Makmur Amir, Pengajar Mata Kuliah Lembaga PervakiRakyat Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Diktat Bahan Kuliah Lemba@erwakilan Rakyat, (Jakarta: Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2006).

" 1bid.
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a. Versi Republik Indonesia.

Adalah pengakuan kedaulatan, dalam arti bahwa wabatlanya
pengakuan kedaulatan Belanda, Republik Indonesiansenya
sudah merdeka walaupun tidak diakui oleh BelanddarD ilmu
negara dan hukum internasional, pengakuan dariraelgn

bukan merupakan suatu syarat mutlak berdirinyausuegara.
b. Versi Belanda.

Adalah penyerahan kedaulatan, dalam arti bahwa Iisabe
penyerahan kedaulatan, Republik Indonesia belundekardari
kemerdekaan itu baru diserahkan pada tanggal 22&nies
1947. Sejak sistem pemerintahan Republik Indon&sekat
(RIS), beberapa perubahan sistem pemerintah yaadakin

antara lain:

I.  Presiden ditegaskan sebagai Kepala Negara.

ii. Presiden dipilih oleh orang-orang yang dikuasak#h o
pemerintah daerah-daerah bagian.

li.  Tidak dikenal adanya jabatan Wakil Presiden karena
Presiden dapat mewakili tugas dan jabatannya kepada
Perdana Menteri.

Iv.  Presiden tidak dapat diganggu gugat.

v. Menteri-menteri  bertanggung jawab atas seluruh
kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk
seluruhnya atau masing-masing untuk bagiannya iendi
sendiri. Menteri-menteri seluruhnya sebagai Kabiattu
Dewan Menteri (menganut sistem Kabinet Parlementer)

vi. DPR RIS tidak dapat menjatuhkan Menteri (Pemerjatah

Keanggotaan DPR RIS dilakukan dengan cara penumjuka

%8 Miriam BoediardjoDasar-Dasar llmu PolitikOp. Cit, hal 191-192.
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oleh masing-masing negara bagian. Tugas dan kewanan
DPR RIS, antara laift*

1) Bersama Senat, DPR RIS dan Pemerintah melakukan
pembuatan perundang-undangan.

2) Mengontrol pemerintah (fungsi control).

3) Hak untuk interpelasi.

4) Hak menanya.

5) Hak untuk menyelidiki€nquetég

4. Masa UUDS 1958°

Sistem lembaga perwakilan rakyat UUDS 1950 kembkefiada
sistem Unikameral yakni DPRS saja, melalui Undangddhg
Federal Nomor 7 Tahun 1950 undang-undang ini tgnpeerubahan
konstitusi RIS menjadi UUDS. Keanggotaan DPRS dilden
mewakili seluruh rakyat Indonesia dengan perhitangsetiap
300.000 jiwa penduduk mempunyai seorang wakil, rsgikn
golongan minoritas seperti Tionghoa, Eropa, Aralmmenyai wakil

di DPRS sekurang-kurangnya 9, 6 dan 3 orang.

Selama keanggotaan DPRS belum tersusun berdas#dsih
Pemilihan Umum maka keanggotaannya ditentukan, yenayi dari
Anggota DPRS, Senat Badan Pekerja Nasional PusatAdggota
Dewan Pertimbangan Agung. Selain kekuasaan DPRSberaok
undang undang, DPRS mempunyai hak untuk menjalatigasnya,

sebagai berikut:

. Hak Amandemen.

Hak Angket.

a
b. Hak Interpelasi dan Hak Menanya.
c
d. Hak Kekebalanignmunitej.

29 |pid. hal. 87-92.

39 Makmur Amir dan Reni Dwi Purnowatp. Cit, hal. 101-105.
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e. Forum Privelegiatum.
f. Hak Mengeluarkan Pendapat.
g. Menteri-menteri memberikan keterangan kepada DPRR b

lisan maupun tulisan.

Hubungan DPRS dengan Pemerintah bahwa DPRS dapat
menjatuhkan Pemerintah, dan Presiden berhak memkaub®PRS,
sehingga dalam prakteknya melahirkan Demokrasi raibeHasil
pemilihan umum pada tanggal 29 September 1955nseat@milih
anggota DPR(S) juga memilih anggota Konstituante.

5. Masa UUD 1945 Berdasarkan Dekrit Presiden 5 JidbP19

Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluark&ntFaesiden
1959 merupakan anjuran untuk kembali kepada UUD5 194aka
sistim pemerintahan kembali pada sistim presidensiang
dilaksanakan oleh Presiden sebagai pemimpin ek§ekaing
sesungguhnya, sebagai Kepala Negara, Kepala Keku&dasekutif,
Tidak bertanggung jawab kepada DPR dan tunduk bertanggung
jawab kepada MPR. Periode ini terbagi dalam 3 lagikni>*

a. Masa Orde Lama (sejak Dekrit 5 Juli 1959-1966).

b. Masa Orde Baru (Tahun 1966-1971, yaitu masa perglih

c. Masa Orde Baru hasil Pemilu 1971-1997 dan Reforrhasil
Pemilu 1999.

6. Masa UUD 1945 Amandemen | sampai dengan IV.

Adapun landasan konstitusional lembaga perwakiakyat di

Indonesia, sebagai berikift:

%1 bid., hal. 115-117.

%2 H. Suradji, Pularjono dan Tim Redaksi Tata Nudadang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia, UUD 1945 Beserta perubahan Kg-1l, Dan 1V, Dilengkapi dengan Dekrit
5 Juli 1959, Piagam Jakarta, UUD Sementara DantiKosisRIS,Op. Cit, hal. 1-217.
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1) Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Berdasarkan sejarah Konsitusi dan Ketatanegaraan
Indonesia, yaitu sebelum dilakukan amandemen teghad
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), keberadaarbhgm
Perwakilan Rakyat (LPR) di Indonesia diantaranysutidalam,

sebagai berikut:
a. Piagam Jakarta

Berdasarkan ketentuan alinea keempat, sebagauhetik
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijalsanm
dalam permusyawaratan/perwakilan... dst.”

b. UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada bagibagae
berikut:

Pembukaan UUD 1945 (Preambule), pada alinea keempat
sebagai berikut: “... Kerakyatan yang dipimpin olekniat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.’. dst
a) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut:

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rak{at.”
b) Pasal 2 ayat (1) UUD 1945

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggot
anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan

utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-

3 Ibid., hal. 48.

% Indonesia (a) Qp. Cit, Pembukaan aline ke empat.

Universitas Indonesia
Penggunaan hak ..., Alfonso D.K. Tahapary, FH Ul, 2011



21

golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan
Undang-undang®

c) Pasal 19 ayat (1) UUD 1945.

“Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undnag-undang
Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan olehderes
dengan bantuan Komite Nasional.”

d) Aturan Tambahan UUD 1945
e) Penjelasan UUD 1945, khususnya pada Sistem
Pemerintahan Negara. Diantaranya terdapat pada

ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

I. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis
Permusyawaratan Rakyati¢ gezamte Staatsgewalt
liegt allein beider Majelis

ii. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat.
Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden
(berlainan dengan sistim parlementair). Kecuali itu
anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat
semuanya merangkap menjadi amggauta Majelis
Pemusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu Dewan
Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi
tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan
menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar
haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-
undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk

*bid., ps. 1 ayat (2)
% bid., ps. 1 ayat (3).

% bid., ps. 1 ayat (4).
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persidangan istimewa agar supaya bisa minta
pertanggungan jawab kepada Presiden.

iii. Maksud dari Pasal 2 UUD 1945 ialah, supaya
seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah
akan mempunyai wakil dalam Majelis, sehingga
Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai
penjelmaan rakyat. Yang disebut golongan-
golongan, ialah Badan-badan seperti koperasi
Serikat Sekerja dan lain-lain Badan Kolektif. Atara
demikian memang sesuai dengan aliran zaman.
Berhubung dengan anjuran mengadakan sistim
koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingat
akan adanya golongan-golongan dalam Badan-

badan ekonomi.
c. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Ri%)

Berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Serikat 31 Januari 1950 Nr. 48 LN. 50-3
(Konstitusi RIS), yang terdapat pada bagian, sebaga
berikut:

a) “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu
dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk republik
federasi, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang
Maha Esa, Perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan
dan keadilan sosial.”

b) Pasal 1 ayat (2) Konsitusi RIS, sebagai berikut:

% H. Suradji, Pularjono dan Tim Redaksi Tata Nudagdang-undang Dasar Negara
Republik IndonesialJUD 1945 Beserta Perubahan ke-l, Il, lii, 1V, Digkapi Denagn Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta, UUD SemeBamnaKonstitusi RIS, Op. Cit., hal 62-68.
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“Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat
dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan

Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.”

c) Bab Il Tentang Perlengkapan Republik Indonesia
Serikat pada bagian Ketentuan Umum Konstitusi RIS,

sebagai berikut:

Alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia
Serikat ialah®

I.  Presiden.
ii. Menteri-menteri.
iii. Senat.
iv. Dewan Perwakilan Rakyat.
v. Mahkamah Agung Indonesia.

vi. Dewan Pengawas Keuangan.

d) Bagian Il Tentang Senat, khususnya ketentuan Bésal

Konstitusi RIS, sebagai berikut:

i.  Senat mewakili daerah-daerah bagian.
ii.  Setiap daerah bagian mempunyai dua anggota dalam
Senat.
iii. Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara

dalam Senat’

e) Bagian Ill Tentang Dewan Perwakilan Rakyat,
khususnya ketentuan Pasal 98 Konstitusi RIS, sébaga
berikut: “Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh

rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota; rkieten

¥ Ibid.

“OIbid., ps. 80.
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ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayatuked
Pasal 100.
f) Pasal 100 Konstitusi RIS, sebagai berikut:

“Jika jumlah-jumlah itu tidak tercapai dengan

pengutusan atas dasar pasal 109 dan 110, ataugain pa
111, tidak tercapai, maka Pemerintah Republik
Indonesia Serikat mengangkat wakil-wakil tambahan
bagi golongan-golongan kecil itu. Jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tersebut dalani pasa
98 ditambah dalam hal itu jika perlu dengan jumlah

pengangkatan-pengangkatan itu.”
2.1.3. Konsep Perwakilan

Konsep perwakilan répresentation adalah konsep yang
memberikan kewenangan atau kemampuan kepada segedea suatu
kelompok untuk bicara dan bertindak atas nama skekompok yang
lebih besaf! Dewasa ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada
umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hati dinamakan

perwakilan yang bersifat politikp0litical representation

Kehadiran konsep ini dipelopori oleh negara-negdeaokrasi
yang menganut ideologi politik liberal yang memiildsumsi bahwa yang
paling mengetahui mengenai keadaan rakyat adaleyatratu sendiri
sehingga aspirasi dan kehendak rakyat harus diva&h rakyat. Asumsi
ini mendorong lahirnya sistem perwakilan dalam &apan rakyat suatu
negara yang perwujudannya dilakukan melalui papalitik dalam
pemilihan umum. Namun demikian sistem perwakilansecara umum

dapat dibagi dua yaittf:

“1 A. RachmanSistem Politik Di Indonesja(Jakarta: UMB, 2009), hal 6.

2 bid.
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1. Sistem perwakilan langsung, yaitu sistem pengaagkatakil rakyat
secara langsung memilih pemilu oleh rakyat tanpaarpera
DPR/MPR. Contohnya pemilihan anggota Dewan Peraakitakyat
dan Dewan Perwakilan Daerah Indoensia tahun 2004.

2. Sistem perwakilan tidak langsung, yaitu sistem fieam wakil
rakyat yang memberikan kepercayaan kepada partaikpontuk
menentukan calon legislatif yang akan mewakili egkgan juga
mengangkat anggota-anggota DPR/MPR melalui pengaaigkdari
unsur-unsur atau golongan oleh pemerintah. Contohaiyggota
DPR/MPR Indoensia pada zaman orde baru.

2.2. Tinjauan Umum Dewan Perwakilan Rakyat
2.2.1. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat®
1. Volksraad: 1918-1942

Jumlah anggota pada masa itu sebanyak 38 ditanm#aiad ketua,
seorang Belanda, yang ditunjuk oelh pemerintah.aRaermulaan
berdirinya Volksraad partisipasi dari organisasitikolndonesia
sangat terbatas. Dari 38 orang orang anggota, Agonaewakili
organisasi Indonesia, diantaranya dari Budi Utioden Serikat
Islam. Hal ini berubah pada tahun 1931, waktu wiitar prinsip
“mayoritas pribumi”. Dari jumlah 60 orang anggotdaa30 orang
Indonesia pribumi, diantaranya 22 dari partai degaoisasi politik,
ketuanya tetap orang Belanda. Fraksi Nasional dibapimpinan

Husni Thamrin memainkan peranan yang sangat penting
2. Komite Nasional Indonesia

Komite Nasional Indonesia mengadakan sidang pergada tanggal
29 Agustus 1945 di Jakarta dan yang terkahir pahggal 15

43 Budiardjo Miriam,Dasar-Dasar llmu Poltik(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2009),
hal. 46.
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Desember 1949 di Yogyakarta. Komite Nasional Indanedan
terutama Badan Pekerja merupakan lambag dari dakumgkyat
kepada perjuangan kemerdekaan. Sejak proklamaserkekaan
sampai pulihnya kembali Negara kesatuan Republioriesia dan
terutama Badan Pekerja Komite Nasional maupun Kemasional
Indonesia sendiri telah menyetujui 133 Rancangadadg-undang
menjadi undang-undang, diantaranya yang terpeatila¢gph Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Pengesahan iisnst

Republik Indonesia Serikat, mengeluarkan 6 mosidlarterpelasi.
3. DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat: 1949-1950

DPR mempunyai hak budget, inisiatif dan amandenade&sgmping
wewenang untuk menyusun rancangan undang-undangsanhbe
pemerintah. Hak-hak lainnya yang dimiliki adalalk lheertanya, hak
interpelasi dan hak angket, tetapi tidak memilikk hmenjatuhkan
cabinet. Dalam masa setahun tersebut telah digedes& buah
Undang-undang termasuk diantaranya Undang-undangnoNo/
Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi SementiBantenjadi
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesimaki dan 1

interpelasi, naik oleh senat maupun DPR.
4. DPR Sementara: 1950-1956

Badan ini mempunyai hal legislative seperti hak daid hak
amandemen, hak inisiatif dan hak control seperk bartanya,
interpelasi, angket dan mosi. DPRS telah membiearaR37
Rancangan Undang-undang dan menyetujui 167 diary@nmaenjadi
undnag-undnag, Yang terpenting diantaranya Undawigiuy Nomor
7 Tahun 1953 Tentang pemilihan anggota-anggota tifoaste dan
anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Juga tektyetujui
21 mosi dari 82 yang diusulkan, 16 interpelasi @driyang diajukan,
1 angket dan melaksanakan 2 kali hak budget.
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5. DPR (hasil pemilihan umum 1955): 1956-1959 dan OfeRralihan:
1959-1960

Wewenang badan legislatif dan kontrol tidak berbddagan DPR
Sementara. Dewan Perwakilan Rakyat pemilihan umum
berlandaskan UUD 1945 (DPR Peralihan): 1959-196@ndan
berlakunya kembali UUD 1945, dengan penetapan d@esiomor 1
Tahun 1959 ditetapkan bahwa DPR hasil pemilihan mmi955
menjalankan tugas DPR menurut UUD. DPR pada masseimg
disebut sebagai DPR perlaihan. UUD 1945 menentuk@anya
sistem presidensiil yang mana DPR tidak boleh ntehkan
Presiden. Secara formil kedudukan DPR terhadapnba#taekutif
adalah sama derajabgvengeschiktakan tetapi di dalam beberapa
hal kedudukan DPR terhadap Presiden cukup kuah kérena
anggota DPR secara otomatis menjadi anggota MPRvewang
badan legislatif menurut UUD 1945 mencakup ketetdmshwa tiap
undang-undang memerlukan persetujuan DPR (pasallL2@jpula
DPR mempunyai hak inisiatif (pasal 21), hak untuenmprakarsai
rancangan undang-undang. Juga ditentukan bahwdariddnal
ikhwal kepentingan yang memaksa” Presiden boleh etapkan
Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-gngarg harus
mendapat persetujuan DPR (pasal 22). Dalam peajeldsemukan
bahwa “ Dalam keadaan yang genting, yang memakgadaerintah
untuk bertindak lekas dan tepat, pemerintah tidakepas dari
pengawasan DPR”. Hak lain yang ditentukan oleh Ul9a5 ialah
hak budget(pasal 23) yaitu hak untuk turut memutuskan ragaan
undang-undang anggaran pendapatan dan belanja aNeQ&®R
peralihan ini dibubarkan dengan penetapan Presikter3 Tahun
1960 karena timbulnya perselisihan antara pemiteidemgan DPR
Peralihan ini mengenai anggaran penetapan anggaArnggaran
Pendapatan Belanja Negara dimana dari 44 miliygiahu yang
diajukan pemerintah hanya disetujui sekitar 36 san§8 miliar

rupiah saja. Di samping hak-hak tersebut diatasandalangka
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melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan, DP&tihaer ini
mempunyai hak-hak untuk mengajukan pertanyaan, mnami
keterangan, mengadakan penyelidikan, mengajukamadenzen dan
mengajukan usul pernyataan pendapat atau usublisuderta dapat
mengajukan anjuran calon untuk mengisi suatu jabgji&a hal
demikian ditentukan undang-undang (Peraturan Tadibl DPR,
Keputusan No.8/DPR-45/59 pasal 70).

6. DPR Gotong Royong Demokrasi Terpimpin: 1960-1966

Dewan Perwakilan Gotong Royong ini didirikan demganetapan
Presiden Nomor 4 Tahun 1960 sebagai pengganti Dé&Rlilran
yang dibubarkan dengan penetapan Presiden Nom@hGnT1960.
DPR GR berbeda sekali dengan badan-badan legesksgivelumnya.
Tidak hanya oleh karena dia bekerja dalam suatuensis
pemerintahan yang lain, akan tetapi juga oleh karéia bekerja
dalam suasana dimana DPR ditonjolkan peranannyaagaeb
pembantu pemerintah, suasana mana tercermin datdam igotong
royong. Perubahan fungsi ini tercermin di dalam tattib DPR-GR
yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomoratdi T960. Di
dalam peraturan Tata Tertib tidak disebut hak cbrgeperti hak
bertanya, hak interpelasi dan sebagainya.

Kelemahan DPR-GR di bidang legislative ialah balWRR-GR
kurang sekali memakai hak inisiatifnya untuk meuogan rancangan
undang-undang. Selain dari itu DPR-GR telah merkbrarbadan
eksekutif mengadakan penetapan-penetapan Presidsn dasar
Dekrit 5 Juli 1959, seolah-olah Dekrit merupakambar hukum
baru. Padahal, Dekrit sekedar untuk menuntut lamdéembali ke
Undang-undang Dasar 1945, tetapi sesudah itu sgmeuaturan
perundang-undangan seharusnya berdasrkan langadiagUndang-
Undang Dasar Tahun 1945. lagipula banyak keputysaming

(seperti pengguntingan uang, politik konfrontrggngambilan alih
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perkebunan dan perusahaan asing, dan sebaginyayskan di laur
DPR-GR.

Selain dari itu DPR-GR telah menerima baik undandang
Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 19 Tahun 1964, yeergberi
wewenang kepada Presiden untuk turut atau campgamadalam
soal pengadilan demi kepentingan revolusi, suatienikean yang
dengan tegas menyalahi ketentuan Undang-Undangr Dedava
kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh kekugsamerintah
(penjelasan pasal 24-25). Juga dalam hal keanggo@BR
mengalami perubahan besar. Jika dalam DPR sebetuparyakilan
didasarkan atas asas perwakilan melalui partaapadlitik, maka
dalam DPR-GR keanggotaan meliputi juga beberapangah karya
antara lain anggota dari angkatan bersenjatabtamih, alim ulama,

pemuda, koperasi, wanita, dan sebagainya.
7. DPR Gotong Royong Demokrasi Pancasila: 1966-1971

Dalam suasana menegakan orde baru sesudah tegadin
G.30S/PKI, DPR-GR mengalami perubahan, baik mengena
keanggotaan maupun wewenangnya. Anggota PKIl dikelna
sedang partai-partai politik lainnya memakai hakallnya untuk
mengganti anggota yang dianggap tersangkut dalam kersimpati
dengan PKI, dengan wakil lain. Susunan keanggofaBR-GR
menjadi jumlah total 242 anggota. Diantaranya 10&rupakan
anggota partai politik antara lain 44 anggota P&t 86 anggota NU,
selebihnya anggota beberapa partai kecil. Di sagngin ada 140
anggota Golongan Karya (termasuk ABRI). Badan itelakukan
pengawasan dengan usaha-usaha seperti berikut: ajukag
pertanyaan, meminta keterangan (interpelasi) mexkged
penyelidikan (angket), mengajukan perubahan, mekgaj usul
pernyataan pendapat atau usul-usul lain dan meandanj seseorang

jika ditentukan oleh undang-undang. Mengenai saaigpmbilan
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keputusan, sistem musyawarah/ mufakat masih diparkean denagn
ketentuan bahwa keputusan harus diambil oleh aadgBR sendiri
(tanpa campur tangan dari Presiden). Ditetapkanvéatalam soal
mengambil keputusan diadakan dua tahap. Pertanohaimencari
mufakat; jika tidak tercapai mufakat, padahal soalmenyangkut
kepentingan nasional yang penting dan genting, mdikaakan
pemungutan suara secara rahasia dan tertulis itdas Suara yang

terbanyak
8. DPR (hasil pemilihan umum 1977): 1977-1997

Keanggotaan DPR RI tahun 1977-1997, diisi olel ggtiongan
karya (Golkar) dan dua partai politik yaitu PPP d2iIl. Sistem
pemilihan yang digunakan adalah sistem pemilihamgde sistem
proposional. Adalah sistem yang memungkinkan sesoa@a dalam
pemilihan umum terakomodasi secara keseluruhan. Idak
kewajiban DPR dalam masa ini adalah dilaksanakanaselengan
UUD 1945. Posisi DPR dengan Presiden adalah sama-kaat dan
tidak bisa saling menjatuhkan. Wewenang adalah abessama
dengan MPR memilih presiden serta membuat UU bersama
denagn Pemerintah (Presiden). DPR juga memilikilberkanya, hak
Interpelasi, hak angket, budget inisiatif atas pesagan RUU.

9. DPR (hasil pemilihan umum 1999 — 2004)

Keanggotaan DPR RI tahun 1999 sampai sekarangj, alieh
anggota dari partai politik yang memperoleh suaiard pemilihan
umum. Sebagaimana diketahui tahun 1999 pemilihannurdiikuti
oleh masing-masing 48 dan 24 partai politik yanlpdoverifikasi
Depkehham dan KPU. Sistem pemilihan umum yang dikain
dalam kurun waktu di atas adalah sistem pemiliherura yang
demokratis yang didasarkan pada asas LUBERJURDhg§ung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Tugas dawemang DPR
masa ini adalah lebih luas dibandingkan dengan reabalumnya.

Universitas Indonesia
Penggunaan hak ..., Alfonso D.K. Tahapary, FH Ul, 2011



31

Secara umum tugas dan wewenangnya adalah sama ndenga
sebelumnya namun yang berbeda adalah tugas danmaegveintuk
melakukanfit and proper tesi(uji kepatutan dan kelayakan pejabat
publik), seperti gubernur BI, Panglima TNI, Kapottan juga para
calon Duta Besar Rl yang akan ditugaskan ke Neggnabat di luar
negeri. Hal lain dalam badan legislatif Indoensaach periode ini
adalah lahirnya lembaga legislatif baru yaitu DewRarwakilan
Daerah yang mewakili daerah yang dipilih secaregdang oleh
rakyat. Adapun tugas dan wewenangnya adalah mielipugan yang
berkaitan dengan otonomi daerah serta masalahy#aig berkaitan
dengan ruang lingkup daerah. Pada kurun waktu DR telah
memintakan fatwa kepada Mahkamah Agung tentangiDRfesiden
yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahmdyyzada salah
satu isinya menyatakan untuk membubarkan MPR daR. Dfasil
dari fatwa Mahkamah Agung tersebut dijadikan dasah MPR

untuk memberhentikan Presiden Abdurrahman Wabhid.
10.DPR (hasil pemilihan umum 2004-2009)

Pemilihan umum pada tahun 2004 diikuti oleh 24tgguolitik.
Pada tahap awal pendaftaran, 150 partai mendaiamMEknteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jumlah ini lalukbeang
menjadi 50, dan akhirnya 24 setelah pemeriksaam yhlakukan
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPUY. Dalam sidang umum tahun
2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menamhédh
amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Di arteaademen
tersebut, terdapat perubahan dalam badan legis@imulai dari
tahun 2004, MPR akan terdiri dari anggota DPR daggata DPD,
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 184b5%ayat (1)
sebagai berikut:“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas

4 Leo Ananta, dkkEmerging Democracy in IndonesiSingapore: Institute of Southeast
Asian Studies, 2005), pg. 4-5
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anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DewarnwBkilan
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan drakebih lanjut

dengan undang-undand”

Pada sistem pemerintahan, posisi Presiden deegarafja negara
lainnya adalah sama. Presiden tidak dapat membad@kRR sesuai
dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Das&r &kl 7C
perubahan ketiga sebagai berikutPresiden tidak dapat
membekukan dan/atau membubarkan Dewan PerwakilayaRa

11.DPR (hasil pemilihan umum 2009)

Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan dengaersist
proporsional terbuka yang perhitungannya didasapeata sejumlah
daerah pemilihan, dengan peserta pemilu adalahaipgaudilitik.
Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinyakdkan dengan
penetapan calon terpilih berdasarkan perolehanastenbanyak,
bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih caaggota DPR,
bukan partai politik). Agar tercipta derajat kompetyang sehat,
partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilamgdebih tinggi,
serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yaras,jemaka
penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakeara lebih
berkualitas dari waktu ke waktu. Oleh karena itijpaddang perlu
untuk mengganti landasan hukum penyelenggaraanipamumum
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 TahO3 2éntang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, &ew
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat [Daera
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangagndomor 10
Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerirgaggdhti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubldbdna atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilidamum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilaerBh dan

> Indonesia (a)Qp.Cit.,ps. 2 ayat (1)
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Ugddengan
undang-undang baru yang lebih komprehensif danasegntuk
menjawab tantangan permasalahan baru dalam peggel&an
pemilihan umum. Di dalam undang-undang ini diatwbdrapa
perubahan pokok tentang penyelenggaraan Pemilihanunu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilaerBh dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya yangatiarkdengan
penguatan persyaratan peserta pemilu, kriteria yseman daerah
pemilihan, sistem pemilu proporsional dengan dat&lon terbuka
terbatas, dan penetapan calon terpilih, serta pesgian sengketa
pemilu. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk perkuat
lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujmdisastem
multipartai sederhana yang selanjutnya akan mekanaiula sistem
pemerintahan presidensiil sebagaimana dimaksud&@mdUndang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.2.2. Susunan dan Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang, dan Hak
Dewan Perwakilan Rakyat Setelah Amandemen Menurut Peraturan

Perundang-undangan

2221 Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat
2.2.2.1.1. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat
Menurut Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009

mengenai susunan dan kedudukan adalah sebagaitberik

1) DPR terdiri atas anggota partai politik peserta ibean umum
yang dipilih melalui pemilihan umuf.
2) DPR merupakan Ilembaga perwakilan rakyat yang

berkedudukan sebagai lembaga ne§&ra.

“® IndonesiaPenjelasan Undang-Undang Tentang Pemilihan UmungategDewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Bewerwakilan Rakyat Daerahlomor
10 Tahun 2008, TLN No. 4836.

" Indonesia (b)Op. Cit, ps. 67.
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22212 Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Selaku L egidatif dalam
Sistem Presidensial

Kedudukan lembaga DPR sejajar dengan Presidemndala
kapasitasnya selaku Kepala Pemerintahan. Tugaskp@keR
adalah memroses pembuatan UU dari mana pun dai@riRjdy,
termasuk dari Pemerintah. Di samping itu, DPR jimgatugas
untuk mengawasi Pemerintah dalam artian pengawpsétik,
dengan cara mengontrol apakah kebijakan pemersudah sesuai
dengan kontrak sosialnya. DPR juga mempunyai tugatsik
menyampaikan kehendak rakyat. DPR adalah salueanautialam
menyampaikan aspirasi rakyat termasuk yang sifginyadi yang
hendak diteruskan ke Pemerintah. Dalam sistem dmesil,
kedudukan anggota DPR haruslah sebagai konstaimgeaatidak

bisa diganti di tengah jalan karena alasan politis.

2.2.2.2 Fungs Dewan Perwakilan Rakyat

Fungsi yang dimiliki DPR ditegaskan dalam Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 pasal 20A ayat (1) yaitu:

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi,

fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Hal ini dijabarkan lebih terperinci dalam UU Nd. Zahun
2009 Pasal 69 ayat (1) tersebut, penjelasan afasdsi dasar
DPR adalah sebagai berikut:

1. Fungsi legislasi adalah membentuk undang-undang ata
peraturan daerah bersama dengan Presiden.
2. Fungsi anggaran adalah menyusun dan menetapkanaramg

Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan dpresid

8 |bid., ps. 68.
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dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Perwakilan
Daerah.

3. Fungsi pengawasan dilakukan dengan melakukan pesgaw
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan d

aturan pelaksananya.

2.2.2.3. Tugas dan Wewenang DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilaky&a
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RdBgarah
Pasal 71, DPR mempunyai tugas dan wewenRang:

a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Rreside
untuk mendapat persetujuan bersama;

b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan pguset
terhadap peraturan pemerintah pengganti undangagnging
diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;

c. menerima rancangan undang-undang yang diajukanRiRih
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusatiaemah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonom
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangamnigan
pusat dan daerabh;

d. membahas rancangan undang-undang sebagaimana aémaks
dalam huruf c bersama Presiden dan DPD sebelumbdiam
persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;

e. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh
Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomildae

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemeiata

49 Budiardjo Miriam,Dasar-Dasar llmu Poltik(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2009),
hal. 50.

* Indonesia (b)Op. Cit, ps. 71.
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penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya aam d
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan nigeuma
pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD usebel
diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden

f. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan gndan
undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yan
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

g. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas
rancangan undang-undang tentang APBN yang diajokeam
Presiden;

h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan unddageun
dan APBN;

I. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang
disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undastegagn
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaram, da
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daergle)gaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

j.  memberikan persetujuan kepada Presiden untuk mekayat
perang, membuat perdamaian dan perjanjian denggarane
lain, serta membuat perjanjian internasional laanyang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagdiphn
rakyat yang terkait dengan beban keuangan negarétda
mengharuskan perubahan atau pembentukan undangginda

k. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pembe
amnesti dan abolisi;

|. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal
mengangkat duta besar dan menerima penempatarbesdha
negara lain;

m. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertiméang
DPD;
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n. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
disampaikan oleh BPK;

0. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pekaiang
dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

p. memberikan persetujuan calon hakim agung yang lkaisu
Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim aguieh
Presiden;

g. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajunya
kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputussiden;

r. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganah as
negara yang menjadi kewenangannya berdasarkantiaten
peraturan perundang-undangan dan terhadap penaygiag
berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan raleyes terkait
dengan beban keuangan negara;

s. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindakianjut
aspirasi masyarakat; dan

t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatiamda

undang-undang.

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi arggadan
fungsi pengawasan yang dikutip dari situs DPR, PR

mempunyai tugas dan wewenang antaratain:

1. Membentuk undang-undarygng dibahas dengan Presiden untuk

mendapat persetujuan bersama;

2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan peafer

pengganti undang-undang

3. Menerima dan membahas usulan rancangan undanggindan

(RUU) yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daeralr DD

*1 http://www.dpr.go.id/index.php?page=tentang. Tugagdeng diaksespada tanggal
19 Juni 2011.
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yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hwarupgsat

dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabunga
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumbex day
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pengan
keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakeam dal
pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat pertam

4. Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan rancangan
undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh
pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, padd
pembicaraan tingkat pertama;

5. memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan gndan
Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara @dh R
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agkataan awal
pembicaraan tingkat pertama;

6. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negesania
Presiden dengan memperhatikan  pertimbangan  DPD,
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

7. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan giangan
oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengena
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan pengggiu
daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya ddam
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidilkemagama;

8. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan
memperhatikan pertimbangan DPD;

9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas
pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan
Badan Pemeriksa Keuangan;

10.Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangasiktasi,
dan pendapat;

11.Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti

aspirasi masyarakat; dan;
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12.Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang dkent
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoriesdian
1945 dan undang-undang.

2224, Hak Dewan Perwakilan Rakyat

Menurut ketentuan yang diatur daldmdang-Undang No.
27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakeavan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan ddew
Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 77 ayat (2) bahwa:

1. *“Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayatydf a
adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada
Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yangmedan
strategis serta berdampak luas pada kehidupan bganakat,
berbangsa, dan bernegara.”

2. Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf
adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan tenmada
pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan
Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting,egfisgtdan
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, lgsdpan
dan bernegara yang diduga bertentangan denganunzerat
perundang-undangan.

3. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud patla a

(1) huruf ¢ adalah hak DPR untuk menyatakan perigaps>

a. kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian leesabi
yang terjadi di tanah air atau di dunia internasipn

b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebageama
dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana

dimaksud pada ayat (3); atau

*2 |bid., ps. 77 ayat (3).

*3bid., ps. 77 ayat (4).
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c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
melakukan  pelanggaran  hukum  baik  berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan lggrce
dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lag
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

Presiden.

Pendapat lain yang dikemukakan Miriam Budiardjo
mengenai ketiga hak-hak diatas yang dimiliki oléPRDadalah
sebagai berikut?

1. Hak Interpelasi

Hak Interpelasi adalah hak untuk meminta ketemanga
kepada pemerintah mengenai kebijkasanaanya dalam
suatu bidang. Misalnya bidang politik, ekonomi, igbs
budaya dan pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini
badan eksekutif wajib memberi penjelasan dalamngida
pleno, penjelasan mana dibahas anggota-anggota dan
diakhiri oleh pemungutan suara, apakah keterangan
pemerintah memuaskan atau tidak. Jika hasil
pemungutan suara bersifat negatif, maka hal ini
merupakan tanda peringatan bagi pemerintaha bahwa
kebijakannya diragukan. Dalam suasana perselisihan
antara badan legislatif dan badan eksekutif intagpe
dapat dijadikan batu locatan untuk diajukannya mosi
tidak percaya. Di Republik Perancis ke Il (187G

dan ke IV  (1964-1958) interpelasi sering
mengguncangkan kabinet. Di Indonesia semua badan

legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong

** Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Poltik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2009), hal. 53.
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Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai
hak interpelasi.

2. Hak Angket Enqueté

Hak angket adalah hak anggota badan legislatifikunt
mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan in
dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan
hasil penyelidikannya kepada anggota badan lemjislat
lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya
mengenai soal ini, dengan harapan agar diperhatikan
oleh pemerintahDi Indonesia semua badan legislatif,
kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong dalam

masa Demokrasi terpimpin mempunyai hak angket.

3. Hak Bertanya

Anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan
pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu hal. Di
Inggris dan India kita melihat adany@uestion Hour
(Jam bertanya), di mana pertanyaan diajukan sdisaa
dalam sidang umum dan menteri yang bersangkutan ata
kadang-kadang perdana menteri sendiri menjawabnya
secara lisan. Oleh karena itu segala kegiatannygaka
menarik perhatian media massa, maka badan legislati
melalui diajukannya suatu pertanyaan parlemergpaid
menarik perhatian umum terhadap suatu kejadian atau
keadaan yang dianggap kurang wajln. Indonesia
semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong dalam masa Demokrasi
Terpimpin, mempunyai hak bertanya. Pertanyaan ini
biasanya diajukan secara tertulis dan dijawab petara
tertulis oleh departmen yang bersangkutan.

Universitas Indonesia
Penggunaan hak ..., Alfonso D.K. Tahapary, FH Ul, 2011



42

BAB |11

TINJAUAN UMUM HAK INTERPELAS

3.1. Pengertian Hak Interpelasi

Undang-undang Dasar Tahun 1945 sejak proklamasefdekaan
tidak memuat secara eksplisit mengenai pengeraérirtterpelasi, namun
secara implisit dapat dilihat pada bagian Penjael&aD 1945 yaitu pada
sistem pemerintahan negara tentang kedudukan D&ifdgai berikut:
kedudukan DPR adalah kuat. Dewan tidak bisa ditkaipaoleh presiden
(berlainan dengan sistem parlementair). Kecualartggota-anggota DPR
semuanya merangkap menjadi anggota MPR. Oleh kareePR dapat
senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden jidkan dewan
menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar hblegara yang
telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau MiflRa Majelis itu
dapat diundang untuk persidangan istimewa agar yaufmsa minta

pertanggungjawaban kepada Presiden.

UUD 1945 Pasal 20A ayat (2) mengatur bahwa dalam
melaksanakan fungsinya, selain hak yang diaturndgasal-pasal lain
UUD ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angkdgn hak
menyatakan pendapat. Pengaturan lebih lanjut mangek-hak DPR ini
diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 pasal 77 ayaty@dng diatur pada
ayat selanjutnya mengenai definisi atas hak-hasebert, yaitu sebagai

berikut>®

Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayaufLf a adalah
hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerimi@mgenai

%5 Indonesia (b)Dp. Cit, ps. 77 ayat (2).
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kebijakan Pemerintah yang penting dan strategia serdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bern¥gara.

3.2. Dasar Hukum Hak Interpelas

Pengaturan mengenai hak interpelasi sebelum aenserd
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur dalam Undadgng Nomor 7
Tahun 1950 pasal 69 ayat (1), yang menyebutkan &dalidewan
Perwakilan Rakjat mempunjai hak interpelasi dan hakenanja;
Anggauta-anggauta mempunyai hak menadnjaNamun dalam peraturan
perundang-undangan lainnya dalam hukum ketataregadnalonesia, hak

interpelasi diatur pula dalam ketentuan-ketentuan:

1. Penjelasan UUD 1945 yaitu sistem Pemerintahan Metamtang
Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai berfkut:
“Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. &rewdak
bisa dibubarkan oleh presiden (berlainan dengdimsgsarlementair).
Kecuali itu anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Balsemuanya
merangkap menjadi anggauta Majelis Permuyawaragkyd® Oleh
karena itu Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasagawasi
tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menggndgahwa
Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang tetapkan
oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis PermuyawarBtakyat,
maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangdaimewa agar
supaya bisa minta pertanggungan jawab kepada Enesid

2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan RakyatywabDe

*% |bid., ps. 77 ayat (2).

*" Indonesia (b),Undang-undang Tentang Perubahan Konstitusi Seman®epublik
Indonesia Serikat Menjadi Undang-undang Dasr SearariRepublik Indonesia, Undang-undang
7 Tahun 1950, Ps. 69 ayat (1).

*8 Indonesia (a)Penjelasan Tentang Undang-undang Dasar Negara lasian
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Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat &baBasal 77
ayat (2) yang menyatakan sebagai beriRut:

“Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayatyd)f a adalah
hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemermiigenai
kebijakan Pemerintah yang penting dan strategita dserdampak
luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa etiaedara.”

3. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan RakyatwabDe
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat dbasmitu
melalui fungsi yang dimilikinya sesuai ketentuars&at9 ayat (1)
dan (2) dan Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3) selimagéiut:

DPR mempunyai fungsi:

a) legislasi;
Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam p&salét (1)
huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR sglakiegang
kekuasaan membentuk undang-und&hg.

b) anggaran; dan;
Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasgia691)
huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan
persetujuan  atau tidak memberikan persetujuanadefh
rancangan undang-undang tentang APBN vyang diajukan
Presidert’

C) pengawasan.
Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalamgasgiat
(1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atéskg@naan

undang-undang dan APBX.

% Indonesia (b)Qp. Cit., ps.77 ayat (2).

% bid., Ps.69 ayat (1) huruf a.
®bid., Ps.69 ayat (1) huruf b.

®2|bid., Ps.69 ayat (1) huruf c.
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Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat fdpdkan dalam

rangka representasi rakyat.

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan RakyatwabDe

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyatdbaasal 173,

sebagai berikut:

1)

2)

3)

Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasayat7(1)
huruf a diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua pulinfia) orang
anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraKsi.
Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud awpak
(1) disertai dengan dokumen yang memuat sekuraaggaya:

a) materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan

Pemerintah yang akan dimintakan keterangan®dan;

b) alasan permintaan keterandén.
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak
interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dapatr
paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satwp@) jumlah
anggota DPR dan keputusan diambil dengan perseatigieh
dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR yangrfiadi

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan RakyatwabDe

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyatdbaasal 174,

sebagai berikut:

1)

Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaéalain
Pasal 173 ayat (3) menyetujui usul interpelasi gabdak
interpelasi DPR, Presiden dapat hadir untuk merkaeri

% bid.,
® Ibid.,
% bid.,
% Ibid.,

*"Ibid.,

Ps.

Ps.

Ps.

Ps.

Ps.

69 ayat (2).

173 ayat (1).
173 ayat (2).
173 ayat (3).

173 ayat (4).
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penjelasan tertulis terhadap materi interpelasiardalrapat
paripurna berikutny&®

2) Apabila Presiden tidak dapat hadir untuk memberikan
penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada €yat
Presiden menugasi menteri/pejabat terkait untuk akiimya >

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan RakyatwabDe
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyatdbaasal 175,
sebagai berikut:

1) DPR memutuskan menerima atau menolak keterangan dan
jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 Bydai
ayat (2)’°

2) Dalam hal DPR menerima keterangan dan jawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul hak elgsip
dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersédak dapat
diusulkan kembalf?

3) Dalam hal DPR menolak keterangan dan jawaban sebaga
dimaksud pada ayat (1), DPR dapat menggunakan R D
lainnya’?

4) Keputusan untuk menerima atau menolak keterangan da
jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hamdampat
persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihdeloih dari
1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR dan putusamtfil
dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdualajuranggota
DPR yang hadif?

% bid., Ps. 174 ayat (1).
% bid., Ps. 174 ayat (2).
Obid., Ps. 175 ayat (1).
™ bid., Ps. 175 ayat (2).
2\bid., Ps. 175 ayat (3).

3 bid., Ps. 175 ayat (4).
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7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyatwabe
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatdbaBasal 176,
sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksahak interpelasi

diatur dalam Peraturan DPR Tentang tata téttib.

8. Peraturan DPR Tentang Tata Tertib Pasal 162, sebaglaut:

1. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam PadahtGf a
diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh limajxmy anggota
dan lebih dari 1 (satu) fraki.

2. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksual pad (1)
disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kuyang
a) materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakaneRetah

yang akan dimintakan keterangan; d&n;
b) alasan permintaan keterandan.

9. Peraturan DPR Tentang Tata Tertib Pasal 163, sebaglaut:

1) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalanal Plag2
disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.

2) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada &gt
diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripuraa d
dibagikan kepada seluruh anggbta.

3) Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat
paripurna atas usul interpelasi sebagaimana dindagada ayat

(1) dan dapat memberikan kesempatan kepada penguotik

" Ibid., Ps. 176.

> Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwallakyat Tentang Tata Tertib,
Ps. 162 ayat (1).

8 bid. Ps. 162. ayat (2) huruf a.
" bid. Ps. 162. ayat (2) huruf b.
8 bid. Ps. 163. ayat (1).

bid. Ps. 163. ayat (2).
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memberikan penjelasaan atas usul interpealsinyaarasec
ringkas®®

4) Selama usul hak interpelasi sebagaimana dimaksilel gzt (1)
belum disetujui oleh rapat paripurna pengusul Herha
mengadakan perubahan dan menarik usulnya keftbali.

5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dichgdexla
ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusui d
disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertuligpdapinan
membagikan kepada seluruh angdbta.

6) Dalam hal jumlah penandatangan usul hak interpejasig
belum memasuki Pembicaraan Tingkat | menjadi kurdag
jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayabdfus
diadakan penambahan penandatangan sehingga jumlahny
mencukupf?

7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatangaul tak
interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripuang yelah
dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibdtaidap
jumlah penandatangan tidak mencukupi sebagaimanakdud
dalam Pasal 162 ayat (1), Ketua rapat paripurnagaraomkan
pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripuntak itu
dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jum&tapdatangan
mencukupf*

8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat pariptempat
anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusulrtakpelasi

dengan membubuhkan tandatangan pada lembar penkjetus

8 bid. Ps. 163. ayat (3).
8 |bid. Ps. 163. ayat (4).
8 bid. Ps. 163. ayat (5).
8 |bid. Ps. 163. ayat (6).

8 |bid. Ps. 163. ayat (7).
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rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan Egiurna
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapajuikan.

9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah
penandatangan yang dimaksud tidak terpenuhi, werskelut
menjadi guguf?

10.Peraturan DPR Tentang Tata Tertib Pasal 164, sebagkut:

1) Apabila usul hak interpelasi tersebut disetujuisggh interpelasi
DPR, pimpinan DPR menyampaikannya kepada Presiden d
mengundang Presiden untuk memberikan keteraffgan.

2) Terhadap keterangan Presiden, sebagaimana dimpksadayat
(1), diberikan kesempatan kepada pengusul dan enggmng
lain untuk mengemukakan pendapatfya.

3) Atas pendapat pengusul dan/atau anggota yang lain,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden mikaniber
jawabanny&®

4) Keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dithplksla
ayat (2) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada k@ipejabat
terkait®

11.Peraturan DPR Tentang Tata Tertib Pasal 165, sebagkut:

1. Dalam hal DPR menolak keterangan dan jawaban Rmsid
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) ylEn(3)
dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.

2. Dalam hal DPR menerima keterangan dan jawaban agbaga
dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dan ayat (3) bsil

% |bid. Ps. 163. ayat (8).
% bid. Ps. 164. ayat (1).
8 bid. Ps. 164. ayat (2).
8 bid. Ps. 164. ayat (3).
8 |bid. Ps. 164. ayat (4).

bid. Ps. 165. ayat (1).
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interpelasi dinyatakan selesai, dan materi intepetersebut
tidak dapat diusulkan kembaf.

3. Apabila sampai waktu penutupan masa sidang yang
bersangkutan ternyata tidak ada usul pernyataadapan yang
diajukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), [pemaa@n
mengenai permintaan keterangan kepada Presideebuérs

dinyatakan selesai dalam rapat paripufna.

3.3. Hubungan Hak Interpelas dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Sesuai dengan amanat UUD 1945 yang ditetapkan ,PPKI
pembentukan lembaga perwakilan yang bersifat serentiatur dalam
Aturan Peralihan UUD 1945 yaitu Pasal IV yang mengaatkan:

“Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan &dlan Rakyat,
dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Ugidardang
Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Prmest#gan bantuan
Komite Nasional®®

Ketentuan inilah yang dijadikan dasar hukum bagmnpentukan
lembaga legislatif. Kemudian PPKI menetapkan ketmiketentuan
pokok mengenai Komite Nasional Indonesia Pusat BNjada tanggal
22 Agustus 1945, yang beberapa hari kemudian tgpatanggal 29
Agustus 1945, terbentuklah Komite Nasional IndomeBusat sebagai
parlemen pertama di dalam sejarah Negara Republilonesia dan
dilantik Presiden Soekarno di Gedung Kesersatouwburg(Gedung
Kesenian Pasar Baru Jakarta), di mana tanggalbtérs@ng kemudian
dijadikan sebagai hari lahir MPR/DPR. Selama lefdri satu bulan
Komite Nasional Indonesia Pusat bekerja melaksanalgas-tugasnya
membanu Presiden dalam lingkup kegiatan eksel&itiiasi ini ternyata

tidak memuaskan sebagian golongan. Langkah sefgajigdalah ketika

L bid. Ps. 165. ayat (2).
% |bid. Ps. 165. ayat (3).

% Indonesia (a)Qp.Cit., Aturan Peralihan ps. 4. *
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dilangsungkannya Sidang Il KNIP tanggal 16-17 Oktol045 ada usulan
agar diadakan perubahan tentang pembagian kekualsdam negara.
Berkaitan dengan usulan tersebut, lahirlah Maklumétkil Presiden
tanggal 16 Oktober 1945 yang menetapkan bahwawsaberbentuknya
MPR dan DPR, Komite Nasional Indonesia Pusat dsekakuasaan
legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Hal lainnyaeatujui pula bahwa
pekerjaan sehari-hari Komite Nasional IndonesiaaPdgalankan oleh
sebuah Badan Pekerja KNIP karena gentingnya keadibetalui

perubahan fungsi ini, maka Komite Nasional Indoamd3usat tidak lagi
berkedudukan sebagai pembantu Presiden tetapi saslakan fungsi

legislatif.

Dalam situasi ketatanegaraan di awal kemerdekaary yserba
tidak menentu, namun menjadi kenyataaan sejaralwebakomite
Nasional Indonesia Pusat mampu menampilkan bergtkagngannya di
tengah-tengah gejolak perang mempertahankan kek@nddndonesia,
Komite Nasional Indonesia Pusat selain berperanagseblembaga
legislatif juga sekaligus sebagai lembaga pemedattaulatan rakyat.
Perkembangan politik dan situasi kenegaraan di akesherdekaan
menghendaki perubahan sistem pemerintahan daraketgraan. Sistem
pemerintahan berubah dari sistem presidensil kensguasiparlementer.
Demikian pula pada sistem Kketatanegaraan yang tek@mgalami
beberapa kali perubahan konstitusi. Pertama, addldb 1945 yang
menetapkan PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Kedudaladserdasarkan
hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Neg&esatuan RI
berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIShgde Undang-
Undang Dasar RIS. Ketiga, yaitu berlakunya Undangdng Dasar
Sementara Tahun 1950 sebelum akhirnya berlakuUagiang-Undang
Dasar 1945 berdasarkan Dekrit Presiden tanggalli51969. Terakhir
adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen $4RIR tahun
1999-2002. Perubahan sistem pemerintahan, ketateaesg serta UUD
1945 menjadikan peran MPR/DPR dalam sistem ketgsaaan Indonesia

mengalami pasang surut sebagai Imbaga perwakilaal. ik terus
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berlangsung hingga Presiden Soekarno memperkenadl@mokrasi
Terpimpin yang dinilainya lebih sesuai dengan Kegatian Indonesia.
Sebagai konsekuensinya, semakin melemahnya pengawg@sntrol)
lembaga perwakilan. Dinamika ini terus berjalan pamdengan

berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno.

Masa Orde Baru yang ditandai dengan beralihnyaudsdan
kepada Presiden Soeharto, keberadaan lembaga jarw@kga tidak
banyak mengalami perubahan secara substansial.rPasta ini prioritas
pembangunan lebih ditekankan kepada pembangunammikosehingga
akibatnya pembangunan bidang politik menjadi takama Kondisi ini
berdampak kepada dinamika peran lembaga perwakiiamdonesia.
Pada masa itu, peran lembaga perwakilan lebih cengeebagai sumber
legitimasi bagi kebijakan pemerintah. Dengan fokejgada pembangunan
ekonomi, maka negara membutuhkan situasi stabandarti tidak boleh
ada gejolak politik. Faktor stabilitas inilah yasgmakin lama semakin

membuat peran lembaga perwakilan bekerja kuranmaept

Pada masa era reformasi, perubahan UUD 1945 oRR RI telah
berpengaruh kepada struktur ketatatanegaraan, ausDPR, serta
hubungan DPR dengan lembaga-lembaga negara lain8traktur
ketatanegaraan ini mengarah kepada terciptanya msekecheck and
balancesantar lembaga negara khususnya antar tiga cabsikgagaan,
yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kecemdegan perubahan
struktur ketatanegaraan ini terlihat dengan sems&dgasnya posisi dan
kedudukan masing-masing lembaga negara yang makida@a tiga (3)
kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Pad&laisisaan eksekutif,
UUD 1945 hasil Amandemen semakin menegaskan bahstens
pemerintahan kita adalah sistem presidesiil demgametapkan ketentuan
bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsaledp rakyat, tidak
lagi dipilih oleh MPR. Sesuai dengan kondisi tetgebPresiden tidak
bertanggung jawab secara politis kepada MPR, tjdgk kepada DPR
karena kedudukannya vyang sejajar. Namun, Presidezmiliki
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pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukatanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, kopgrsfuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Mskamya melalui
sebuah proses pemecai@mpeachment) yang diawali oleh peran DPR
untuk menilai apakah benar telah terjadi pelangganakum oleh
Presiden. Pada sisi kekuasaan yudikatif, UUD 1945 perubahannya
menetapkan tiga lembaga yang terkait dengan pelaksakekuasaan
yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konsiitdsn Komisi
Yudisial. Pada sisi kekuasaan legislatif, terjagngtaan kelembagaan
yang ditandai dengan reposisi dan penegasan DP&aepemegang
kekuasaan membentuk undang-undang serta terbeatd&mpaga baru
yaitu Dewan Perwakilan Daerah, yang keanggotaamyiéihdlangsung
oleh rakyat. Selain itu terdapat satu penegasawdabPR adalah
lembaga perwakilan yang seluruh anggotanya dipisihgsung oleh
rakyat. Tidak ada lagi anggota yang diangkat darsan golongan dan
ABRI.

Dari ketiga kekuasaan tersebut ternyata dalam ratata
implementasinya masih dijumpai berbagai persoalaland kaitannya
dengan pola hubungan yang terbangun antar lembegaran tersebut.
Perubahan konstitusi yang diikuti dengan pembemtukan perubahan
berbagai peraturan perundang-undangan adalah utatbentuknya
perimbangan fungsi dan tugas lembaga-lembaga nelgaAususnya
lembaga eksekutif dan legislatif, juga dimaksudkantuk saling
mengimbangi dan saling mengawasi yang bekerja aes@temik,
berdasarkan aturan-aturan yang ada. Dengan diEmeamnya UUD
1945, telah terjadi pergeseran dari stigmeecutive heavymenjadi
legislative heavyPeran DPR menjadi menonjol, karena konstitusi dan
peraturan perundang-undangan dibawahnya telah merdgmikian agar
DPR dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya.

UUD 1945 hasil amandemen pasal 20A ayat (1) mekant
bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaralan fungsi
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pengawasan, dan pada pasal 20 A ayat (2) ditentledowa DPR
mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak atekgn pendapat.
Atas dasar hal tersebut di atas, hak interpeldamdaubungannya dengan
DPR merupakan hak yang melekat pada DPR selakunbkedgslatif
berdasarkan ketentuan konstitusi serta peraturaongang-undangan
yang berlaku. Hak interpelasi merupakan bentuk gemnagan intensif
yang sifatnya meminta keterangan secara riil dayekiif mengenai
kebijakan Pemerintah yang penting dan strategit dmrdampak luas
bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan l@meBeran DPR
melalui hak interpelasi sebenarnya adalah suatseprawal DPR dalam
menganalisa kebijakan-kebijakan pemerintah untekgetahui apakah
ada dugaan awal penyalahgunaan atau penyelewengaaturan
perundang-undangan yang digunakan Pemerintah dadambuatan
kebijakan-kebijakan tersebut. Apabila DPR menemu&tau menduga
adanya penyalahgunaan tersebut, maka hak yang digahakan
selanjutnya adalah hak angket. Hal ini semata-nddtekukan dalam

rangka memaksimalisasi hak-hak yang dimiliki olédPRDdari konstitusi.

DPR dalam melaksanakan tugas atau fungsi pembugi@ang-
undang, pengawasan dan penyusunan anggaran adatdhluim
anggotanya yang berjumlah 560 orang. Anggota DPRyjalakan
tugasnya adalah melalui sidang pleno, rapat-rapaid atau rapat pleno,
dan pernyataan-pernyataan. Dalam rapat-rapat, gndfeR diharapkan
mengemukakan pendapatnya atau pikirannya mengeraadpmi hal yang
ada kaitannya dengan tugas-tugas DPR, tugas Pmeside kehidupan
kenegaraan, kebangsaan dan kerakyatan.
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BAB IV

ANALISISMEKANISME PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN HAK
INTERPELASI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
PENGGUNAANNYA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
TAHUN 1945.

4.1. Analisa Mekanisme Pelaksanaan Fungsi-fungsi Pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai sebuah lembaga yang
merupakan perwakilan atau representasi dari rakyabnesia secara
keseluruhan, dan secara yuridis diakui demikianba§ai sebuah
perwakilan rakyat DPR dapat dikatakan memiliki pogang strategis dan
secara pengharapan menanggung harapan untuk memgdi dan
penyalur aspirasi rakyat Indonesia. DPR mempungtrkaitan erat, dan
seharusnya memang sedemikian adanya, karena fakigatesialah yang
memilih para anggota dari lembaga tersebut sebag&ilnya dalam

penyampaian aspirasi dan arah kebijakan.

Selain dari hal-hal diatas ini Undang-Undang DabBbrgara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang dMa27 Tahun
2009 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DR® FBata Tertib
DPR membahas mengenai fungsi pengawasan yangikilirBDiPR.
Dimana dalam melaksanakan fungsi pengawasannyabtersDPR
diberikan hak-haknya, yang dianggap sebagai satahal yang dapat
mewujudkan prinsigcheck and balance®alam menjalankan fungsinya
sesuai yang telah diatur oleh peraturan perundadgng lainnya, DPR
sebagai wakil rakyat tentunya memegang peranamngeti@n seharusnya

signifikan sebagai wakil dari rakyat Indonesia.

Menurut pendapat George R. Tery, pengawasan adalah
determinasi apa yang telah dilaksanakan, mengesighuestasi kerja dan
menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehinggal lpekerjaan sesuai
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dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam halaipat dilihat bahwa
pengawasan merupakan suatu fungsi dalam mengevatmesgoreksi
suatu pekerjaan agar tercapai maksud dan tujuamisesncana yang

telah ditetapkan.

DPR sebagai lembaga legislatif merupakan salab sabang
kekuasaan. Dalam teori trias politika yang dikenkalkepertama kali oleh
John Locke pada tahun 1690 dalam bukunya yangdéijiwo Treatises
on civil government John Locke membagi cabang-cabang kekuasaan
yang terdiri dari legislatif, eksekutif dan feddéiatyang kemudian
ditafsirkan sebagai teori pemisahan kekuasaan ssparation of power
Pada tahun 1798, gagasan yang dikemukakan oleh Jlauke
dikembangkan kemudian oleh seorang filsuf peraicstesquieu, dalam
bukunya berjuduL ‘Espirit Des Lois Menurut Montesquieu kekuasaan
pemerintah dipisah dalam tiga kekuasaan, yaitu &ekan legislatif,
kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, lKetkgkuasaan itu
menurutnya harus terpisah sama sekali, baik mengega@snya maupun
mengenai alat perlengkapan penyelenggaranya. Kotrsep politica
Montesquieu sangat popular, namun banyak yang tdipkraktekan
secara murni, karena tidak sesuai dengan kenyaBaabagai kritik telah
dilontarkan terhadap konsep tersebut, diantaranymgkapkan oleh
E.Utrecht. Utrecht tidak sejalan dengan pemisahaku&saan yang

dilakukan oleh Montesquieu, dengan mengajukan eébaratan, yaitu:

1. Pemisahan mutlak seperti yang dikemukakan oleh &&opteu,
mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang titekmitkan di
bawah pengawasan suatu badan negara lain. Tidapeadmwasan
itu berarti kemungkinan bagi suatu badan kenegaraatuk
melampaui batas kekuasaannya dan oleh sebab jaudana antara
masing-masing badan kenegaraan dipersulit. Olelnkartu, tiap-
tiap badan diberikan kesempatan untuk saling measgjaw

2. Dalam negara modern atauvelfare state(mulai berkembang pada

akhir abad 19 awal abad 20) lapangan tugas perakantbertambah

Universitas Indonesia
Penggunaan hak ..., Alfonso D.K. Tahapary, FH Ul, 2011



57

luas untuk mewujudkan berbagai kepentingan masgarBlalam hal
demikian, tidak mungkin di terima asas pemisahagade {ast
beginsel bahwa tiga fungsi tersebut masing-masing hanserdhkan

kepada suatu badan kenegaraan tertetentu.

Prof. Jimly Asshiddigie berpendapat, setelah adapgrubahan
UUD 1945 sebanyak empat kali, dapat dikatakan reist@nstitusi
Indonesia telah menganut doktrin pemisahan keknasaamun tetap
adanyacheck and balanceantar cabang kekuasaan, sebagai kontrol
terhadaap kekuasaan yang berlebihan. Lebih lamuy dnendasarkan hal

tersebut pada beberapa faktor, yaitu:

1. adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari taRgesiden ke DPR.

2. diadopsinya sistem pengujian konstitusional ataslang-undang
sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitu@imana
sebelumnya undang-undang tidak dapat diganggu ghgkim hanya
dapat menerapkan undang-undang dan tidak bolehlanemdang-
undang.

3. diakui bahwa lembaga pelaksana kedaulatan rakyatidak hanya
MPR, melainkan semua lembaga negara baik secagsuag atau
tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatarataky

4. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tegtingegara,
namun sebagai lembaga negara yang sederajat diemglaaga negara
lainnya.

5. hubungan-hubungan antar lembaga negara itu berséding
mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prictsgigcks and

balances.

Berdasarkan kelima alasan tersebut di atas, méaka 1845 tidak
lagi dapat dikatakan menganut prinsip pembagian&skan yang bersifat
vertikal, maupun menganut ajardrias politica Montesquieu secara
murni, yang memisahkan cabang-cabang kekuasaasialigieksekutif,

dan yudikatif secara mutlak dan tanpa diiringi dhetbungan yang saling
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mengendalikan satu sama lain. Disimpulkan bahwgemsisbaru yang
dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan keempat adesf@m pemisahan
kekuasaan berdasarkan prinsipecks and balancesehingga masih ada

koordinasi antarlembaga negara.

DPR dan Presiden mempunyai hubungan yang diatagate
Undang-undang Dasar 1945, hubungan tersebut betbdetrja sama,
dan berbentuk pengawasan. Hubungan dalam bentjk $@ma adalah
dalam membuat Undang-undang, menetapkan Undangwgndian
bersama-sama menyatakan perang atau membuat p&adadengan
negara lain. Sementa hubungan yang bersifat pemsgawgaitu DPR

bertugas mengawasi atau mengontrol kebijakan Rmesid

Fungsi pengawasan DPR merupakan bentuk hubungkm da
konsepchecks and balancesebagai sebuah konsep pengawasan antar
lembaga Negara. Dalam kata lain, fungsi pengawashagai salah satu
fungsi yang dimiliki DPR terhadap kekuasaan legiislgaitu pemerintah,
adalah sebagai kontrol kebijakan dari represenfdiR sebagai lembaga

perwakilan.

Berbeda dengan Undang-undang Dasar 1945 sebelwhapan,
Undang-undang Dasar 1945 setelah perubahan, menggatara jelas
fungsi DPR. Berdasarkan pasal 20A ayat 1, fungsk élalah fungsi
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasangst legislasi adalah
fungsi DPR dalam membentuk Undang-undang, fungggaran adalah
fungsi DPR membahas dan memberi persetujuan atal themberikan
persetujuan terhadap rancangan undang-undang dgerA&BN yang
diajukan oleh Presiden, sedangkan fungsi pengavadaah fungsi DPR

dalam pengawasan terhadap pelaksanaan undang-uwhalaidgBN.

Pemahaman mengenai fungsi pengawasan DPR saasaiah
satunya adalah berhubungan dengan hak DPR yang diatam Pasal
20A ayat 2 UUD 1945, yang berbunydalam melaksanakan fungsinya,
selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Ungawndang Dasar ini,
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Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelagk angket, dan
hak menyatakan pendapatLebih lanjut tentang hak DPR ini diatur
dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang,NIFFRR, DPD,
dan DPRD pasal 77 ayat (1).

Pada awal reformasi, legislatif berada pada pcsasigat kuat,
mampu memberikan fungsi pengawasannya secara nakdrahkan
dalam beberapa kasus dianggap berlebihan. Hubulegslatif dan
eksekutif sering penuh konflik, parlemen beberapai kerusaha
menunujukkan otoritasnya, misalnya melalui pengguanaak interpelasi
dan hak angket, nominasi kandidat untuk berbagaiigicseperti Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia daimpeachmentterhadap Presiden
Abdurrahman Wabhid.

Dengan demikian, fungsi kontrol inilah yang selsepa lebih
utama daripada fungsi legislasi. Fungsi kontrolkidsaja berkenaan
dengan kinerja pemerintah dalam melaksanakan ketentundnag-
undang ataupun kebijakan yang telah ditentukan,aimen juga
berkaitan dengan penentuan angaran dan pelaksaaaggaran
pendapatan dan belanja negara yang telah ditetajgkah sebab itu,
dalam fungsi pengawasan sudah terkandung pula pgEmyeungsi
anggaran fudgeting yang di Indonesia biasanya disebut sebagai fungsi
yang tersendiri. Sesungguhnya, fungsi anggararsendiri merupakan
salah satu manifestasi fungsi pengawasan, yaituwygveasan fiskal.
Dengan demikian, yang penting disebut tersendidagai fungsi
parlemen itu sebenarnya adalah fungsi legislésgiqlation), fungsi

pengawasarcontrol), dan fungsi representasepresantatiop®*

% Jimly AsshiddigiePengantar lImu Hukum Tata Negaq@p. Cit, hal. 302.
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4.2. Analisa Mekanisme dan Pelaksanaan Hak Interpelasi di Dewan
Perwakilan Rakyat

Menurut UUD 1945 pasal 20A ayat (2) dan Undangamgd
Nomor 27 Tahun 2009 pasal 77 ayat (1) di atas, DREnpunyai
wewenang untuk melakukan hak interpelasi, hak angkan hak
menyatakan pendapat, sebagai pengawasan terhadakutk yaitu
pemerintah, dalam menjalankan Undang-undang dan NAPBalam
rangka menjalankan tugas atau fungsi atau kewajidanbidang
pengawasan, setiap anggota DPR mempunyai hak nszek@terangan,
hak penyelidikan dan hak menyatakan pendapat. i2éiga hak tersebut
pada masa kerja tahun 1982 sampai dengan 198gakiedk tersebut
tidak pernah dilaksanakan oleh anggota BPRada periode tahun 1982-
1987 tersebut hak interpelasi dapat diajukan detidaknya paling
sedikit oleh dua puluh orang anggota DPR yang keésnugrosedur
diputuskan dalam rapat paripurna. Pada masa insedwr untuk
mengajukan hak interpelasi dapat dilakukan seeargsluing oleh anggota
DPR kepada Presiden tanpa menunggu adanya kepupagkn rapat
paripurna melalui pimpinan DPR. Prosedur pengguha&nnterpelasi ini
pada masa itu dianggap perlu karena sebagian ratgminta keterangan

kepada Presiden tentang kebijaksanaan yang ditengauh

Hak interpelasi menurut UU Nomor 27 Tahun 2009taeg
Susunan dan Kedudukan DPR pasal 77 ayat (1), atalibPR untuk
meminta keterangan kepada pemerintah mengenaiakahijpemerintah
yang penting dan strategis serta berdampak Iluasa peghidupan
bermasyarakat dan bernegara. Mekanisme dan pettséiak interpelasi
sejak UU No. 27 Tahun 2009 ini berbeda dengan gdrosgang berlaku
pada tahun-tahun sebelumnya, walaupun hak inteipsladah diatur
mulai dari perubahan kedua UUD 1945. Prosedur patskan hak
interpelasi mulai tahun 2009 ini harus memilikiipgl sedikit dua puluh

lima anggota DPR dan harus lebih dari satu frdBsnana pelaksanaan

% Mukhtar PakpaharQp. Cit hal. 207.
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hak interpelasi dapat dilakukan jika sudah sampaaprapat paripurna
DPR. Untuk memperkuat prosedur pelaksanaan terhatimya fungsi

pengawasan DPR mengenai hak interpelasi, makangentan harus
diatur kedalam suatu muatan peraturan perundangAgath. Adapun
pembentukan peraturan-peraturan tersebut harussudikan dengan
sistem hukum yang berlaku. Sistem pembentukan gatdrukum ini

ditetapkan oleh negara yang kemudian mengatur mkatyrya. Hans
Kelsen menyatakan bahwa "Kehendak negara, yaktandaa hukum,

dibuat menurut suatu prosedur yang terdiri ataetagta tahapan. Oleh
karena itu, pertanyaan tentang metode pembuatdmi, ypertanyaan
tentang demokratis-tidaknya pembentukan hukum hatimsmuskan

untuk masing-masing tahapan secara sendiri-sef@imbentukan norma
secara demokratis pada satu tahapan sama sekalib@darti demokratis
pada setiap tahapan lain. Sangat sering, tatankamhulibentuk pada
tahapan-tahapan yang berbeda menurut metode-metmue berbeda
pula; sehingga, dari sudut antagonisme antara desiokan otokrasi,

keseluruhan prosesnya tidaklah serag&m.”

Dapat dilihat dari pendapat di atas bahwa setiapgaturan
mengenai peraturan pelaksanaan memiliki tahapaertdiri dan harus
memiliki nilai-nilai demokrasi tersendiri. Harus pdérhatikan bahwa
dalam membuat tahapan pelaksaan atas hak intarpdlasis
memperhatikan prinsip demokrasi. Kehendak negarkandabentuk
tatanan hukum dalam bentuknya sebagai undang-undaamang
memerlukan tahapan, dan tahapan tersebut dengaippdemokrasinya
kurang diperhatikan oleh DPR pada saat ini dengditnga menembus
birokrasi pembentukan undang-undang. Hal ini ddpétat dari UU No.
27 Tahun 2009 dan Peraturan DPR mengenai TatabTéetdapat
kerancuan. Menurut UU No. 27 Tahun 2009 pasal 1lyat 42)
menyebutkan bahwa: Dalam hal DPR menerima ketenadga jawaban

% Hans KelsenTeori Umum Tentang Hukum Dan Negara [General Thedriiaw and
State]diterjemahkan oleh Raisul Muttagin (Bandung: Pkitdlusamedia & Penerbit Nuansa,
2006), hal.420.
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul hak elésipdinyatakan
selesai dan materi interpelasi tersebut tidak ddpetulkan kembali. Hal
ini diperkuat dengan Peraturan DPR mengenai TatdbTgasal 165 ayat
(2) yang menyebutkan bahwa Dalam hal DPR menerieter&ngan dan
jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 Hyaag ayat (3)
usul hak interpelasi dinyatakan selesai, dan mamgerpelasi tersebut
tidak dapat diusulkan kembali.

Sementara itu kerancuan yang timbul dapat diltzat Peraturan
DPR mengenai Tata Tertib pasal 165 ayat (1) yangystmitkan bahwa
Dalam hal DPR menolak keterangan dan jawaban Rresskbagaimana
dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dan ayat (3)tdapaggunakan hak
menyatakan pendapat, tidak sesuai dengan amanaN&JP7 Tahun
2009 pasal 175 ayat (3) yang menyebutkan bahwanbdlal DPR
menolak keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksial ayat (1),

DPR dapat menggunakan hak DPR lainnya.

4.3. Analisa Pelaksanaan Hak Interpelas di Dewan Perwakilan Rakyat
Setelah Perubahan UUD 1945

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakitkyat
mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak atekgn pendapat.
Hak interpelasi atau hak untuk meminta keterangepa#ta presiden
merupakan bagian dari ketentuan yang telah diaaland beberapa
undang-undang. Dari ketiga hak yang dimiliki DPRsé&but, setelah
amandemen keempat, hak interpelasi ini sudah rdiganakan.

Pelaksanaan hak interpelasi setelah perubahan W45 sudah
dapat dilihat melalui beberapa kasus yang adarsdpak interpelasi
yang digunakan DPR tentang kasus busung laparaengada tanggal 7
Maret 2007. Pada saat itu Presiden diwakilkan didébanko Kesra
Aburizal Bakrie untuk memberikan keterangan di Ipata Sidang
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Paripurna DPK, di mana kehadirannya sebagai wakil dari pemériirta
tidak dipermasalahkan oleh DPR.

Tiga bulan setelahnya, DPR menggunakan kembalirftakpelasi
terhadap kebijakan pemerintah yang mendukung Rasdlé47 PBB
terkait nuklir Iran®® Dalam rapat paripurna tentang permintaan keteranga
DPR terhadap pemerintah itu, Presiden menugaskah tmenterinya
yang dipimpin oleh menteri Widodo AS untuk membanikketerangan
kepada DPR tentang langkah yang telah ditempuh petale tersebut?
Namun ketidakhadiran Presiden ternyata menjadi lafasaleh DPR

karena dianggap melanggar Peraturan Tata Tertib. DPR

Selanjutnya, pada tanggal 12 Februari 2008, DPRibké
menggunakan hak interpelasi yang dimilikinya untokengundang
Presiden terkait dengan kasus Bantuan LikuiditatkBadonesia (BLBI).
Saat itu Presiden memenuhi komitmennya untuk meafjaimterlepasi
DPR dengan mengirim 9 pejabat setingkat menteragabperwakilan
resminya:’Sekalipun Presiden sudah mengirim para pembantumtye
menjelaskan kasus ini di DPR, namun tetap sajaddtiadirannya masih

dipermasalahkan oleh beberapa kalangan di DPR.

Tidak adanya batasan pengertian kebijakan Perabant
mengenai hal-hal yang dapat dimintai keterangardglam melakukan
hak interpelasinya. Dalam UU No. 27 Tahun 2009 Ipagayat (2) yang

menyebutkan bahwa hak interpelasi sebagaimana dirdgkada ayat (1)

7" Aburizal Wakili Presiden Jawab Interpelasi Busuagar.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/08brk,20060307-74852,id.htmUiakses
pada tanggal 22 Juni 2011.

% |nterpelasi Iran Apa Kata Dunia?
http://news.okezone.com/read/2007/06/06/58/250&tfelasi-iran-apa-kata-dundiaksespada
tanggal 25 Juni 2011.

% | bid.

19 |nterpelasi BLBI: Forum Gagah-Gagahan DPR.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/08brk,20060307-74852,id.htmUiakses
pada tanggal 22 Juni 2011.
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huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangamadapgemerintah
mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dantegiga serta
berdampak Iluas pada kehidupan bermasyarakat, lysdandan
bernegara. Jika diperhatikan kembali dalam tidak adtupun yang
memberikan batasan kebijakan, baik Undang-UndangaD&945, UU
No. 27 Tahun 2009 maupun Peraturan DPR mengenaiTeatib. Hal ini

dapat mengakibatkan DPR untuk mudah menggunakanirekpelasi

pada semua kebijakan yang ada sekalipun hak imdsipersebut telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan damyegainterpretasikan
sendiri batasan pengertian pemerintah tersebut.

Demikian pula halnya dengan kehadiran atau keltiddikan
Presiden pada rapat paripurna DPR dalam rangkagpeagn hak
interpelasinya. Masalah ini sebenarnya tidak pé@rhbul apabila para
anggota Dewan memahami makna dari undang-undang gdnuatnya
sendiri. Terlebih lagi ketika dikaitkan dengan Peran Tata Tertib DPR
yang tidak mengatur secara tegas apakah Presidgh manghadiri
sendiri bila diundang oleh DPR untuk memberikareta@igan di hadapan
Sidang Paripurna DPR. Menurut Undang-undang Norof&hun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyesavar&akyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daeradm @®ewan
Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 31, tata cara @elaks ketentuan
penggunaan hak interpelasi diatur dalam Peraturaia Tertib DPR.
Namun dalam Peraturan Tata Tertib DPR sebagai ratpedaksana
undang-undang tersebut tridak mengatur secara tagakah Presiden
sendiri wajib hadir apabila diundang oleh DPR untgkminta

keterangannya.
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BABV

PENUTUP

5.1. Kesimpulan dan Saran

Dari seluruh penyampaian pokok bahasan skripsimengenai
penggunaan hak interpelasi dalam pelaksanaan fpeggjawasan DPR,

maka penulis mempunyai kesimpulan dan saran sebaghiut:

5.1.1. Kesmpulan

1. Mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan telah gserin
digunakan, tetapi seharusnya ketiga fungsi yanglidinbPR itu
berjalan bersamaan dalam rangka memenuhi priclsgck and
balancesantar lembaga negara;

2. Mekanisme pelaksanaan hak interpelasi masih metiatu
kerancuan ketentuan. Hal ini diakibatkan karenaatpean tidak
memberi batasan terhadap kebijakan-kebijakan gpayaag oleh
DPR dapat digunakan hak interpelasinya. Hal ini atlap
mengakibatkan DPR untuk mudah menggunakan hakpaitesi
pada semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Peraérint
sekalipun hak interpelasi tersebut telah diaturamialperaturan
perundang-undangan;

3. Pelaksanaan hak interpelasi setelah amandemen rgeguatiah
cukup mengalami perubahan ke arah yang lebih békaun hal
ini belum sepenuhnya sempurna karena masih bargralapat
celah hukum yang mengakibatkan perbedaan penafsraadap
undang-undang;

4. Pada sisi lainnya, kemampuan para anggota DPR dalam
menafsirkan ketentuan dalam suatu peraturan pengrgladangan
diharapkan bukan berdasarkan alasan politis senggtalagi

ketentuan yang harus ditafsirkan oleh mereka adalattang-
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undang dan peraturan tata tertib DPR yang merupaiauman
pelaksana dari undang-undang di atasnya, karereaaségerarki
undang-undang berada lebih tinggi tingkatannyaladetieonstitusi
daripada peraturan tata tertib yang dibuat dartjiseoleh seluruh
anggota DPR dalam suatu rapat paripurna pada aasd fabatan
anggota;

512 Saran

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikatanda

penggunaan hak interpelasi oleh DPR ini, yaitu:

1. Adanya pembatasan mengenai pengertian kebijakarg yalan
dimintakan keterangan. Apabila pelaksanaan setemjakan yang
dilakukan oleh Presiden yang berdampak luas dategis itu selalu
dimintakan keterangan oleh DPR, maka dikhawatirkakan
menggangu jalannya proses pemerintahan, sementBR iDasih
memiliki fungsi-fungsi lain yang jauh lebih bermaat bagi rakyat
untuk dilaksanakan seperti fungsi legislasi darggilanggaran;

2. Mekanisme pengaturan pelaksanaan hak interpelagitgadapat pada
Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dan Peraturan Textizb DPR
sebaiknya tidak saling bertentangan. PenggunaanDiR apabila
menolak keterangan yang diberikan Presiden padangadndang
tidak dibatasi, akan tetapi di dalam Tata TertibRDdtentukan bahwa
DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.

3. Pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh Presidedakega lebih
transparan dan akuntabel sehingga masyarakat depgian mudah
mengerti apa maksud pemerintah menerapkan setiaifalkan yang

dibuatnya.

Universitas Indonesia
Penggunaan hak ..., Alfonso D.K. Tahapary, FH Ul, 2011



67

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:
A. RachmanSistem Politik Di IndonesjaJakarta;: UMB, 2009.

Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar Iimu Poltik Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
20009.

Altman. David,Direct Democracy WorldwideCambridge: Cambridge University

Press.
Ananta. Leo, dkk,Emerging Democracy in Indonesi&ingapore: Institute of
Southeast Asian Studies, 2005.

Ashiddigie. Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar DemokrasCet. 2,
Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Asshiddigie. Jimly,Konstitusi dan Konstitusionalismegetakan ke-2, Jakarta :
Konstitutsi Press, 2006.

Asshiddigie. Jimly,Pengantar Ilmu Hukum Tata Negardakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, Cet. 2. 2009.

Boediardjo. Miriam,Dasar-Dasar lImu Politik Cet. 24., Edisi ke-1, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Budiardjo. Miriam, Dasar-Dasar llmu Politik Cet. 30., Edisi ke-1, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Budiardjo. Miriam,Dasar-Dasar lImu Poltik Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
20009.

Universitas Indonesia
Penggunaan hak ..., Alfonso D.K. Tahapary, FH Ul, 2011



68

DeBruhl. D.,The Ultimate Truthlowa: Published by®iWorld Publishing.

Pakpahan. MuchtaDPR RI Semasa Orde Bardakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1994, Cet 2.

Pakpahan. MuchtaDPR RI Semasa Orde Bardiakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1994, Cet 2.

Soekanto. SoerjonoPengantar Penelitian HukumCet. 3, Jakarta: Penerbit

Universitas Indonesia, 2006.

TERJEMAHAN:

Kelsen. HansTeori Umum Tentang Hukum Dan Negara [General Thediyaw
and Statelditerjemahkan oleh Raisul Muttagin, Bandung: Pleier
Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.

DIKTAT/JURNAL.:

Amir. Makmur, Pengajar Mata Kuliah Lembaga PervakilRakyat Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Diktat Bahan Kuliaénibaga Perwakilan

Rakyat, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indae006.

Sidharta. Arief,”Kajian Kefilsafatan tentang Negara HukumJurnal Jentera

edisiRule of Lawedisi 3 Tahun Il, November 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1948&sil

Amendemen.Indonesia,

Universitas Indonesia
Penggunaan hak ..., Alfonso D.K. Tahapary, FH Ul, 2011



69

,Undang-undang Tentang Perubahan Konstitusi Semarfapublik
Indonesia Serikat Menjadi Undang-undang Dasar Seana
Republik IndonesidJU No. 7 Tahun 1950.

, Undang-Undang tentang Pencabutan Undadgrddg No. 5 Tahun
1985 tentang Referendum, UU No. 6 tahun Tahun.1999

, Penjelasan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum géiagy
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daeradx; dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Nomor 10 Tahun 2008, TLN No. 4836

, Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan P&iag,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daeradm) @ewan Perwakilan
Rakyat DaerahNo. 27, Tahun 2009, LN No. Tahun 2009, TLN. 123

INTERNET:
http://www.dpr.go.id/index.php?page=tentang.Tugasdfeang diakses pada
tanggal 19 Juni 2011.

Aburizal Wakili Presiden Jawab Interpelasi Busurgar.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/20060&brk,20060307-
74852,id.htm| diakses pada tanggal 22 Juni 2011.

Interpelasi Iran ... Apa Kata Dunia?,
http://news.okezone.com/read/2007/06/06/58/2508twelasi-iran-
apa- kata-dunjaiaksegpada tanggal 25 Juni 2011.

Interpelasi BLBI: Forum Gagah-Gagahan DPR.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006WBkbrk,20060307-
74852 ,id.htm| diakses pada tanggal 22 Juni 2011.

Universitas Indonesia
Penggunaan hak ..., Alfonso D.K. Tahapary, FH Ul, 2011



Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/1/2009-2014 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Bab |
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud denga

1.

9.

Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat D&faJah Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Updawlang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DRDalah Dewan Perwakilan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undaray Nagara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Rkplmolonesia yang terdiri dari
Presiden beserta para menteri.

Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undadaag Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Menteri Negara, selanjutnya disebut menteri, adpéghbantu presiden yang memimpin
kementerian.

Anggota, selanjutnya disebut anggota, adalah wakyat yang telah bersumpah atau
berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan pergnddangan dan dalam melaksanakan
tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.

Fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkafiglasi partai politik hasil
pemilihan umum.

Program Legislasi Nasional, selanjutnya disebut lelgras, adalah instrumen
perencanaan program pembentukan undang-undang dianogun secara berencana,
terpadu, dan sistimatis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjdisygkat APBN, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan Negara yang ditetalgkegan undang-undang.

10.Masa Sidang adalah masa DPR melakukan kegiataansdi dalam gedung DPR.
11.Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiataardnksa sidang, terutama di luar

gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

12.Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangag dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Bresid

13.Sekretariat Jenderal adalah sistem pendukung DPRy y@erkedudukan sebagai

kesekretariatan lembaga negara.

14.Badan Fungsional/keahlian adalah sistem penduku?g§ flang memberikan dukungan

keahlian.
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15.Rumah Aspirasi adalah kantor bersama anggota, tepapgerapan aspirasi rakyat yang
berada di daerah pemilihan anggota yang bersangkuta

Bab 11
Susunan dan Kedudukan, Fungsi, Serta Tugas dan Wewenang

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 2

DPR terdiri atas anggota partai politik pesertaipean umum yang dipilih melalui pemilihan
umum.

Pasal 3
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang badkddn sebagai lembaga negara.
Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 4

1. DPR mempunyai fungsi :
a. legislasi;
b. anggaran; dan
C. pengawasan.

Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijateddédam kerangka representasi
rakyat.

Pasal 5

1. Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Passla# (1) huruf a dilaksanakan
sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaamhentik undang-undang.

2. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peasgt4(1) huruf b dilaksanakan
untuk membahas dan memberikan persetujuan atall tiemberikan persetujuan
terhadap rancangan undang-undang tentang APBNdiajukan oleh Presiden.

3. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam4Pagat (1) huruf c dilaksanakan
melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undar@RBN.

Bagian Ketiga
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Tugas dan Wewenang
Pasal 6
DPR mempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Rresnek mendapat persetujuan
bersama;

b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan pguset terhadap peraturan
pemerintah pengganti undang-undang yang diajukam d&residen untuk menjadi
undang-undang;

c. menerima rancangan undang-undang yang diajukanDi*&h berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukapetdagkaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumbared@ynomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat deahgae

d. membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimdakem huruf ¢ bersama
Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersamara DPR dan Presiden;

e. membahas rancangan undang-undang yang diajukan Ryiegiden atau DPR yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dd&nah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengeloladersdaya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusah dlaerah, dengan
mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuasaoea antara DPR dan Presiden;

f. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan gadatang tentang APBN dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan, pajadtidikan, dan agama;

g. membahas bersama Presiden dengan memperhatikaimbsergan DPD dan
memberikan persetujuan atas rancangan undang-uridatang APBN yang diajukan
oleh Presiden;

h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan unddageudan APBN;

i. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan gisagpaikan oleh DPD terhadap
pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi dgesaihentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daeraelglean sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBNkppéndidikan, dan agama,;

J. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk nakaat perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, sggtabuat perjanjian internasional
lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan ms&ardaagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara dan/atau aresgan perubahan atau
pembentukan undang-undang;

k. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam piamla@nnesti dan abolisi;

. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam lealgangkat duta besar dan
menerima penempatan duta besar negara lain;

m. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertiméariPD;

n. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaanpatagelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;

0. memberikan persetujuan kepada Presiden atas péganglan pemberhentian anggota
Komisi Yudisial,
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memberikan persetujuan calon hakim agung yang [tasuKomisi Yudisial untuk
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;

memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajnya kepada Presiden untuk
diresmikan dengan keputusan Presiden;

memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganah megara yang menjadi
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan da@ghundangan dan terhadap
perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bdgdigpan rakyat yang terkait dengan
beban keuangan negara;

menyerap, menghimpun, menampung, dan menindakiasjpitasi masyarakat; dan
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diaamdandang-undang

Bab Vv
Alat Kelengkapan

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Alat kelengkapan DPR terdiri atas:

AT T S@meoooTy

pimpinan;

Badan Musyawarah;

komisi ;

Badan Legislasi;

Badan Anggaran;

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
Badan Kehormatan;

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
Badan Urusan Rumah Tangga;

panitia khusus; dan

alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibeotek rapat paripurna.

Pasal 21

Sebelum pemilihan pimpinan alat kelengkapan sebege dimaksud dalam Pasal 20
huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, hurbf dan huruf i, pimpinan DPR
mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan fredisagai pengganti rapat Badan
Musyawarah pada awal masa keanggotaan DPR untugntodean:

a. jumlah komisi;

b. mitra kerja komisi;

c. jumlah anggota alat kelengkapan; dan

d. komposisi pimpinan alat kelengkapan dari tiap-fragsi.
Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada agathiuruf b dapat dilakukan
perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
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3. Penentuan jumlah anggota dan komposisi pimpinaags#mana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dan huruf d dilakukan berdasarkan prinsisyawarah untuk mufakat dengan
memperhatikan prinsip proporsionalitas jumlah anggap-tiap fraksi.

4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapdard penentuan jumlah anggota
dan kompisisi pimpinan sebagaimana dimaksud padd €3), keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.

5. Hasil rapat konsultasi disampaikan oleh pimpinarRDdalam rapat paripurna untuk
ditetapkan.

Pasal 22

Pimpinan alat kelengkapan tidak boleh merangkapgspimpinan pada alat kelengkapan tetap
lainnya, kecuali pimpinan DPR sebagai pimpinan Baddasyawarah dan Ketua DPR sebagai
Ketua BURT.

Pasal 23

1. Pimpinan alat kelengkapan dapat dievaluasi oleh lddengkapan masing-masing,

kecuali pimpinan DPR dievaluasi oleh partai pofii&.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adesdihasi kinerja.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayatligBmpaikan kepada fraksi yang

bersangkutan.

4. Tata cara evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud agalt (2) diatur dalam tata kerja
pelaksanaan tugas alat kelengkapan.

w

Pasal 24

1. Dalam melaksanakan tugasnya, alat kelengkapan menytata kerja pelaksanaan
tugasnya.

2. Dalam menyusun tata kerja sebagaimana dimaksud psda (1), pimpinan alat
kelengkapan mengadakan konsultasi dengan pimpiRd&hd2n pimpinan fraksi.

3. Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayatigRjuskan dalam rapat paripurna
dan ditetapkan dengan keputusan DPR.

Pasal 25

1. Setiap alat kelengkapan dibantu oleh sebuah kaetmagai unit pendukung yang terdiri
atas:
a. pegawai negeri sipil dari Sekretariat Jenderal; dan
b. pegawai tidak tetap yang direkrut secara khusudaamgkat untuk jangka waktu
tertentu.
2. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me&Mesariugas secara profesional
dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan ves\gedPR.
3. Jumlah pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pwgat (1) huruf b ditentukan
berdasarkan kebutuhan alat kelengkapan masing-gaasin
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4. Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas pegawlak tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditunjuk 1 (satu) orang @moator oleh pimpinan alat
kelengkapan.

Bagian Kedua
Pimpinan
Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Pimpinan
Pasal 26

1. Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua4lg§e mpat) orang wakil ketua yang
berasal dari partai politik berdasarkan urutan ledan kursi terbanyak di DPR.

2. Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR dan mieanpsatu kesatuan pimpinan
yang bersifat kolektif dan kolegial.

3. Masa jabatan pimpinan DPR sama dengan masa keaagdoPR.

Pasal 27
Tata cara penetapan pimpinan DPR:

a. pimpinan partai politik yang memperoleh kursi tenek pertama mengajukan satu nama
calon ketua DPR kepada pimpinan sementara;

b. pimpinan partai politik yang memperoleh kursi tenyek kedua sampai dengan kelima,
masing-masing mengajukan satu nama calon wakilakddPR kepada pimpinan
sementara,;

c. pimpinan sementara mengumumkan nama calon ketuawdéi ketua dalam rapat
paripurna;

d. fraksi dari partai politik yang mengajukan nama ooalketua dan wakil ketua
menyampaikan keterangan mengenai calon yang diajyka

e. fraksi menyampaikan pandangan mengenai calon kddmawakil ketua dalam rapat
paripurna sebelum ditetapkan sebagai pimpinan DPR,;

f. pandangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e méemagan yang akan diwujudkan
dalam 1(satu) masa keanggotaan DPR,;

g. Ketua dan wakil ketua DPR ditetapkan dalam rapappma;

h. Ketua dan wakil ketua DPR mengucapkan sumpah/jgaajig dipandu oleh Ketua
Mahkamah Agung;

i. setelah pandangan fraksi sebagaimana dimaksud dalamf f dan ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam huruf g, ketua meny&arppidato awal; dan

j. penetapan Ketua dan wakil ketua DPR diresmikanatekgputusan DPR.

Pasal 28
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1. Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkapah/janji yang dipandu
oleh Ketua Mahkamah Agung.

2. Bunyi sumpah/janji Ketua/Wakil Ketua sebagaimanaaksud pada ayat (1): “Demi
Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa sdsan anemenuhi kewajiban saya
sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakgaigdn sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasilsndnegakkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sertatypan perundangundangan;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokraai lsenhakti kepada bangsa dan
negara; bahwa saya akan memperjuangkan aspiragatrgiang saya wakili untuk
mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan banlgsanegara kesatuan Republik
Indonesia.”

Pasal 29
Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana slichalalam Pasal 28 ayat (1), adalah:

a. pimpinan DPR didampingi oleh rohaniwan sesuai der@gmama masing-masing;
b. dilakukan menurut agama, yakni;
1. diawali dengan ucapamémi Allah™ untuk penganut agama Islam;
2. diakhiri dengan ucapanSémoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama
Kristen Protestan/Katolik;
3. diawali dengan ucapar®m atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; dan
4. diawali dengan ucaparDémi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama
Budha.
c. setelah pimpinan DPR mengucapkan sumpah/janji,hdiadengan penandatanganan
formulir sumpah/janji yang telah disiapkan.

Paragraf 1
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 30

1. Pimpinan DPR bertugas:

a. memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidarnigkudiambi | keputusan;

b. menyusun rencana kerja pimpinan;

c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikanksal@aan agenda dan materi
kegiatan dari alat kelengkapan DPR ;

d. menjadi juru bicara DPR,;

e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR ;

f. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga adganya;

g. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimf@ndaga negara lainnya sesuai
dengan keputusan DPR,;

h. mewakili DPR di pengadilan;

i. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan pemetapksi atau rehabilitasi
anggota sesuai dengan ketentuan peraturan peruntiamggan;
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J. menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan URwsaah Tangga yang
pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan

k. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat pariplR& yang khusus diadakan
untuk itu .

2. Pimpinan DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagaimiamksud pada ayat (1)
dapat:

a. menentukan kebijakan kerjasama antar parlemen semidan hasil rapat Badan Kerja
Sama Antar-Parlemen dan dilaporkan kepada Badayaviasah;

b. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugasikeerta alat kelengkapan
DPR yang lain;

c. mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi epdipandang perlu;

d. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yargkila oleh Sekretaris Jenderal
DPR dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga,

e. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang laibitdipandang perlu;

f. memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap seswealah atau pencalonan
orang untuk jabatan tertentu sesuai ketentuanyaraperundang-undangan, setelah
mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi dapipan komisi yang terkait;

g. mengadakan rapat pimpinan DPR sekurang-kurangnfsati) kali 1 (satu) bulan
dalam rangka melaksanakan tugasnya;

h. membentuk tim atas nama DPR terhadap suatu masadaidesak yang perlu
penanganan segera, setelah mengadakan konsultagandgimpinan fraksi dan
pimpinan komisi yang terkait;

i. membentuk tim kuasa hukum untuk mewakili DPR datemsidangan di pengadilan;
dan

J. memberikan kuasa hukum sebagaimana dimaksud huruhtuk persidangan
Mahkamah Konstitusi, kepada pimpinan dan/atau aaggat kelengkapan yang
membahas rancangan undang-undang.

Pasal 31

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balsah 30 ayat (1) huruf a,
pimpinan DPR:
a. memimpin rapat paripurna, rapat Badan Musyawaraih rdpat konsultasi DPR,;
b. memperhatikan kuorum rapat;
c. menyampaikan acara rapat;
d. menyampaikan sifat rapat terbuka atau tertutup;
e. membacakan surat masuk;
f. menyampaikan hasil rapat sebelumnya, apabila aaped terkait dengan materi
rapat yang pernah dibicarakan sebelumnya; dan
g. mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat anggisi/f
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balsah 30 ayat (1) huruf b,
pimpinan DPR:
a. mengadakan rapat pimpinan;
b. mengadakan pembagian tugas pada awal masa keaamggdataawal masa sidang;
C. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pamgesng selanjutnya
disampaikan kepada BURT; dan
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d. mengadakan pembagian tugas pada masa reses.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balsah30 ayat (1) huruf c:

a. Ketua DPR mengadakan rapat koordinasi dengan ynisyoinan alat kelengkapan
mengenai kebijakan dewan yang penting dan strategis

b. wakil ketua DPR sesuai dengan bidang masing-masergyadakan rapat koordinasi
bidang dengan pimpinan alat kelengkapan, palingkge?i (dua) kali dalam masa
sidang yaitu pada awal dan akhir masa sidang; dan

c. wakil ketua DPR mengadakan rapat koordinasi dengasur pimpinan alat
kelengkapan mengenai pelaksanaan kunjungan ketgarpasa reses DPR.

4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddsal 30 ayat (1) huruf d,
pimpinan DPR:

a. menyampaikan keterangan pers berkaitan dengant&egi2PR paling sedikit 1
(satu) kali 1 (satu) minggu dalam masa sidang; dan

b. menanggapi isu yang berkembang setelah mendengpataangan atau pendapat
alat kelengkapan atau fraksi.

5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud @asah 30 ayat (1) huruf e dan
huruf i, pimpinan DPR:

a. menindaklanjuti keputusan DPR, sesuai dengan kesantdan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
b. menyampaikan hasil keputusan DPR kepada masyarakat.

6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddasal 30 ayat (1) huruf f,
pimpinan DPR mewakili DPR dalam memenuhi undangambbga negara lainnya, baik
dalam upacara kenegaraan maupun acara resmi lemégae.

7. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddaal 30 ayat (1) huruf g,
pimpinan DPR:

a. mengadakan konsultasi sesuai dengan ketentuan d8amn V tentang Alat
Kelengkapan; dan

b. menentukan acara, jadwal, dan tempat konsultasiasekesepakatan dengan
pimpinan lembaga negara lainnya.

8. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d@aal 30 ayat (1) huruf h,
pimpinan DPR dapat:

a. menunjuk kuasa hukum dalam sidang-sidang di pelagadian/atau
b. menerima laporan kuasa hukum mengenai pelaksanags tkuasa hukum dan
penunjukan kuasa substitusi.

9. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddaed 30 ayat (1) huruf j,
pimpinan DPR mengadakan rapat dengan Badan Urusaralik Tangga sesuai dengan
siklus pembicaraan anggaran.

10.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dedaal 30 ayat (1) huruf k,
pimpinan DPR:

a. mengadakan rapat dengan pimpinan alat kelengkapanpompinan fraksi untuk
menyusun laporan kinerja DPR selama 1 (satu) taldamg; dan

b. menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimakslaindhuruf a pada rapat
paripurna.

Pasal 32
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Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan DPR bertawggmuab kepada rapat paripurna DPR.
Paragraf 3
Pember hentian Pimpinan
Pasal 33

1. Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal&2§Byberhenti dari jabatannya
karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

2. Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksua @gat (1) huruf c apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelargteanberhalangan tetap sebagai
anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tdegtarangan apa pun;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRldsarkan keputusan rapat
paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh B&adwormatan DPR;

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadigang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pigang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan rikeln peraturan perundang-
undangan;

e. ditarik keanggotaannya sebagai anggota oleh paotitiknya;

melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatamddhdang-Undang mengenai

MPR, DPR, DPD dan DPRD; atau

g. diberhentikan sebagai anggota partai politik bedas ketentuan peraturan
perundang-undangan.

—h

Pasal 34
Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimarekdud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a:
a. partai politik mengusulkan pemberhentian secataliermengenai meninggalnya salah
seorang pimpinan kepada pimpinan DPR, dilengkapgaie surat keterangan kematian
yang sah;
b. pimpinan DPR mengumumkan pemberhentian pimpinaags#éimana dimaksud dalam
huruf a dalam rapat paripurna untuk ditetapkan der{eputusan DPR; dan
c. pimpinan DPR menyampaikan keputusan DPR kepad#&lPnes
Pasal 35
Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimarekdud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b:

a. pimpinan DPR yang mengundurkan diri mengajukan pedgran diri secara tertulis di
atas kertas yang bermaterai kepada pimpinan DPR;
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pimpinan DPR menyampaikan surat pengunduran dbag@mana dimaksud dalam
huruf a dan permintaan pengganti pimpinan yang mmathgrkan diri kepada partai
politik yang bersangkutan, setelah terlebih daldithicarakan dalam rapat pimpinan;
paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surhagaimana dimaksud dalam huruf b,
partai politik menyampaikan keputusan kepada pianpiDPR;

apabila pimpinan partai politik tidak memberikanpléisan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢, pengundurasebagaimana dimaksud dalam
huruf a disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Reasidan

paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya supgngunduran diri sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, pimpinan DPR memberitahydenberhentian pimpinan yang
mengundurkan diri tersebut kepada Presiden.

Pasal 36

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimamakdud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf f:

a.

b.

oo

pimpinan DPR diberhentikan setelah mendapat kepntdsri Badan Kehormatan dan
diumumkan dalam rapat paripurna DPR;

keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diskampoleh pimpinan DPR kepada
pimpinan partai politik yang bersangkutan palingida7 (tujuh) hari, terhitung sejak
pengumuman dalam rapat paripurna;

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pimpinant@ politik memberikan keputusan;
dalam hal pimpinan partai politik memberikan kegaiy, pimpinan DPR menyampaikan
keputusan tersebut kepada Presiden; dan

apabila pimpinan partai politik tidak memberikanpléisan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢, keputusan aetaga dimaksud dalam huruf a
disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden.

Pasal 37

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimamakdud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf
d,huruf e, dan huruf g:

a.

b.

C.

partai politik mengajukan usul pemberhentian saatu pimpinan DPR secara tertulis
kepada pimpinan DPR,;

pimpinan DPR menyampaikan usul pemberhentian sehaga dimaksud dalam huruf a
dalam rapat paripurna; dan

paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan dalapat@aripurna sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, pimpinan DPR memberitahukan pemimidie pimpinan kepada
Presiden.

Paragraf 4

Pimpinan Sementara
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Pasal 38

1. Dalam hal pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalasalP26 ayat (1) belum
terbentuk, DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR

2. Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud patélayerdiri atas 1 (satu) orang
ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang beraaal 21 (dua) partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di. DPR

3. Partai politik yg memperoleh kursi terbanyak pedadan kedua menyampaikan nama
calon ketua dan wakil ketua sementara kepada Seisrefenderal DPR untuk
diumumkan dalam rapat paripurna.

4. Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud padalayaeimpin sidang DPR sampai
dengan terbentuknya pimpinan tetap.

Pasal 39

1. Dalam hal Ketua Sementara berhalangan, pimpinarersana dilanjutkan oleh Wakil
Ketua Sementara.

2. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Sementara berhalarsgcara bersamaan, pimpinan
sementara diajukan kembali oleh partai politik yamgmperoleh kursi terbanyak pertama
untuk ketua dan partai politik yang memperoleh kierbanyak kedua untuk wakil ketua.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38(@&ydierlaku untuk pengajuan
pimpinan sementara.

Pasal 40

Pimpinan sementara menyerahkan kepemimpinan kepagignan DPR yang telah ditetapkan
dan telah mengucapkan sumpah/ janiji.

Paragraf 5
Penggantian Pimpinan
Pasal 41

1. Dalam hal Ketua dan/atau wakil ketua berhenti gdratannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, DPR secepatnya mengadakan peragganti

2. Dalam hal penggantian pimpinan DPR tidak keselurusalah seorang Pimpinan DPR
meminta nama pengganti Ketua dan/atau wakil ketung yperhenti kepada partai politik
yang bersangkutan.

3. Dalam hal penggantian pimpinan DPR secara keselayuBekretaris Jenderal DPR RI
meminta nama pengganti Ketua dan/atau wakil kegpada partai politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

4. Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pagat §2) menyampaikan nama
pengganti Ketua dan/atau wakil Ketua kepada pimmpDiRaR.

5. Pimpinan DPR menyampaikan nama pengganti Ketuatanivakil ketua sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna witekapkan.
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6. Setelah ditetapkan sebagai Ketua dan/atau wakibkstbagaimana dimaksud pada ayat
(4), Ketua dan/atau wakil ketua mengucapkan surjgrgh/

7. Pimpinan DPR menyampaikan salinan keputusan DP&ys@hana dimaksud pada ayat
(4) kepada Presiden.

8. Ketentuan dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, B8salan Pasal 39, berlaku untuk
penggantian pimpinan sebagaimana dimaksud pad#&3)yat

Bagian Ketiga
Badan M usyawar ah
Paragraf 1
Penetapan Anggota dan Pimpinan
Pasal 42

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakainkalengkapan DPR yang bersifat
tetap.

Pasal 43

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Marsgyawada permulaan masa
keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

2. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyaR {gatu persepuluh) dari jumlah
anggota berdasarkan perimbangan jumlah anggotdidiagraksi yang ditetapkan oleh
rapat paripurna.

3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpfnaksi untuk menentukan
komposisi keanggotaan Badan Musyawarah sebagairdanaksud pada ayat (2)
berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapalerd penentuan komposisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan itliberdasarkan suara terbanyak
dalam rapat paripurna.

5. Ketua dan/atau sekretaris fraksi karena jabatamergadi anggota Badan Musyawarah.

6. Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Musyawarpadi&epimpinan DPR sesuai
dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud ggda(2) untuk selanjutnya
ditetapkan dalam rapat paripurna.

7. Penggantian anggota Badan Musyawarah dapat dilakeikh fraksinya apabila anggota
yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada partgan lain dari fraksinya.

Pasal 44
1. Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pim@adan Musyawarah.

2. Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat @R trterangkap sebagai anggota
dan tidak mewakili fraksi.
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Paragraf 2
Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 45

Badan Musyawarah bertugas:

a.

menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidafggatu) masa persidangan, atau
sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktgefesaian suatu masalah, dan jangka
waktu penyelesaian rancangan undang-undang, deitgn mengurangi kewenangan
rapat paripurna untuk mengubahnya,

memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam rmé@engaris kebijakan yang
menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;

meminta dan/atau memberikan kesempatan kepadaeakigkapan DPR yang lain
untuk memberikan keterangan/penjelasan mengerekgaiaan tugas masing-masing;
mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah mdalal undang-undang
mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakidansultasi dan koordinasi
dengan DPR;

menentukan penanganan suatu rancangan undang-uatlangelaksanaan tugas DPR
lainnya oleh alat kelengkapan DPR;

mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jurbahisi, ruang lingkup tugas
komisi, dan mitra kerja komis i yang telah dibaldatam konsultasi pada awal masa
keanggotaan DPR; dan

melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh ra@aipurna kepada Badan
Musyawarah.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da#smal 45 huruf a, Badan

Musyawarah:

a. membicarakan rancangan jadwal acara DPR sesuanuleongus bahasan dalam
setiap masa persidangan yang diajukan oleh pimdizR selaku pimpinan Badan
Musyawarah;

b. menetapkan rancangan jadwal acara DPR dalam rapanBViusyawarah; dan

c. menyampaikan jadwal acara DPR kepada alat keleagkajpaksi, dan seluruh
anggota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dRdéma 45 huruf b, Badan

Musyawarah menyampaikan pendapat secara langspag&@impinan DPR.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dadeal 45 huruf c, Badan

Musyawarah meminta dan/atau memberikan kesempa&iaadk alat kelengkapan DPR

untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenakgslaan tugas masing-masing

dalam rapat Badan Musyawarah atau rapat konsulpesigganti rapat Badan

Musyawarah.
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4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddmal 45 huruf d, Badan
Musyawarah menjadwalkan dan menentukan alat ketgragkdan/atau fraksi yang akan
mewakili DPR untuk melakukan konsultasi dan koaadin

5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dRdémal 45 huruf e, Badan
Musyawarah dapat:

a. menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangang-undang;

b. memperpanjang waktu penanganan suatu rancangangsnddang;

c. mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapanyéginapabila penanganan
rancangan undang-undang tidak dapat diselesaikelals@erpanjangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b; atau

d. menghentikan penugasan dan menyerahkan penyeles@aalah kepada rapat
paripurna.

6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud &asah 45 huruf a dan huruf e,
Badan Musyawarah menentukan waktu penyelesaiaru smasalah dan rancangan
undang-undang yang sedang dan akan ditangani laleketengkapan masing-masing.

Paragraf 3
Rapat dan Pengambilan K eputusan
Pasal 47

1. Badan Musyawarah dapat mengundang pimpinan al@&ngkehpan DPR yang lain
dan/atau anggota untuk menghadiri rapat Badan Mueyd, dan mempunyai hak
bicara.

2. Apabila dalam masa reses ada masalah yang menyangks dan wewenang DPR yang
dianggap mendasar dan perlu segera diambil kepytygmpinan DPR secepatnya
memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapelah mengadakan konsultasi
dengan pimpinan fraksi.

3. Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawdiakukan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XVII tentdiaja Cara Pengambilan
Keputusan dan apabila keputusan yang diambil barkias suara terbanyak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) tidak terpemgmngan mengesampingkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (4)yd&i(5 serta Pasal 279 ayat (3) dan
ayat (4), pimpinan Badan Musyawarah memberikan tkesaum akhir.

Pasal 48

Dalam hal rapat Badan Musyawarah tidak dapat diladdsan, diadakan rapat konsultasi
pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpind® @ pimpinan fraksi.

Bagian Keempat
Komisi

Paragraf 1
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Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 49

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelapgk DPR yang bersifat tetap.

N =

Pasal 50

DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan mamagketaan DPR dan permulaan
tahun sidang.

Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat pargpunenurut perimbangan dan
pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi padmpkxan masa keanggotaan DPR dan
pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinaksi untuk menentukan
komposisi keanggotaan komisi sebagaimana dimakadd ayat (2) berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapaiard penentuan komposisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan iliberdasarkan suara terbanyak
dalam rapat paripurna.

Fraksi mengusulkan nama anggota komisi kepada panpiDPR sesuai dengan
perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada 2yan{uk selanjutnya ditetapkan
dalam rapat paripurna.

Penggantian anggota komisi dapat dilakukan olédtsiinga, apabila anggota komisi yang
bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimiéaigalari fraksinya.

Pasal 51

Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja kowmhigtapkan dengan keputusan DPR.
Komisi dapat mengusulkan perubahan jumiah, ruangklip tugas, dan mitra kerja
komisi kepada Badan Musyawarah.

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Pimpinan
Pasal 52

Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinag barsifat kolektif dan kolegial.
Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketaa paling banyak 3 (tiga) orang wakil
ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisidbsarkan prinsip musyawarah untuk
mufakat dan proporsional dengan memperhatikan Watélan perempuan menurut
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Komposisi pimpinan komisi dari masing masing frakiietapkan pada permulaan
keanggotaan.
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4. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagandimaksud pada ayat (3)
mengajukan satu nama calon pimpinan komisi kepadpipan DPR untuk dipilih dalam
rapat komisi.

5. Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pagda (3) dilakukan dalam rapat
komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah papan susunan dan keanggotaan
komisi.

6. Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan yawsrah untuk mufakat tidak
tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegputdiambil berdasarkan suara
terbanyak.

7. Pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayadi(8)apkan dengan keputusan
pimpinan DPR.

8. Penggantian pimpinan komisi dapat dilakukan oledkdr yang bersangkutan untuk
selanjutnya ditetapkan dalam rapat komisi yanghagom oleh pimpinan DPR.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 53

1. Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalehgadakan persiapan,
penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancarggargundang.
2. Tugas komisi di bidang anggaran adalah :

a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai peayusancangan anggaran
pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalamg rlingkup tugasnya
bersama-sama dengan Pemerintah;

b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penygapuancangan anggaran
pendapatan dan belanja negara yang termasuk dasang lingkup tugasnya bersama
dengan Pemerintah;

c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untukifyprggram, dan kegiatan
kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja kgmisi

d. mengadakan pembahasan laporan keuangan negaraldiksapaan APBN termasuk
hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruaggup tugasnya;

e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaidimaksud dalam huruf
a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud batafb, huruf ¢, dan huruf d,
kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;

f. menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaratiaarkan penyampaian usul
komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan

g. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil bgleasan komisi
sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk baham pkhietapan APBN.

3. Tugas komisi di bidang pengawasan adalah :

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan unddaggjriermasuk APBN, serta
peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam lngkgp tugasnya,

b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan B#ig berkaitan dengan ruang
lingkup tugasnya,

c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemeradah;
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d. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.
Pasal 54

1. Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimia#talam Pasal 53 ayat (1),
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Babntdng Tata Cara Pembentukan
Undang-Undang.

2. Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaalam Pasal 53 ayat (2),
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BhlkehMiang Tata Cara Penetapan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

3. Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana daaai 3 ayat (3) dan tindak lanjut
pengaduan masyarakat dapat:

a. mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah;

b. mengadakan konsultasi dengan BPK;

c. mengadakan konsultasi dengan DPD;

d. mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabarift@m yang mewakili
instansinya;

e. mengadakan rapat dengar pendapat umum, baik atampean komisi maupun atas
permintaan pihak lain;

f. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, @ahieadipandang perlu, dalam
masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yailgyadilaporkan dalam rapat
komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya;

g. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendaadijeadipandang perlu, dengan
pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, yadgk termasuk dalam ruang
lingkup tugas komisi yang bersangkutan sebagairdanaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) atas persetujuan pimpinan DPR, dan memberitahldepada pimpinan komisi
yang bersangkutan;

h. mengadakan rapat gabungan komisi apabila ada rmagatg menyangkut lebih dari
satu komisi; dan

i. mengadakan rapat dengan Badan Akuntabilitas Kewmandkegara dalam
menindaklanjuti hasil laporan BPK.

Pasal 55
1. Untuk menentukan tindak lanjut hasil pelaksanagiagusebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (3), komisi dapat membentuk pangiglatau tim.
2. Panitia kerja atau tim sebagaimana dimaksud padda €Y bertugas melakukan
pendalaman masalah dan perumusan kebijakan atgsl@sman masalah.
3. Panitia kerja atau tim menyampaikan laporan hasjbkkepada komisi.
Pasal 56

Hasil pengawasan komisi sebagaimana dimaksud daésal 53 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (3),
disampaikan kepada pemerintah, BPK, DPD, dan/ateak perkait lainnya.

Bagian Kelima
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Badan Legislas
Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Anggota
Pasal 57
Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakarkalangkapan DPR yang bersifat tetap.
Pasal 58

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan dsegiida permulaan masa
keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

2. Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalat f@gripurna menurut perimbangan
dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pedenulaan masa keanggotaan DPR
dan pada permulaan tahun sidang.

3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinaksi untuk menentukan
komposisi keanggotaan Badan Legislasi sebagaimanaaksud pada ayat (2)
berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapaiard penentuan komposisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan itliaerdasarkan suara terbanyak
dalam rapat paripurna.

5. Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Legislasideepimpinan DPR sesuai dengan
perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada 2yan{uk selanjutnya ditetapkan
dalam rapat paripurna.

6. Penggantian anggota Badan Legislasi dapat dilakakaim fraksinya, apabila anggota
Badan Legislasi yang bersangkutan berhalangan &ttap ada pertimbangan lain dari
fraksinya.

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Pimpinan
Pasal 59

1. Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuapipan yang bersifat kolektif dan
kolegial.

2. Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) grketua dan paling banyak 3 (tiga)
orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggBadan Legislasi berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengampeehatikan keterwakilan
perempuan menurut perimbangan jumlah anggotaiapgdraksi.

3. Komposisi pimpinan Badan Legislasi dari fraksi mgsmasing ditetapkan pada
permulaan keanggotaan.
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Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagandimaksud pada ayat (3)
mengajukan satu nama calon pimpinan Badan Legikkgsada pimpinan DPR untuk
dipilih dalam rapat Badan Legislasi.

Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana ldioth pada ayat (3) dilakukan
dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pirap DPR setelah penetapan
susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.

Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Legislasi bemdeen musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayatdlitusan diambil berdasarkan suara
terbanyak.

Pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pgda (5) ditetapkan dengan
keputusan pimpinan DPR.

Penggantian pimpinan Badan Legislasi dapat dilakukah fraksi yang bersangkutan
untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Badanslasgji yang dipimpin oleh pimpinan
DPR.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 60

Badan Legislasi bertugas:

a.

menyusun rancangan program legislasi nasional gaerguat daftar urutan dan prioritas
rancangan undang-undang beserta alasannya untwkmsea keanggotaan dan untuk
setiap tahun anggaran di lingkungan DPR dengan meimangkan masukan dari
DPD;

mengoordinasi penyusunan program legislasi nasenala DPR dan Pemerintah;
menyiapkan rancangan undang-undang usul DPR bekdasprogram prioritas yang
telah ditetapkan;

melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pepaant konsepsi rancangan
undang-undang yang diajukan anggota, komisi, gaurigpmisi, atau DPD sebelum
rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepagaan DPR;

memberikan pertimbangan terhadap rancangan undatajzg yang diajukan oleh
anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD di juaritas rancangan undang-undang
tahun berjalan atau di luar rancangan undang-ungamng terdaftar dalam program
legislasi nasional;

melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penye@mpurancangan undang-
undang yang secara khusus ditugaskan oleh BadayaMasah;

mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi dagh@embahasan materi muatan
rancangan undang-undang melalui koordinasi dengansk dan/atau panitia khusus;
memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas raacanglang-undang usul DPD
yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan

membuat laporan kinerja dan inventarisasi masaidiiddng perundangundangan pada
akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakain B&ddan Legislasi pada masa
keanggotaan berikutnya.
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Pasal 61

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balsah60 huruf a, huruf b, huruf
c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h berlaletdntuan sebagaimana dimaksud dalam
Bab VI tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddteal 60 huruf ¢ Badan
Legislasi dapat melakukan kunjungan kerja pada mesas atau pada masa sidang
dengan persetujuan pimpinan DPR.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud datesal 60 huruf g, Badan
Legislasi mengadakan rapat koordinasi dengan kodasiatau panitia khusus yang
mendapat penugasan membahas rancangan undang-undang

4. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud paata(ay diinventarisasi dan dijadikan
bahan evaluasi pelaksanaan prolegnas.

5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d#mal 60 huruf i, Badan
Legislasi melakukan inventarisasi dan evaluasi dengempertimbangkan pelaksanaan
prolegnas satu masa keanggotaan, prioritas tahypamyusunan dan pembahasan
rancangan undang-undang dalam satu masa keanggpiadah rancangan undang-
undang yang belum dapat diselesaikan, serta masakaim dan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Badan Anggaran
Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Anggota
Pasal 62
Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakarkelangkapan DPR yang bersifat tetap.
Pasal 63

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Angganurut perimbangan dan
pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi padempkan masa keanggotaan DPR dan
pada permulaan tahun sidang.

2. Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaiinagesud pada ayat (1) terdiri
atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih holkomisi dengan memperhatikan
perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi

3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinaksi untuk menentukan
komposisi keanggotaan Badan Anggaran sebagaimamakslid pada ayat (2)
berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapaiard penentuan komposisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan itliberdasarkan suara terbanyak
dalam rapat paripurna.
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5. Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Anggarand&epamisi sesuai dengan
perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada Ayan{uk selanjutnya ditetapkan
dalam rapat paripurna.

6. Penggantian anggota Badan Anggaran dapat dilakolednkomisinya, apabila anggota
komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atapeianbangan lain dari komisinya,
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimpksacdayat (2).

Par agraf 2
Tata Cara Pemilihan Pimpinan
Pasal 64

1. Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatugmrmamyang bersifat kolektif dan
kolegial.

2. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) oiketga dan paling banyak 3 (tiga)
orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh angg&adan Anggaran berdasarkan
prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsionahgdn mempertimbangkan
keterwakilan perempuan menurut perimbangan junmgigata tiap-tiap fraksi.

3. Komposisi pimpinan Badan Anggaran dari tiap-tiapkéi ditetapkan pada permulaan
keanggotaan.

4. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagandimaksud pada ayat (3)
mengajukan satu nama calon pimpinan Badan Angdeepada pimpinan DPR untuk
dipilih dalam rapat Badan Anggaran.

5. Pemilihan pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dinthpada ayat (3) dilakukan
dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pnapi DPR setelah penetapan
susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.

6. Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Anggaran bemtasamusyawarah untuk mufakat
tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayatd@litusan diambil berdasarkan suara
terbanyak.

7. Pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pgata(%) ditetapkan dengan
keputusan pimpinan DPR.

8. Penggantian pimpinan Badan Anggaran dapat dilakokaim fraksi yang bersangkutan
untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Badan Araggyang dipimpin oleh pimpinan
DPR.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 65
1. Badan Anggaran bertugas :
a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleherianttuk menentukan pokok-

pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggawentuk dijadikan acuan bagi
setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usutayaem;
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b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintganderengacu pada usulan
komisi terkait;

c. membahas rancangan undang-undang tentang APBNnizMReesiden yang dapat
diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusgrat kerja komisi dan
Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsigram, dan kegiatan
kementerian/lembaga;

d. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahaskondisi mengenai rencana kerja
dan anggaran kementerian/lembaga;

e. membahas laporan realisasi dan prognosis yangitaridengan APBN; dan

f. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan nghudalang tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

g. Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran sgatah diputuskan oleh
komisi.

h. Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengWaayalokasi anggaran yang
diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaggas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada komisi.

Pasal 66

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dedaal 65 ayat (1) huruf b,
Badan Anggaran bersama pemerintah menetapkan asuaked dengan mengacu pada
keputusan komisi yang sesuai dengan ruang lingkggssnya.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dRdaal 65 ayat (1) huruf c
Badan Anggaran dapat melakukan kunjungan kerja paasa reses atau pada masa
sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.

3. Badan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaidiaveksud pada ayat (1)
terlebih dahulu menetapkan siklus dan jadwal permémin APBN bersama pemerintah.

4. Badan Anggaran dalam melaksanakan tugasnya selmgaidimaksud pada ayat (1)
mengacu pada ketentuan dalam Bab VII Tentang Tae ®enetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Ketujuh
Badan Akuntabilitas K euangan Negara
Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Anggota
Pasal 67

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang selaygutiisingkat BAKN, dibentuk oleh
DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bietesiégp.
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Pasal 67

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN padaijgan masa keanggotaan
DPR dan permulaan tahun sidang.

2. Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) agadan paling banyak 9 (sembilan)
orang atas usul fraksi DPR yang ditetapkan dalgratrgaripurna pada permulaan masa
keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinaksi untuk menentukan
komposisi keanggotaan BAKN yang mencerminkan ursamua fraksi berdasarkan
prinsip musyawarah untuk mufakat.

4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapaiard penentuan komposisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan itliberdasarkan suara terbanyak
dalam rapat paripurna.

5. Fraksi mengusulkan nama anggota BAKN kepada pimpDRR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalgratnaaripurna.

6. Penggantian anggota BAKN dapat dilakukan oleh frgles apabila anggota BAKN
yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pargan lain dari fraksinya.

Par agraf 2
Tata Cara Pemilihan Pimpinan
Pasal 69

1. Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan pimpinan yemgifat kolektif dan kolegial.

2. Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua da(satu) orang wakil ketua yang
dipilih dari dan oleh anggota BAKN berdasarkan gipnmusyawarah untuk mufakat
dengan memperhatikan keterwakilan perempuan mepenrmbangan jumlah anggota
tiap-tiap fraksi.

3. Komposisi pimpinan BAKN dari tiap-tiap fraksi diggtkan pada permulaan keanggotaan.
4. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagandimaksud pada ayat (3)
mengajukan satu nama calon pimpinan BAKN kepadapipiam DPR untuk dipilih

dalam rapat BAKN.

5. Pemilihan pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pa@éd ) dilakukan dalam rapat
BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah pepatasusunan dan keanggotaan
BAKN.

6. Dalam hal pemilihan pimpinan BAKN berdasarkan mus@h untuk mufakat tidak
tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ksgputdiambil berdasarkan suara
terbanyak.

7. Pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (@tagikan dengan keputusan
pimpinan DPR.

8. Penggantian pimpinan BAKN dapat dilakukan oleh drakang bersangkutan untuk
selanjutnya ditetapkan dalam rapat BAKN yang dipmgdeh pimpinan DPR.

Penggunaan hak ..., Alfonso D.K. Tahapary, FH Ul, 2011



Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 70
BAKN bertugas:

1. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemank8PK yang disampaikan

kepada DPR;

menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimedksaud huruf a kepada komisi;

menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadapéa hasil pemeriksaan BPK atas

permintaan komisi; dan

4. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana k&meriksaan tahunan,
hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kukdgasan.

wn

Pasal 71

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud &alaah 70 huruf a dan huruf b,
BAKN:

a. mengadakan rapat untuk melakukan penelaahan ptasuehasil pemeriksaan BPK;

b. menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimakdach dauruf a kepada komisi
berupa ringkasan temuan beserta analisis kebijakatasarkan hasil pemeriksaan
semester BPK dan hasil temuan pemeriksaan dengaanttertentu setelah BPK
menyerahkan hasil temuan kepada DPR;

c. dapat menyampaikan hasil telaahan sebagaimana slichalalam huruf b kepada alat
kelengkapan selain komisi;

d. mengadakan pemantauan atas tindak lanjut hasdh@tayang disampaikan kepada
komisi; dan/atau

e. membuat evaluasi dan inventarisasi atas tindakitigaang dilaksanakan oleh komisi.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balsah 70 huruf ¢, BAKN:

a. dapat mengadakan koordinasi dengan unsur pimpinarisk untuk membicarakan
hasil pembahasan komisi atas hasil temuan pemank3BK;

b. dapat mengadakan rapat dengan komisi yang menmemgahan lanjutan atas hasil
temuan pemeriksaan BPK;

c. dapat meminta penjelasan kepada BPK untuk meniadaki penelaahan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf Batéan

d. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimdékard huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ kepada pimpinan DPR dalam rapat paripuretelah terlebih dahulu
dibicarakan dengan komisi.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dadesal 70 huruf d, BAKN
menginventarisasi permasalahan keuangan negara.
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Pasal 72

Hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70f lyr huruf b, dan huruf d
disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat pad@psecara berkala.

Bagian Kedelapan
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen
Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Anggota
Pasal 73

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutisyagkat BKSAP, dibentuk oleh
DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bietestié.

Pasal 74

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pad@lpan masa keanggotaan
DPR dan permulaan tahun sidang .

2. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat pargpunenurut perimbangan dan
pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi padmpkxan masa keanggotaan DPR dan
pada permulaan tahun sidang.

3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimgnaégi-fraksi untuk menentukan
komposisi keanggotaan BKSAP sebagaimana dimaksuth pgat (2) berdasarkan
prinsip musyawarah untuk mufakat.

4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapalerd penentuan komposisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan itliberdasarkan suara terbanyak
dalam rapat paripurna.

5. Fraksi mengusulkan nama anggota BKSAP kepada panpiDPR sesuai dengan
perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada Ayan{uk selanjutnya ditetapkan
dalam rapat paripurna.

6. Penggantian anggota BKSAP dapat dilakukan olehsiingla, apabila anggota BKSAP
yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada parigan lain dari fraksinya.

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Pimpinan
Pasal 75

1. Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinag parsifat kolektif dan kolegial.
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2. Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua plaling banyak 3 (tiga) orang wakil
ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAPdbsarkan prinsip musyawarah untuk
mufakat dan proporsional dengan memperhatikan Wwatélan perempuan menurut
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

3. Komposisi pimpinan BKSAP dari tiap-tiap fraksi dédpkan pada permulaan
keanggotaan.

4. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagandimaksud pada ayat (3)
mengajukan satu nama calon pimpinan BKSAP kepad®ipan DPR untuk dipilih
dalam rapat BKSAP.

5. Pemilihan pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pgda(3) dilakukan dalam rapat
BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah papah susunan dan keanggotaan
BKSAP.

6. Dalam hal pemilihan pimpinan BKSAP berdasarkan rawsyah untuk mufakat tidak
tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegputdiambil berdasarkan suara
terbanyak.

7. Pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayati{@@pkan dengan keputusan
pimpinan DPR.

8. Penggantian pimpinan BKSAP dapat dilakukan olelksfrayang bersangkutan untuk
selanjutnya ditetapkan dalam rapat BKSAP yang dypainoleh pimpinan DPR.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 76
BKSAP bertugas :

1. membina, mengembangkan, dan meningkatkan huburegaalmbatan dan kerja sama
antara DPR dan parlemen negara lain, baik seciataral maupun multilateral, termasuk
organisasi internasional yang menghimpun parlena@atiu anggota parlemen negara
lain;

a. menerima kunjungan delegasi parlemen negara laig yenjadi tamu DPR,;
b. mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkap@R Re luar negeri; dan
c. memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPRnigmhasalah kerja sama
antarparlemen.
Pasal 77

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balsah 76 huruf a, BKSAP:

a. menjalin hubungan dengan parlemen negara lainhm@si parlemen international,
dan organisasi internasional atas penugasan atsetyean pimpinan DPR;

b. melakukan kajian, menghimpun data dan informasigaeai kepentingan nasional
terhadap isu-isu internasional;
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c. mengadakan kunjungan dan/atau menghadiri pertempersahabatan mengenai hal
yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya atasigaesan atau persetujuan
pimpinan DPR;

d. mengevaluasi dan mengembangkan tindak lanjut dasil lpelaksanaan tugas
kunjungan dan/atau menghadiri sidang/ pertemuasapabatan;

e. membentuk Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengarlemen masing masing
negara sahabat;

f. memantau, menindaklanjuti, dan mengefektifkan gelakan tugas Grup Kerja Sama
Bilateral; dan/atau

g. mengadakan konsultasi dengan pihak terkait mengealaiyang termasuk dalam
ruang lingkup tugasnya yang dikoordinasikan olehganan DPR.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balsah 76 huruf b BKSAP:

a. menetapkan alat kelengkapan yang akan menerimarngany parlemen negara lain,
organisasi parlemen, dan organisasi internasiciaail;

b. mengadakan koordinasi dengan alat kelengkapan itteyleddg akan menerima
kunjungan parlemen negara lain, organisasi parlenmarnasional, dan/atau
organisasi internasional.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddaal 76 huruf c, BKSAP
dapat mengadakan koordinasi dengan alat kelengksghkait yang akan melakukan
kunjungan ke parlemen negara lain, organisasi Ipare internasional, dan/atau
organisasi internasional.

4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddaal 76 huruf d, BKSAP
memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPRska#éra langsung maupun tertulis.

Pasal 78

1. BKSAP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana slichadkalam Pasal 76 dapat
membentuk panitia kerja.

2. BKSAP dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimanakslichapada ayat (1),
bertanggung jawab kepada DPR.

3. Hasil kunjungan BKSAP sebagaimana dimaksud dalasalPa7 ayat (1) huruf c
dilaporkan dalam rapat BKSAP dan disampaikan kepdalakelengkapan DPR, fraksi,
dan instansi Pemerintah yang terkait.

Bagian Kesembilan
Badan Kehormatan
Paragraf 1

Tata Cara Penetapan Anggota
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Pasal 79

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupalkdrkelengkapan DPR yang
bersifat tetap.

Pasal 80

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kaharaengan memperhatikan
perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiapftesi pada permulaan masa
keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang .

2. Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 (sebelag)godan ditetapkan dalam rapat
paripurna pada permulaan masa keanggotan DPR darppamulaan tahun sidang.

3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinaksi untuk menentukan
komposisi keanggotaan Badan Kehormatan sebagaindanaksud pada ayat (2)
berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

4. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinaksi untuk menentukan
komposisi keanggotaan Badan Kehormatan sebagaindanaksud pada ayat (2)
berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

5. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapaliard penentuan komposisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan itliaerdasarkan suara terbanyak
dalam rapat paripurna.

6. Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Kehormatpadkepimpinan DPR sesuai
dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud ggta(l) untuk selanjutnya
ditetapkan dalam rapat paripurna.

7. Penggantian anggota Badan Kehormatan dapat dilakelka fraksinya, apabila anggota
Badan Kehormatan yang bersangkutan berhalanggndtta ada pertimbangan lain dari
fraksinya.

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Pimpinan
Pasal 81

1. Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesaiugrinan yang bersifat kolektif
dan kolegial.

2. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satupgiaetua dan 2 (dua) orang wakil
ketua , yang dipilih dari dan oleh anggota Badarhdfmatan berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengampuehatikan keterwakilan
perempuan menurut perimbangan jumlah anggotaiapgraksi.

3. Komposisi pimpinan Badan Kehormatan dari tiap-fiagksi ditetapkan pada permulaan
keanggotaan.

4. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagandimaksud pada ayat (3)
mengajukan satu nama calon pimpinan Badan Kehomkajgada pimpinan DPR untuk
dipilih dalam rapat Badan Kehormatan.
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5. Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan sebagaimanakdind pada ayat (3) dilakukan
dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin olehppian DPR setelah penetapan
susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan.

6. Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Kehormatan kssnd@an musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud padda &), keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak.

7. Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud gzda(5) ditetapkan dengan
keputusan pimpinan DPR.

8. Penggantian pimpinan Badan Kehormatan dapat disakokeh fraksi yang bersangkutan
untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Badan Keatan yang dipimpin oleh
pimpinan DPR.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 82

Tata cara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan diehgan peraturan DPR tentang
tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kesepuluh
Badan Urusan Rumah Tangga
Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Anggota
Pasal 83

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya dsingkRT, dibentuk oleh DPR
dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersiégd.te

Pasal 84

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pacdhalpan masa keanggotaan
DPR dan permulaan tahun sidang .

2. Jumlah anggota BURT ditetapkan dalam rapat pargounenurut perimbangan dan
pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pademmpkan masa keanggotaan DPR dan
pada permulaan tahun sidang.

3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinaksi untuk menentukan
komposisi keanggotaan BURT sebagaimana dimaksual ggat (2) berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat.
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4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapaliard penentuan komposisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan iliaerblasarkan suara terbanyak
dalam rapat paripurna.

5. Fraksi mengusulkan nama anggota BURT kepada pimpiD®R sesuai dengan
perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada &yalyahg merupakan unsur
pimpinan fraksi untuk selanjutnya ditetapkan datapat paripurna.

6. Penggantian anggota BURT dapat dilakukan oleh ifigls apabila anggota BURT yang
bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimiéaigalari fraksinya.

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Pimpinan
Pasal 85

1. Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan pargifat kolektif dan kolegial.

2. Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketuagydipabat oleh ketua DPR dan paling
banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih daan oleh anggota BURT berdasarkan
prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsionangdn memperhatikan
keterwakilan perempuan menurut perimbangan junigigata tiap-tiap fraksi.

3. Komposisi wakil ketua BURT dari tiap-tiap fraksi tetlapkan pada permulaan
keanggotaan.

4. Fraksi yang mendapatkan komposisi wakil ketua ssb@na dimaksud pada ayat (2)
mengajukan satu nama calon pimpinan BURT kepadpipan DPR untuk dipilih dalam
rapat BURT.

5. Salah seorang wakil ketua DPR memimpin rapat BURTuku memilih wakil ketua
BURT.

6. Dalam hal pemilihan wakil ketua berdasarkan musyalwantuk mufakat tidak tercapai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan liaenthasarkan suara terbanyak.

7. Wakil ketua BURT sebagaimana dimaksud pada ayati{)apkan dengan keputusan
pimpinan DPR.

8. Penggantian pimpinan BURT dapat dilakukan oleh sirakang bersangkutan untuk
selanjutnya ditetapkan dalam rapat BURT yang dipinofeh pimpinan DPR.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 86
BURT bertugas:
a. menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR;
b. melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jendtdam pelaksanaan

kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimalesach huruf a, termasuk
pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;
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c. melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DRDatkt kelengkapan MPR
yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaanbR dan MPR yang
ditugaskan oleh pimpinan DPR berdasarkan hasit Badan Musyawarabh;

d. menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan Badarsddr Rumah Tangga
kepada setiap anggota; dan

e. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat parip@AR yang khusus diadakan
untuk itu.

Pasal 87
1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balsah 86 huruf a, BURT:

a. menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi palagel anggaran DPR dengan
pimpinan DPR, yang selanjutnya disampaikan kepddt lkelengkapan sebagai
pedoman dalam penyusunan anggaran;

b. menerima usulan anggaran dari alat kelengkapasekaptariat jenderal;

c. dapat mengundang unsur pimpinan fraksi untuk mesnék@an usulan anggaran
fraksi yang disampaikan melalui sekretariat jendeedbagaimana dimaksud dalam
huruf b;

d. melakukan kompilasi dan sinkronisasi terhadap wuswaggaran sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dengan sekretariat jenderal;

e. mengadakan rapat dengan unsur pimpinan alat kedpagkdan sekretariat jenderal
mengenai hasil kompilasi dan sinkronisasi sebag@m@dmaksud dalam huruf d
untuk ditetapkan menjadi usulan pagu anggaran DBER;

f. menyampaikan usulan pagu anggaran sebagaimanadidichdklam huruf e kepada
badan anggaran untuk mendapatkan masukan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balsah 86 huruf b, BURT:

a. menetapkan tata cara pengawasan terhadap pelaksdaagpengelolaan anggaran
DPR;

b. mengadakan rapat dengan sekretariat jenderal umémikbahas realisasi pelaksanaan
dan pengelolaan anggaran DPR setiap triwulan;

c. dapat melakukan kunjungan langsung pada objek pexsga; dan

d. dapat menyampaikan hasil pengawasan BURT sebagaidiaiaksud dalam huruf b
kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balsah86 huruf c, BURT:

a. menyusun pedoman koodinasi pengelolaan saranardsarana di lingkungan DPR,
DPD dan MPR untuk ditetapkan bersama dengan alahdgdeapan DPD dan alat
kelengkapan MPR; dan

b. mengadakan koordinasi secara berkala paling setli{gatu) kali dalam 1 (satu)
tahun.

4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud déma 86 huruf d, BURT
menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURTad&psetiap anggota secara
tertulis atau melalui rapat paripurna.

5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dadeal 86 huruf e, BURT
menyampaikan laporan kinerja BURT dalam rapat pani@ yang khusus.
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Pasal 87

1. Sebelum rancangan anggaran disahkan dalam rapatipa; BURT mengadakan rapat
dengan Badan Anggaran untuk membahas rancangaaranggPR.

2. BURT dapat mengundang Pemerintah untuk memberikasukan terhadap rancangan
anggaran yang telah dibahas sebagaimana dimakdadgat (1).

3. BURT melaporkan hasil pembahasan rancangan anggetmgaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

Bagian Kesebelas
Panitia Khusus
Paragraf 1
Tata Cara Penetapan Anggota
Pasal 89

Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan kdngkapan DPR yang bersifat
sementara.

Pasal 90

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitiakhasdasarkan perimbangan dan
pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

2. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rpgapurna paling banyak 30 (tiga
puluh) orang.

3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinaksi untuk menentukan
komposisi keanggotaan panitia khusus sebagaimamakdud pada ayat (2) berdasarkan
prinsip musyawarah untuk mufakat.

4. Fraksi mengusulkan nama anggota panitia khususdkepianpinan DPR sesuai dengan
perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada 2yan{uk selanjutnya ditetapkan
dalam rapat paripurna.

5. Penggantian anggota panitia khusus dapat dilakakeln fraksinya, apabila anggota
panitia khusus yang bersangkutan berhalangan tdtap ada pertimbangan lain dari
fraksinya.

Paragraf 2
Tata Cara Pemilihan Pimpinan
Pasal 91

1. Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuapimam yang bersifat kolektif dan
kolegial.
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2. Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) otaatga dan paling banyak 3 (tiga) orang
wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota pankhusus berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengampeghatikan jumlah panitia
khusus yang ada serta keterwakilan perempuan meparimbangan jumlah anggota
tiap-tiap fraksi.

3. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan patkiiasus mengajukan satu nama
calon pimpinan panitia khusus kepada pimpinan DR&kudipilih dalam rapat panitia
khusus.

4. Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana dinthkada ayat (3) dilakukan dalam
rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinarRDgetelah penetapan susunan dan
keanggotaan panitia khusus.

5. Pimpinan panitia khusus sebagaimana dimaksud pgeda (4) ditetapkan dengan
keputusan pimpinan DPR.

6. Penggantian pimpinan panitia khusus dapat dilakud@h fraksi yang bersangkutan
untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat panitiaske yang dipimpin oleh pimpinan
DPR.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Pasal 92

1. Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas terdafdm jangka waktu tertentu yang
ditetapkan oleh rapat paripurna.

2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (Bt diyperpanjang oleh Badan
Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat niesgi&an tugasnya.

3. Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangieuvpenugasannya berakhir atau
karena tugasnya dinyatakan selesai.

Pasal 93

1. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimakksud Basal 92 ayat (1) panitia
khusus dapat melakukan:
a. rapat kerja;
b. rapat panitia kerja;
c. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau
d. rapat tim sinkronisasi.

2. Dalam melaksanakan rapat sebagaimana dimaksuchgatlél) dapat dilakukan
mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpimanathggota rapat.

Bagian Keduabelas
Panitia Kerjaatau Tim

Paragraf 1
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PanitiaKerja
Pasal 94
Alat kelengkapan DPR selain pimpinan DPR dapat nestuiix panitia kerja.
Pasal 95

1. Susunan dan keanggotaan panitia kerja ditetapken alat kelengkapan DPR yang
membentuknya dengan sedapat mungkin didasarkanpmtabangan jumlah anggota
tiap-tiap fraksi.

2. Panitia kerja yang ditetapkan oleh alat kelengkalp®R sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling banyak berjumlah separuh dari jlimdaggota alat kelengkapan yang
bersangkutan.

3. Panitia kerja dipimpin oleh salah seorang pimpialat kelengkapan DPR.

Pasal 96

1. Panitia kerja bertugas melaksanakan tugas terig@tam jangka waktu tertentu yang
ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membegpéuk

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud gyadlg1l), panitia kerja dapat
mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat desrglagat umum.

3. Tata cara kerja panitia kerja ditetapkan olehlattngkapan DPR yang membentuknya.

4. Panitia kerja bertanggung jawab kepada alat kekgeyk DPR yang membentuknya.

5. Panitia kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan D&y membentuknya setelah jangka
waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnyatdkan selesai.

6. Tindak lanjut hasil kerja panitia kerja ditetapkafteh alat kelengkapan DPR yang
membentuknya.

Paragraf 2
Tim

1. Pimpinan DPR dapat membentuk tim.

2. Jumlah anggota tim sebagaimana dimaksud padaBydisesuaikan dengan kebutuhan,
berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-te(sifr

3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkamdapat paripurna.

4. Tim dipimpin oleh salah seorang pimpinan DPR.

Pasal 98

1. Tim bertugas melaksanakan tugas tertentu dalankgangktu tertentu yang ditetapkan
oleh pimpinan DPR yang membentuknya.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudapatl), tim dapat mengadakan
rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat.umu

3. Tata cara kerja tim ditetapkan oleh pimpinan DPR.
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Tim bertanggung jawab kepada pimpinan DPR, selaygutelaporkan hasil kerjanya
dalam rapat paripurna.

Tim dibubarkan oleh pimpinan DPR yang membentulggtalah jangka waktu
penugasannya berakhir atau karena tugasnya diryesatesai.

Tindak lanjut hasil kerja tim ditetapkan oleh pimgn DPR

Bab VI
Tata Cara Pembentukan Undang-undang

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 99

Rancangan undang-undang dapat berasal dari DP&tdl@rneatau DPD.

Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dichgiada ayat (1) dapat
diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi,aBaldegislasi, atau DPD.

Rancangan undang-undang yang berasal dari Presgtb@maimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan oleh Presiden.

Rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dithgdeda ayat (2) berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerafbemtukan dan pemekaran dan
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alasuthber daya ekonomi lainnya,
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan gan daerah.

Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud patia(1d, diajukan disertai
penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademis

Pasal 100

Apabila ada 2 (dua) rancangan undang-undang yaajgkdn mengenai hal yang sama dalam
satu masa sidang, yang dibicarakan adalah rancamgdang-undang dari DPR, sedangkan
rancangan undang-undang yang diajukan oleh Prestligannakan sebagai bahan untuk
dipersandingkan.

1.

2.

Pasal 101

Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dRdaal 99 ayat (1) disusun
berdasarkan Prolegnas.

Dalam keadaan tertentu, hanya DPR dan Presiden gapgt mengajukan rancangan
undang-undang di luar Prolegnas.

Pasal 102

Rancangan undang-undang yang sudah disetujui beraatara DPR dengan Presiden,
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan ol@mpinan DPR kepada Presiden
untuk disahkan menjadi undang-undang.
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2. Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana slichagada ayat (1) tidak
disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambatiga puluh) hari sejak rancangan
undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangmlangundang tersebut sah
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penetapan, serta Penyebarluasan Prolegnas
Paragraf 1
Penyusunan dan Penetapan

Pasal 103

Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintabrdiasikan oleh Badan Legislasi.
Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordiaasoleh Badan Legislasi.

N =

Pasal 104

1. Badan Legislasi dalam menyusun Prolegnas di lingagnnDPR dilakukan dengan
mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, DP&n/dtau masyarakat.

2. Badan Legislasi meminta usulan dari fraksi, koméggu DPD paling lambat 1 (satu)
masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Proleghagaimana dimaksud pada ayat
CLT:

3. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disaewpalkh fraksi, komisi, atau DPD
paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dalam masdang sebelum dilakukan
penyusunan Prolegnas.

4. Usulan dari fraksi atau komisi disampaikan oleh pman fraksi atau pimpinan komisi
kepada pimpinan Badan Legislasi.

5. Usulan dari DPD disampaikan oleh pimpinan DPD keppdnpinan DPR dan oleh
pimpinan DPR disampaikan kepada Badan Legislasi.

6. Usulan dari masyarakat disampaikan kepada pimsaaan Legislasi.

7. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disasrpaslecara tertulis dengan
menyebutkan judul rancangan undang-undang diskrtajan alasan yang memuat:

a. urgensi dan tujuan penyusunan;

b. sasaran yang ingin diwujudkan;

c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatian
d. jangkauan serta arah pengaturan.

8. Judul sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diinusasaroleh Sekretariat Badan
Legislasi, selanjutnya dibahas dan ditetapkan Bladian Legislasi untuk menjadi bahan
koordinasi dengan menteri yang tugas dan tanggamghnya di bidang peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 105

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksam &alsal 103 ayat (1), Badan Legislasi
dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan konpsipinan alat kelengkapan DPD yang
khusus menangani bidang legislasi, dan/atau mdstara

Pasal 106

1. Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan menyang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang peraturan perundang-undangam guenyusun dan menetapkan
Prolegnas untuk jangka waktu tertentu.

2. Prolegnas untuk jangka waktu tertentu terdiri atas:

a. Prolegnas jangka panjang 20 (dua puluh) tahun;
b. Prolegnas jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
c. Prolegnas prioritas tahunan.

3. Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka paniakigkdn sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

4. Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka meneliigkbkan pada awal masa
keanggotaan DPR sebagai pelaksanaan Prolegnas jgagjang.

5. Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi sekbp tahun bersamaan dengan
penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahuna

6. Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas talseiemgai pelaksanaan Prolegnas
jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelumtageare rancangan undang-undang
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

7. Penyusunan dan penetapan Prolegnas sebagaimanesuaiimaada ayat (1) dilakukan
dengan kegiatan:

a. rapat kerja;

b. rapat panitia kerja;

c. rapat tim perumus; dan/atau
d. rapat tim sinkronisasi.

8. Dalam pembahasan Prolegnas, penyusunan daftamgarcandang-undang didasarkan
atas :

perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Inslanéahun 1945;

perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

perintah undang-undang lainnya,

sistem perencanaan pembangunan nasional,

rencana pembangunan jangka panjang nasional;

rencana pembangunan jangka menengah;

rencana kerja pemerintah; dan

mengakomodasi aspirasi masyarakat.

9. Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahseklin berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengarperhatikan:

a. pelaksanaan Prolegnas tahun sebelumnya;
b. tersusunnya naskah rancangan undang-undang; dan/ata
c. tersusunnya naskah akademik.

S@meo0oTy

Penggunaan hak ..., Alfonso D.K. Tahapary, FH Ul, 2011



10.Hasil penyusunan Prolegnas antara Badan Legislasi Menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang peraturan perundangagah sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) disepakati menjadi Prolegnas damjsélga dilaporkan oleh Badan
Legislasi dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

11.Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (103uk#st dengan keputusan DPR.

Paragraf 2
Penyebarluasan
Pasal 107

1. Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (Aptdisampaikan kepada
Presiden, DPD, dan masyarakat.

2. Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cageanpleh:
a. Badan Legislasi kepada anggota, fraksi, komisi,rdasyarakat;
b. Pimpinan DPR kepada pimpinan DPD; dan
c. menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bigeemgturan perundangundangan

kepada instansi Pemerintah dan masyarakat.

3. Penyebarluasan Prolegnas kepada masyarakat difekmkgalui media cetak, media

elektronik, dan/atau media lainnya.

Paragraf 3
Rancangan Undang-Undang yang diajukan di luar Prolegnas
Pasal 108

1. Rancangan undang-undang yang diajukan di luar @hvake sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 ayat (2) disertai dengan konsepgjgturan rancangan undang-undang
yang meliputi:

a. urgensi dan tujuan penyusunan;

b. sasaran yang ingin diwujudkan;

c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatian
d. jangkauan serta arah pengaturan.

2. Konsepsi pengaturan rancangan undang-undang setzagaidimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam naskah akademik.

3. Rancangan undang-undang yang diajukan di luar gtvakesebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

meratifikasi konvensi atau perjanjian internasipnal

mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamatstitasi;

mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik leacana alam; atau

keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanyansirgnasional atas suatu

rancangan undang-undang yang dapat disepakati B&tan Legislasi dengan

menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bigangturan perundang-undangan.

a0 oW
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4. Rancangan undang-undang yang diajukan di luar ¢givakesebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terlebih dahulu disepakati oleh Badan slagi dan selanjutnya Badan Legislasi
melakukan koordinasi dengan menteri yang tugastdaggung jawabnya di bidang
peraturan perundang-undangan untuk mendapatkaetyjeien bersama, dan hasilnya
dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Undang-Undang
Pasal 109

1. Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh andgwotasi, gabungan komisi, atau

Badan Legislasi sebagai usul inisiatif.

Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh 1) (sating anggota atau lebih.

Rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggbtayaimana dimaksud pada ayat

(1), dapat didukung oleh anggota lain, dengan mémwfkan tanda tangan.

4. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh koged&iungan komisi, atau Badan
Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pgkataterlebih dahulu dalam rapat
komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat Badarslae.

wn

Pasal 110

Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dBkesal 109 disusun
berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan.

Pasal 111

Konsepsi dan materi rancangan undang-undang yangudi oleh DPR, Presiden, atau
DPD harus selaras dengan falsafah negara Pand#asidang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 112

1. Anggota, komisi, gabungan komisi, dan Badan Legisldalam mempersiapkan
rancangan undang-undang terlebih dahulu menyusshkehaakademik mengenai materi
yang akan diatur dalam rancangan undang-undang.

2. Rancangan undang-undang tentang APBN, rancangangnthdang tentang penetapan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadangundang, rancangan
undang-undang tentang pengesahan perjanjian istenad, atau rancangan undang-
undang yang hanya terbatas mengubah beberapa,dafeat disertai naskah akademik.

3. Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada aydis(Eun sekurang-kurangnya
memuat:

Judul
Bab |
a. Pendahuluan.
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b. Latar belakang.
c. ldentifikasi masalah.
d. Tujuan dan kegunaan.
e. Metode penelitian.
Bab Il Asas-asas yang digunakan dalam penyusuoena.
Bab Il Materi muatan rancangan undang-undamgkagerkaitannya dengan hukum
positif.
Bab IV Penutup.
4. Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayditg@ykapi dengan lampiran draf
awal rancangan undang-undang.

Pasal 113

1. Dalam penyusunan rancangan undang-undang, konabingan komisi, atau Badan
Legislasi dapat membentuk panitia kerja.

2. Keanggotaan panitia kerja sebagaimana dimaksud agai (1) ditetapkan oleh alat
kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapagkmudidasarkan pada
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

3. Panitia kerja yang ditetapkan oleh alat kelengkap&®R sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling banyak berjumlah separuh dari jlnmdaggota alat kelengkapan yang
bersangkutan.

4. Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Lagisflalam penyusunan rancangan
undang-undang dibantu oleh badan fungsional.

Pasal 114
Dalam penyusunan rancangan undang-undang, and@otesi, gabungan komisi, atau Badan
Legislasi dapat meminta masukan dari masyarakaagselbahan bagi panitia kerja untuk
menyempurnakan konsepsi rancangan undang-undang.
Bagian Keempat
Penghar monisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang

Pasal 115

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapanpsbonma@acangan undangundang meliputi
aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembeptiednran perundang-undangan.

Pasal 116
1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan psbnsacangan undangundang

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepulbari masa sidang sejak
rancangan undang-undang diterima Badan Legislasi.
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2. Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana slich@lada ayat (1) disampaikan
pada akhir masa sidang kurang dari 10 (sepuluh) $iaa hari dilanjutkan pada masa
sidang berikutnya.

3. Dalam hal rancangan undang-undang disampaikan pada reses, 10 (sepuluh) hari
dihitung sejak pembukaan masa sidang berikutnya.

Pasal 117

1. Untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatanpdamntapan konsepsi rancangan
undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bddan Legislasi dapat
membentuk panitia kerja.

2. Dalam hal Badan Legislasi menemukan permasalahag parkaitan dengan teknis,
substansi, dan/atau asas-asas pembentukan pergp@ramdangundangan, Badan
Legislasi membahas permasalahan tersebut dengajundang pengusul.

3. Dalam hal rancangan undang-undang diusulkan olehiskocatau gabungan komisi,
pengusul diwakili oleh unsur pimpinan dan/atau atag

4. Dalam hal rancangan undang-undang diusulkan olglgcaa, pengusul diwakili oleh
paling banyak 4 (empat) orang.

Pasal 118

1. Apabila dalam pengharmonisasian, pembulatan, damap&pan konsepsi rancangan
undang-undang memerlukan perumusan ulang, perumddakukan oleh Badan
Legislasi bersama dengan unsur pengusul dalam igpakérja gabungan, yang
penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu 2)(keladalam masa sidang.

2. Penentuan mengenai perumusan ulang sebagaimanksdioinpada ayat (1) ditetapkan
dalam rapat Badan Legislasi.

3. Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) geimgak berjumlah 4 (empat) orang.

4. Rapat Badan Legislasi mengambil keputusan terhbdajp perumusan ulang rancangan
undang-undang.

5. Pada setiap lembar naskah rancangan undang-undbagasmana dimaksud pada ayat
(4) dibubuhkan paraf pimpinan Badan Legislasi dgn srang yang mewakili pengusul.

Pasal 119

1. Rancangan undang-undang yang telah dilakukan pengh&asian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi, diajukan oleh pengusul kepagainan DPR dengan dilengkapi
keterangan pengusul dan/atau naskah akademik wwefakjutnya disampaikan dalam
rapat paripurna.

2. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Badgislas dianggap telah dilakukan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapangsdmaecangan undang-undang.

Bagian Kelima

Usul Rancangan Undang-Undang dari DPD
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Pasal 120

1. Rancangan undang-undang dari DPD diajukan berdas&iolegnas Prioritas Tahunan.

2. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud patddla disampaikan secara
tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR riigepenjelasan atau keterangan
dan/atau naskah akademik.

3. Usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksladgyat (2) disampaikan oleh
pimpinan DPR kepada Badan Legislasi untuk dilakyt@mgharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi rancangan undangundang.

4. Badan Legislasi dalam melakukan pengharmonisagiambulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan undang-undang dapat mengundapman alat kelengkapan DPD
yang mempunyai tugas di bidang perancangan unddaggn untuk membahas usul
rancangan undang-undang.

5. Badan Legislasi menyampaikan laporan mengenai pasgharmonisasian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada pimpinan DPR untiakjsenya diumumkan dalam rapat
paripurna.

Pasal 121

1. DPR memutuskan usul rancangan undang-undang setmgadimaksud dalam Pasal
120 ayat (5) dalam rapat paripurna berikutnya, fieeru
a. persetujuan;

b. persetujuan dengan pengubahan; atau
c. penolakan.

2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disleanpoleh Pimpinan DPR kepada
pimpinan DPD.

3. Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi pguset terhadap usul rancangan
undang-undang yang berasal dari DPD sebagaimanaksiid pada ayat (2) huruf a,
rancangan undang-undang tersebut menjadi rancamgEmgundang usul dari DPR.

4. Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi pguset dengan pengubahan
terhadap usul rancangan undang-undang yang bel@asdDPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, rancangan undang-undangbtetramenjadi rancangan undang-
undang usul dari DPR dan untuk selanjutnya DPR geskan penyempurnaan
rancangan undang-undang tersebut kepada komisingab komisi, Badan Legislasi,
atau panitia khusus.

5. Pimpinan DPR menyampaikan rancangan undang-undsmagaimana dimaksud pada
ayat (3) atau rancangan undang-undang yang telaemgurnakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada Presiden dan pim@dh dengan permintaan kepada
Presiden untuk menunjuk menteri yang akan mewdkiksiden dalam melakukan
pembahasan rancangan undangundang serta kepada UDRIR menunjuk alat
kelengkapan DPD yang akan ikut membahas rancamgtang-undang tersebut.

6. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari DPD belaenunjuk alat kelengkapan DPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembahasaangamc undang-undang tetap
dilaksanakan.
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Bagian Keenam
Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang
Pasal 122

1. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud Balsah 109 dan Pasal 121 ayat
(3) diputuskan menjadi rancangan undang-undang @BR dalam rapat paripurna,
setelah terlebih dahulu fraksi memberikan pendgpatn

2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bapgdia:

a. persetujuan tanpa perubahan;
b. persetujuan dengan perubahan; atau
c. penolakan.

3. Rapat paripurna dengan tegas mengambil keputusmgaenana dimaksud pada ayat
(2), sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan.

4. Dalam pendapat fraksi secara tegas menyatakan tyjeesg persetujuan dengan
perubahan atau penolakan sebagaimana dimaksucyaid).

5. Dalam hal pendapat fraksi menyatakan persetujuapataperubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, rancangan undadgagnlangsung disampaikan kepada
Presiden.

6. Dalam hal fraksi menyatakan persetujuan dengarbpban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, usul perubahan tersebut denggastdimuat dalam pendapat fraksi.

7. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didials untuk penyempurnaan
rumusan rancangan undang-undang.

8. Dalam hal keputusan rapat paripurna tidak tegasyatekan persetujuan dengan
perubahan, rancangan undang-undang dianggap disetnpa perubahan dan langsung
disampaikan kepada Presiden.

9. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada (3 dan ayat (8)
disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden depgamintaan agar Presiden
menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden untuklakukan pembahasan
rancangan undang-undang tersebut bersama DPR.

Pasal 123

1. Untuk penyempurnaan rumusan rancangan undang-uisédagaimana dimaksud dalam
Pasal 122 ayat (7), Badan Musyawarah menugaskad&eggomisi, gabungan komisi,
Badan Legislasi, atau panitia khusus.

2. Penyempurnaan rumusan rancangan undang-undang dimgskan kepada komisi,
gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia kbublakukan dengan memperhatikan
pendapat fraksi yang disampaikan dalam rapat padou

Pasal 124
1. Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 (dyatlidasarkan atas

pertimbangan usul rancangan undang-undang dan inmatextan rancangan undang-
undang dengan ruang lingkup komisi.
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2. Penugasan penyempurnaan diserahkan kepada komingan komisi, atau Badan
Legislasi sebagai pengusul rancangan undang-undang.

3. Dalam hal materi muatan rancangan undang-undangaseik dalam ruang lingkup satu
komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada komisahets

4. Dalam hal materi muatan rancangan undang-undangaseik dalam ruang lingkup 2
(dua) komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada ggoukomisi.

5. Dalam hal materi muatan rancangan undang-undanmaseik dalam ruang lingkup lebih
dari 2 (dua) komisi, penyempurnaan ditugaskan kedaadan Legislasi atau panitia
khusus.

Pasal 125

1. Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau tmnikhusus melakukan
penyempurnaan rancangan undang-undang sebagaimaaiesdd dalam Pasal 124 ayat
(2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puliéa) masa sidang.

2. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada(dyaidak dapat dipenuhi, Badan
Musyawarah dapat memperpanjang waktu penyempurre@angan undang-undang
berdasarkan permintaan tertulis pimpinan komisnginan gabungan komisi, pimpinan
Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus.

3. Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada2ydibérikan untuk jangka waktu
20 (dua puluh) hari masa sidang.

4. Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana kduda pada ayat (3)
penyempurnaan rancangan undang-undang yang bellgsaiserancangan undang-
undang hasil keputusan rapat paripurna diangga @isempurnakan dan selanjutnya
dikirimkan kepada Presiden.

Pasal 126

Dalam hal diperlukan masukan untuk penyempurnaataragyan undang-undang, komisi,
kabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khupat mengadakan rapat dengar pendapat
umum.

Pasal 127

1. Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau fmankhusus menyampaikan
rancangan undang-undang hasil penyempurnaan deogstrkepada pimpinan DPR.

2. Rancangan undang-undang hasil penyempurnaan setaagaidimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden depgamintaan agar Presiden
menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden dalamalakukan pembahasan
rancangan undang-undang tersebut dengan komisingab komisi, Badan Legislasi,
atau panitia khusus.

Pasal 128

1. Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditaniya surat tentang penyampaian
rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dithdktam Pasal 121 ayat (5) dan
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Pasal 127 ayat (2), Presiden menunjuk menteri yhiugiasi mewakili Presiden untuk
membahas rancangan undang-undang bersama DPR.

2. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hajeéksebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Presiden belum menunjuk menteri untuk membataeangan undang-undang
bersama DPR, pimpinan DPR melaporkan dalam rapapypaa untuk menentukan
tindak lanjut.

Bagian Ketujuh
Pembahasan Rancangan Undang - Undang
Paragraf 1
Umum
Pasal 129

1. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan aekaiasingkat pembicaraan.

2. Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada(&yatilakukan melalui 2 (dua)
tingkat pembicaraan.

3. Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud padd2) adalah:

a. Tingkat | dalam rapat komisi, rapat gabungan kammegdat Badan Legislasi , rapat
panitia khusus, atau rapat Badan Anggaran bers@mgad menteri yang mewakili
Presiden.

b. Tingkat Il dalam rapat paripurna.

4. Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayatu(@j & membahas rancangan
undang-undang tentang anggaran pendapatan dagebetaara.

Pasal 130

1. Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitiaudus, atau Badan Anggaran
membahas rancangan undang-undang berdasarkan panBgdan Musyawarah.

2. Penugasan pembahasan rancangan undang-undangisainagdimaksud pada ayat (1)
diputuskan setelah mempertimbangkan:
a. pengusul rancangan undang-undang;
b. penugasan penyempurnaan rancangan undang-undang;
c. keterkaitan materi muatan rancangan undang-undangath ruang lingkup tugas

komisi; dan

d. jumlah rancangan undang-undang yang ditanganikalefisi atau Badan Legislasi.

Pasal 131

1. Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagngusul rancangan undang-
undang, diprioritaskan untuk ditugaskan membahasarsgan undang-undang.
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2. Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau fparkhusus yang mendapat tugas
penyempurnaan rancangan undang-undang sebagaimaaiksdd dalam Pasal 124 ayat
(1) langsung bertugas membahas rancangan undamaggind

Pasal 132

1. Rancangan undang-undang yang materi muatannyadeknalam ruang lingkup satu
komisi, penugasan pembahasannya diserahkan kepadsi kersebut.

2. Pembahasan rancangan undang-undang ditugaskanakBpddn Legislasi atau panitia
khusus, dengan ketentuan:

a. jumlah rancangan undang-undang yang ditangani kotalah melebihi jumlah
maksimal;

b. Komisi sedang menangani rancangan undang-undang g@ngandung materi
muatan yang kompleks dan memerlukan waktu pembalyas® lama; atau

c. sebagian besar anggota komisi menjadi anggotalpsaapa panitia khusus.

3. Rancangan undang-undang yang materi muatannya dekn@alam ruang lingkup 2
(dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada gablkomisi.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beddkadap penugasan pembahasan
rancangan undang-undang kepada gabungan komisi.

5. Rancangan undang-undang yang materi muatannyadekna@alam ruang lingkup lebih
dari 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kefatian Legislasi atau panitia
khusus.

6. Ketentuan mengenai jumlah maksimal penugasan pexsdaltancangan undang-undang
tetap berlaku terhadap Badan Legislasi.

Pasal 133

1. Dalam hal penugasan pembahasan rancangan undaaggudiderahkan kepada komisi,
gabungan komisi, atau Badan Legislasi yang bukaigysil atau panitia khusus, maka
komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau tmrkhusus yang mendapatkan
penugasan tersebut berkewajiban mengundang pengoBiK memberikan penjelasan
atau keterangan atas rancangan undangundang.

2. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pkslean dalam rapat komisi, rapat
gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, atau rpgaitia khusus sebelum pembahasan
dengan Pemerintah, atau pada setiap rapat apaipéndang perlu oleh komisi,
gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia kbus

3. Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diveéddil pimpinan alat kelengkapan
pengusul atau anggota pengusul paling banyak 4g@gmomng.

Pasal 134

1. Penugasan pembahasan rancangan undang-undang kepasia gabungan komisi, atau
Badan Legislasi oleh Badan Musyawarah paling bar/aklua) rancangan undang-
undang pada waktu yang bersamaan, kecuali menyangmbahasan rancangan
undang-undang mengenai:

a. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan ;daerah
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pembentukan pengadilan tinggi;

ratifikasi perjanjian internasional;

rancangan undang-undang paket; dan

rancangan undang-undang tentang penetapan perapearerintah pengganti
undang-undang menjadi undang- undang.

Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi, rapatl penugasan baru untuk
membahas rancangan undang-undang setelah 1 (satojngan undang- undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dipadasPembicaraan Tingkat I.

cooo

Pasal 135

Setiap anggota mendapatkan penugasan paling b@#a) rancangan undangundang pada
waktu yang bersamaan, kecuali untuk pembahasaamgan undang-undang mengenai:

coow

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan ;daerah
pembentukan pengadilan tinggi;

ratifikasi perjanjian internasional; dan

rancangan undang-undang paket.

Pasal 136

Pembahasan rancangan undang-undang dalam Pembidangkatl dilakukan dengan

kegiatan sebagai berikut:

a. pengantar musyawarah;

b. pembahasan daftar inventarisasi masalah;

C. penyampaian pendapat min i sebagai sikap akhir; dan

d. pengambilan keputusan.

Pembahasan rancangan undang-undang tentang anggadapatan dan belanja negara

dilakukan sesuai dengan mekanisme pembahasan dgjatBadan Anggaran.

DPD ikut membahas rancangan undang-undang yangitarkdengan otonomi daerah,

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemedena penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekdammya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah.

Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksadagat(1) huruf a:

a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampgikadangan apabila
rancangan undang-undang berasal dari DPR,;

b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPiyamgpaikan pandangan
apabila rancangan undang-undang berasal dari DPRy Mserkaitan dengan
kewenangan DPD;

c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memiperigandangan apabila
rancangan undang-undang berasal dari Presiden; atau

d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan BRByampaikan pandangan
apabila rancangan undang-undang berasal dari Bresidng berkaitan dengan
kewenangan DPD.

Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimakada @yat (1) huruf b diajukan oleh:

a. Presiden, apabila rancangan undang-undang be@s&lPR; atau
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b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal @aiden.

6. Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksudgyadg1l) huruf c disampaikan
pada akhir Pembicaraan Tingkatl oleh:
a. fraksi;
b. DPD, apabila rancangan undang-undang berkaitaradetgyvenangan DPD; dan
c. Presiden.

7. Dalam hal DPD tidak memberikan pandangan dan pehdsbagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b dan huruf d, Pembicaraan Tingtetp dilaksanakan.

8. Dalam Pembicaraan Tingkatl dapat diundang pimpieambaga negara atau lembaga
lain apabila materi rancangan undang-undang barkadengan lembaga negara atau
lembaga lain.

Pasal 137

Dalam pembahasan rancangan undang-undang konbsngan komisi, Badan Legislasi, Badan
Anggaran, dan panitia khusus dibantu oleh badagsianal.

Pasal 138

1. Pembicaraan Tingkatl sebagaimana dimaksud dalaal P28 ayat (3) huruf a dilakukan
dalam:
a. rapat kerja;
b. rapat panitia kerja;
c. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau
d. rapat tim sinkronisasi.

2. Dalam pembicaraan sebagaimana dimaksud pada gydbipat dilakukan mekanisme
lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan angggpiat.

Paragraf 2
Rapat Kerja
Pasal 139

Rapat kerja antara komisi, gabungan komisi, pamtiasus, atau Badan Anggaran bersama
dengan menteri yang mewakili Presiden terlebih flamenyepakati jadwal rapat Pembicaraan
Tingkatl pembahasan rancangan undang-undang sakta penyusunan dan penyerahan DIM.

Pasal 140

1. Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpifadan Legislasi, atau pimpinan
panitia khusus memberikan penjelasan atau ketemaags rancangan undang-undang
serta tanggapan terhadap DIM dan pertanyaan yagkdn menteri, apabila rancangan
undang-undang berasal dari DPR.

2. Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas rmagea undang-undang bersama
dengan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusesnberikan penjelasan atau
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keterangan atas rancangan undang-undang sertapamgterhadap DIM dan pertanyaan
yang diajukan fraksi/anggota, apabila rancangamangrdindang berasal dari Presiden.

3. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dagainta kepada fraksi atau anggota
untuk memberikan penjelasan, keterangan, atau agagg

Pasal 141

1. Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimarasudind@lam Pasal 138 ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dud) keasa sidang dan dijadwalkan
oleh Badan Musyawarah serta dapat diperpanjangBadan Musyawarah sesuai dengan
permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gatpum komisi, pimpinan Badan
Legislasi, atau pimpinan panitia khusus, untuk kangraktu paling lama 1 (satu) kali
masa sidang.

2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat Erkdip berdasarkan pertimbangan
materi muatan rancangan undang-undang yang beksifapleks dengan jumlah pasal
yang banyak serta beban tugas dari komisi, gabukgamsi, Badan Legislasi, atau
panitia khusus.

3. Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpifadan Legislasi, dan pimpinan
panitia khusus memberikan laporan perkembangan geasbn rancangan undang-
undang kepada Badan Musyawarah paling sedikit &) (klali dalam 1 (satu) masa sidang
dan tembusan kepada Badan Legislasi.

Pasal 142

1. Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal E8&1gyhuruf a membahas seluruh
materi rancangan undang-undang sesuai dengan DHg dgimpin oleh pimpinan
komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badamislasi, atau pimpinan panitia
khusus dengan menteri yang mewakili Presiden dekef@mtuan:

a. DIM dari semua fraksi atau DIM dari Pemerintah nmaakan rumusan “tetap”,
langsung disetujui sesuai dengan rumusan;

b. penyempurnaan yang bersifat redaksional, langsisegathkan kepada tim perumus;

c. dalam hal substansi disetujui tetapi rumusan pligempurnakan, diserahkan kepada
Tim Perumus; atau

d. dalam hal substansi belum disetujui, dibahas Ienjut dalam rapat panitia kerja.

2. Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruélaratetap seperti rumusan dalam
naskah rancangan undang-undang.

3. Apabila dalam DIM fraksi terdapat kolom masalahg&osong atau strip (-), dianggap
tetap sesuai dengan rumusan dalam naskah rancangangundang.

4. Dalam rapat kerja dapat dibahas substansi di lidrdpabila diajukan oleh anggota atau
menteri dan substansi yang diajukan mempunyai katan dengan materi yang sedang
dibahas serta mendapat persetujuan rapat.

5. Pembahasan rancangan undang-undang dalam rapatkkernjsi, rapat kerja gabungan
komisi, rapat kerja Badan Legislasi, rapat kerjaife khusus, atau rapat kerja Badan
Anggaran lebih lanjut diserahkan kepada panitigaker
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Pasal 143

1. Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitiudus, atau Badan Anggaran dapat
meminta menteri yang mewakili Presiden membahasaregan undangundang untuk
menghadirkan menteri lainnya atau pimpinan lembpgmerintah non kementerian
dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dedpat dengar pendapat umum
untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan unddagg yang sedang dibahas.

2. Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan gamgn, atau panitia khusus dapat
mengadakan kunjungan kerja ke daerah dalam rangkadapatkan masukan dari
pemerintah daerah dan/atau masyarakat di daerah.

3. Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitidus, atau Badan Anggaran dapat
mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengdun@ian anggaran DPR dan
persetujuan pimpinan DPR.

4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)kdibelengan mempertimbangkan
alasan yang dimuat dalam usulan rencana kunjungga kang diajukan oleh komisi,
gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusiaa; Badan Anggaran.

5. Usulan rencana kunjungan Kkerja sebagaimana dimakqatla ayat (4)
sekurangkurangnya memuat:

a. urgensi;
b. kemanfaatan; dan
c. keterkaitan negara tujuan dengan materi rancangaang-undang.

Paragraf 3
PanitiaKerja
Pasal 144

1. Panitia kerja dibentuk oleh komisi, gabungan koptsdan Legislasi, panitia khusus,
atau Badan Anggaran yang ditugaskan membahas @arcanndangundang yang
keanggotaannya paling banyak separuh dari jumladgata alat kelengkapan yang
membentuknya.

2. Panitia kerja bertugas membahas substansi rancanging-undang atau materi lain
yang diputuskan dalam rapat kerja komisi, rapajakgabungan komisi, rapat kerja
Badan Legislasi, rapat kerja panitia khusus, apatrkerja Badan Anggaran.

3. Rapat panitia kerja membahas substansi rancangaangrundang berdasarkan DIM,
yang dipimpin oleh salah seorang pimpinan komismpman gabungan komisi,
pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitiaskisudengan menteri yang diwakili
oleh pejabat eselon | yang membidangi materi ragemarundangundang yang sedang
dibahas.

4. Panitia kerja dapat membentuk tim perumus, timlkdan/atau tim sinkronisasi.

5. Keanggotaan tim perumus sebagaimana dimaksud patlg4q paling banyak 2/3 (dua
per tiga) dari jumlah anggota panja.

6. Keanggotaan tim kecil sebagaimana dimaksud pada(4yaaling banyak 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah anggota panja.
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7. Panitia kerja bertanggung jawab dan melaporkan kaganya pada rapat kerja komisi,
rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rppatitia khusus, atau rapat Badan
Anggaran.

Paragraf 4
Tim Perumusdan Tim Kecil
Pasal 145

1. Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangalangrundang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b dan hugsuai dengan keputusan rapat
kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yangldli oleh pejabat eselon | yang
membidangi materi rancangan undang-undang yanggetiaahas.

Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang piamppanitia kerja.

Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan kagdnya pada rapat panitia kerja.

w N

Pasal 146

1. Tim Kkecil bertugas merumuskan materi rancangan nmdadang konsideran
menimbang dan penjelasan umum atau sesuai dengatugan rapat kerja dan rapat
panitia kerja dengan menteri yang diwakili olehapajt eselon | yang membidangi materi
rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Rapat tim kecil dipimpin oleh salah seorang pimpipanitia kerja.

Tim kecil bertanggung jawab dan melaporkan hasjbkga pada rapat panitia kerja.

w N

Paragraf 5
Tim Sinkronisasi
Pasal 147

1. Keanggotaan tim sinkronisasi sebagaimana dimakalaindPasal 138 ayat (1) huruf d
paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggunja.

2. Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusanarggan undang-undang dengan

memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat paa@tia, dan hasil rumusan tim perumus

dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselgarig membidangi materi rancangan

undang-undang yang sedang dibahas.

Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seongingpinan panitia kerja.

Rancangan undang-undang hasil tim sinkronisaspaikan dalam rapat panitia kerja

untuk selanjutnya diambil keputusan.

hw

Paragraf 6

Pengambilan Keputusan
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Pasal 148

Pengambilan keputusan rancangan undang-undang dedpat kerja dilaksanakan
berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud patélagapat dilaksanakan apabila
dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggotaatafang terdiri atas lebih dari separuh
unsur fraksi.

Apabila dalam rapat panitia kerja tidak dicapaidpakatan atas suatu atau beberapa
rumusan rancangan undang-undang, permasalahaoréddapdalam Rapat Kerja untuk
selanjutnya diambil keputusan.

Apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatas suatu atau beberapa rumusan
rancangan undang-undang, pengambilan keputusakukila dalam rapat paripurna
setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan kegart sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 149

Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkakukan dengan acara:

~®o00T

pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badagidlasi, panitia khusus, atau
Badan Anggaran;

laporan panita kerja;

pembacaan naskah RUU;

pendapat akhir mini sebagai sikap akhir;

penandatanganan naskah RUU; dan

pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Panaain Tingkatll.

Pasal 150

Hasil Pembicaraan Tingkatl atas pembahasan rancangiang-undang yang dilakukan

oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, farkhusus, atau Badan Anggaran

dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri digdgn pada Pembicaraan Tingkatll

untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurng gatahului oleh :

a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapatfraksi, pendapat mini DPD,
dan hasil Pembicaraan Tingkatl;

b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tigphtéksi dan anggota secara lisan
yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan

c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh mgategy mewakilinya.

Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud padg1gyauruf b tidak dapat dicapai

secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputdilakukan berdasarkan suara

terbanyak.

Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapsg¢tppian bersama antara DPR

dan Presiden, rancangan undang-undang terseblt bdkeh diajukan lagi dalam

persidangan DPR masa itu.
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4. Rancangan undang-undang yang telah disetujui barsdem DPR dan Presiden yang
diwakili oleh menteri, disampaikan oleh pimpinan®Repada Presiden untuk disahkan
menjadi undang-undang.

5. Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimaalksduinpada ayat (3) dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) harij&eéerhitung sejak tanggal persetujuan
bersama

Bab VII
Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 151

1. Penyusunan rancangan APBN berpedoman pada renegagPkemerintah dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

2. Rancangan rencana kerja Pemerintah disusun oleherfpéam untuk dibahas dan
disepakati bersama dengan DPR.

3. Rencana kerja Pemerintah yang telah dibahas dapakati bersama dengan DPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi peddragh penyusunan rancangan
APBN untuk selanjutnya ditetapkan menjadi satu tkesadengan APBN, dan menjadi
acuan kerja Pemerintah yang ditetapkan dengan keguiPresiden.

Bagian Kedua
Pembicaraan Pendahuluan
Pasal 152

1. Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraadgbernuan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja negara dalam rapat parjpamg meliputi:
a. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakaskal tahun anggaran
berikutnya;
b. kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk digdikacuan bagi setiap
kementerian /lembaga dalam penyusunan usulan arggian
c. rincian unit organisasi, fungsi, program, dan kegia
2. Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makrgpdkok-pokok kebijakan fiskal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tangddeR@hun sebelumnya pada rapat
paripurna.
3. Apabila tanggal 20 Mei sebagaimana dimaksud padt(@y jatuh pada hari libur, rapat
paripurna dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya.
4. Fraksi menyampaikan pandangannya atas materi y@agnpaikan oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapaupaai
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5. Pemerintah memberikan tanggapan terhadap panddrajen sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dalam rapat paripurna.

6. Komisi dengan kementerian/lembaga melakukan ragafa kdan/atau rapat dengar
pendapat untuk membahas rencana kerja dan andgaremterian/ lembaga tersebut.

7. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran setzegaidimaksud pada ayat (6)
disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran.

8. Badan Anggaran melakukan rapat kerja dengan Petaerimtuk penyelesaian akhir
berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimakdadyat (6) dan ayat (7).

9. Badan Anggaran menyampaikan hasil rapat sebagaidiareksud pada ayat (8) dalam
rapat paripurna.

10.Pengaturan jadwal paripurna sebagaimana dimaksiaedgat (1), ayat (2), ayat (4), dan
ayat (9) disesuaikan dengan alokasi waktu pembahasabicaraan pendahuluan dan
sesuai dengan jadwal persidangan.

11.Pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN palifmatasalesai pada bulan Juli.

Bagian Ketiga

Pembahasan dan Penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara

Pasal 153

1. Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang terA®RN, disertai nota
keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepa&apaBa bulan Agustus
tahun sebelumnya.

2. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN theseita keuangan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada fraberilchn kesempatan untuk
menyampaikan pemandangan umum, yang disampaikamdapat paripurna.

3. Pemandangan umum fraksi, sebagaimana dimaksud @gata(2), disampaikan
sebelum memasuki pembahasan Pembicaraan Tingkatl.

4. Jawaban Pemerintah atas pemandangan umum fraksjaseiana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 154

1. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN thes®ta keuangan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), M@&mberikan pertimbangan
kepada DPR.

2. Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasarafgac Undang- Undang
tentang APBN kepada pimpinan DPD.

3. DPD menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimagadd ayat (1) kepada
Pimpinan DPR paling lambat 14 (empat belas) hapelsen diambil persetujuan
bersama antara DPR dan Presiden.

4. Pimpinan DPR menerima dan menindaklanjuti pertinghan tertulis terhadap
Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan rancaogdang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agamadisagpaikan oleh DPD.
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Pasal 155

1. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APB&ttebasota keuangannya
berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. rapat kerja diadakan oleh komisi dengan Pemerintatuk membahas alokasi
anggaran untuk program dan kegiatan kementeriabdgen dan hasil pembahasan
disampaikan ke Badan Anggaran secara tertulis; dan

b. rapat kerja penyelesaian terakhir Rancangan Untaugng tentang APBN
diadakan oleh Badan Anggaran dengan PemerintahBaak Indonesia dengan
memperhatikan pemandangan umum fraksi, jawaban fteaie saran dan pendapat
Badan Musyawarah, alokasi anggaran yang diputudé&kam rapat kerja komisi dan
Pemerintah mengenai anggaran untuk program daatkegiementerian/lembaga.

2. Anggota Badan Anggaran dari komisi membahas alakagparan kementerian/lembaga
yang telah diputuskan oleh komisi bersama Badangaragn dan hasil pembahasannya
disampaikan kembali kepada komisi yang bersanglagaara tertulis.

3. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejaktedimanya hasil pembahasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi bersaitra kerjanya membahas alokasi
anggaran, dan hasilnya disampaikan kepada Badagafang untuk mendapat penetapan.

4. Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undangngem®BN antara Badan
Anggaran dengan pemerintah pada akhir Pembicaraghail, dilakukan dengan acara:
a. pengantar Ketua Badan Anggaran;

b. laporan panita kerja;

c. pembacaan naskah Rancangan Undang-Undang tentddid; AP

d. pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi;

e. pendapat pemerintah;

f. penandatanganan naskah Rancangan Undang-Undaaggt@&RBN; dan

g. pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Peardan Tingkatll.

5. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayhliaf@rkan dalam rapat paripurna
untuk ditetapkan yang didahului dengan:

a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapatsebagai sikap akhir fraksi,
dan hasil Pembicaraan Tingkatl;

b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tigphtéksi dan anggota secara lisan
yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan

c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh mgateg mewakilinya.

6. Hasil penetapan rencana kerja anggara kementemaogélga sebelum disampaikan ke
Menteri Keuangan terlebih dahulu disetujui dan rdistangani oleh pimpinan komisi
terkait, untuk selanjutnya diproses menjadi dafigran perancanaan anggara
kementerian/lembaga.

Bagian Keempat

Dana Alokass Umum dan Dana Alokasi Khusus
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Pasal 156

1. Badan Anggaran membahas dana alokasi umum denganpertenbangkan masukan
dari DPD.

2. Badan Anggaran menerima usulan program-program gkag didanai oleh dana alokasi
khusus berdasarkan kriteria teknis dari komisi.

3. Badan Anggaran bersama Pemerintah melakukan sisksdrdan penetapan atas usulan
program dan alokasi dana alokasi khusus dari kodasi selanjutnya menyampaikan
hasil penetapan tersebut kepada komisi terkaitasgsmuoritas program dana alokasi
khusus.

Bagian Kelima

Penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggar an Pendapatan
dan Belanja Negara

Pasal 157

1. Pembahasan terhadap Perubahan atas APBN dilakidaBadan Anggaran dan komisi
terkait dengan pemerintah paling lama 1 (satu) rowdalam masa sidang setelah
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas AlRBMan oleh Pemerintah
kepada DPR.

2. Untuk pengambilan keputusan dalam Pembicaraan @&ihglerhadap Rancangan
Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN, berledtentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4).

3. Hasil pembahasan Pembicaraan Tingkatl sebagaimamaksld pada ayat (2)
disampaikan oleh Badan Anggaran dalam rapat padpur

4. Untuk acara rapat paripurna sebagaimana dimaksdd pgat (3), berlaku ketentuan
dalam Pasal 155 ayat (5).

Bagian Keenam

Pembahasan dan Penetapan Rancangan Undang-Undang T entang Pertanggungjawaban
Pdlaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Pasal 158

1. Pemerintah menyampaikan pokok-pokok Rancangan Upndadang tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dalam rapgiupea kepada DPR berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPKndmsdé&lambatnya 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

2. Fraksi menyampaikan pandangannya terhadap matercaRgan Undang- Undang
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN yasanpaikan oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapaupaai

3. Pemerintah memberikan tanggapan terhadap panddrajesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam rapat paripurna.
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BPK menyampaikan laporan keuangan Pemerintahan pada rapat paripurna.

Badan Anggaran melakukan pembahasan Rancangan dJbdaiang tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dengan membpenjkan pemandangan

umum fraksi, tanggapan Pemerintah, saran dan pah&agan Musyawarah, keputusan

rapat kerja komisi dengan Pemerintah serta lapkgaangan Pemerintahan pusat.

6. Pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undeaggté’ertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling laga(tiga) bulan setelah
disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporannganaPemerintah oleh BPK ke
DPR.

7. Badan Anggaran melakukan pembahasan rancangan ginddang sebagaimana
dimaksud pada ayat (6).

8. Sebelum penetapan rancangan undang-undang sebagaditaaksud pada ayat (5)
BAKN dapat menyampaikan telaahannya terhadap lapkeaangan Pemerintah pusat
yang telah diaudit oleh BPK kepada Badan Anggaran.

9. Untuk pengambilan keputusan dalam Pembicaraan @&thgterhadap Rancangan
Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban PelaksahB8N, berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4).

10.Hasil pembahasan Pembicaraan Tingkatl sebagaimamaksud pada ayat (9)
disampaikan oleh Badan Anggaran dalam rapat paaour

11.Untuk acara rapat paripurna sebagaimana dimaksdd pgat (3), berlaku ketentuan

dalam Pasal 155 ayat (5)

ok

Bab VIII
Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 159

1. DPR mempunyai fungsi pengawasan.

2. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada pgdaklikan terhadap:
a. pelaksanaan undang-undang;
b. pelaksanaan keuangan negara; dan
c. kebijakan Pemerintah.

Pasal 160

1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1692aydilaksanakan melalui
pelaksanaan hak DPR sebagaimana diatur dalam kate®ab IX tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak DPR.

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (lyatfitdéan melalui pelaksanaan
tugas pengawasan komisi sebagaimana diatur dalaemtken Bab V tentang Alat
Kelengkapan.

3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5@ pymruf b dapat dilakukan
melalui:

a. pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusatefangliaudit oleh BPK;
b. hasil pemeriksaan semester BPK;
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tindak lanjut hasil pemeriksaan semester BPK;

hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK;
hasil pengawasan DPD; dan/atau

pengaduan masyarakat.

~® Qo

4. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152)ayapat dilaksanakan melalui
pembentukan tim sebagaimana diatur dalam ketef@aan/ tentang Alat Kelengkapan.

5. Dalam melaksanakan pengawasan, DPR dapat melakudtesultasi dengan lembaga
Negara lain sebagaimana diatur dalam ketentuan XBébtentang Konsultasi dan
Koordinasi Sesama Lembaga Negara

Bab | X
Tata Cara Pelaksanaan Hak DPR

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 161
DPR mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.
Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Hak Interpelasi
Pasal 162

1. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pa6al Huruf a diusulkan oleh paling
sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota dan lelaih 1 (satu) fraksi.
2. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pgdt (1) diserta i dengan
dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakaneRetah yang akan dimintakan
keterangan; dan
b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 163
1. Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalaral R&2 disampaikan oleh pengusul
kepada pimpinan DPR.

2. Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada (@yadiumumkan oleh pimpinan
DPR dalam rapat paripurna dan dibagikan kepadauseanggota.
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3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan ragptume atas usul interpelasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat m&arbekesempatan kepada
pengusul untuk memberikan penjelasaan atas usupedlsinya secara ringkas.

4. Selama usul hak interpelasi sebagaimana dimaksda agat (1) belum disetujui oleh
rapat paripurna pengusul berhak mengadakan penuloi@mamenarik usulnya kembali.

5. Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dichakada ayat (4) harus
ditandatangani oleh semua pengusul dan disampd&&pada pimpinan DPR secara
tertulis dan pimpinan membagikan kepada selurulg@ag

6. Dalam hal jumlah penandatangan usul hak interpelgsig belum memasuki
Pembicaraan Tingkatl menjadi kurang dari jumlahagebmana dimaksud dalam Pasal
162 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatasghingga jumlahnya
mencukupi.

7. Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatangahhek interpelasi sebelum dan pada
saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oletiaBaMusyawarah, yang berakibat
terhadap jumlah penandatangan tidak mencukupi agbaga dimaksud dalam Pasal
162 ayat (1), Ketua rapat paripurna mengumumkaigy®@iuran diri tersebut dan acara
rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atalangitkan setelah jumlah
penandatangan mencukupi.

8. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat parigardapat anggota yang menyatakan
ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan meuoiikan tandatangan pada lembar
pengusul, Ketua rapat paripurna mengumumkan haeltet dan rapat paripurna
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapajudian.

9. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jurpkamandatangan yang dimaksud
tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 164

1. Apabila usul hak interpelasi tersebut disetujuiaggetd interpelasi DPR, pimpinan DPR
menyampaikannya kepada Presiden dan mengundangdePresntuk memberikan
keterangan.

2. Terhadap keterangan Presiden, sebagaimana dimagadd ayat (1), diberikan
kesempatan kepada pengusul dan anggota yang kaik mmengemukakan pendapatnya.

3. Atas pendapat pengusul dan/atau anggota yangdebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Presiden memberikan jawabannya.

4. Keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dithg@kesla ayat (2) dan ayat (3),
dapat diwakilkan kepada Menteri/pejabat terkait.

Pasal 165

1. Dalam hal DPR menolak keterangan dan jawaban Rmesisebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 6 4 ayat (1) dan ayat (3) dapat meradi@n hak menyatakan pendapat.

2. Dalam hal DPR menerima keterangan dan jawaban amhaga dimaksud dalam Pasal
164 ayat (1) dan ayat (3) usul hak interpelasi atiayan selesai, dan materi interpelasi
tersebut tidak dapat diusulkan kembali.

3. Apabila sampai waktu penutupan masa sidang yargabgkutan ternyata tidak ada usul
pernyataan pendapat yang diajukan, sebagaiman&slichgpada ayat (1), pembicaraan
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mengenai permintaan keterangan kepada Presidebu¢idinyatakan selesai dalam rapat
paripurna

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Hak Angket
Pasal 166

1. Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16fthdiusulkan oleh paling sedikit
25 (dua puluh lima) orang anggota dan lebih ddsiatu) fraksi.

2. Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud patddlaydisertai dengan dokumen
yang memuat sekurang-kurangnya:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undangundaiggakan diselidiki; dan
b. alasan penyelidikan.

Pasal 167

1. Usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pagabis@mpaikan oleh pengusul
kepada pimpinan DPR.

2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumlempampinan DPR dalam rapat
paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.

3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rappurpen atas usul hak angket
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat m&arbekesempatan kepada
pengusul untuk memberikan penjelasaan atas usidrigliet secara ringkas.

4. Selama usul hak angket sebagaimana dimaksud pat&layelum disetujui oleh rapat
paripurna pengusul berhak mengadakan perubahamelaaik usulnya kembali.

5. Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dichakada ayat (4) harus
ditandatangani oleh semua pengusul dan disampd&&pada pimpinan DPR secara
tertulis dan pimpinan membagikan kepada selurulg@ag

6. Dalam hal jumlah penandatangan usul hak angket pahgn memasuki Pembicaraan
Tingkatl menjadi kurang dari jumlah sebagaimanaattisnd dalam Pasal 166 ayat (1),
harus diadakan penambahan penandatangan sehingganya mencukupi.

7. Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatangan hiak angket sebelum dan pada
saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan olelaBaMusyawarah, yang berakibat
terhadap jumlah penandatangan tidak mencukupi agbaga dimaksud dalam Pasal
166 ayat (1), Ketua rapat paripurna mengumumkagypeiuran diri tersebut dan acara
rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atalangitkan setelah jumlah
penandatangan mencukupi.

8. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat parigardapat anggota yang menyatakan
ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkaatirgan pada lembar pengusul,
Ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebutrdpat paripurna sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.

9. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jurpmandatangan yang dimaksud
tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.
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Pasal 168

1. Dalam hal rapat paripurna memutuskan untuk menyietisul mengadakan angket, DPR
membentuk panitia khusus yang dinamakan panitigeing

2. Keputusan DPR untuk mengadakan angket mencakup pegantuan biaya panitia
angket.

3. Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat rf1dydd (2) disampaikan kepada
Presiden dan diumumkan dalam Berita Negara.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V bagisebklas tentang panitia khusus
berlaku bagi panitia angket sebagaimana dimaksdd agat (1).

Pasal 169

1. Dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus keneainta pejabat negara, pejabat
pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat ommberikan keterangan.

2. Panitia khusus meminta kehadiran pejabat negajabatepemerintah, badan hukum,
atau warga masyarakat secara tertulis dalam jangaékiu yang cukup dengan
menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadxlekganaannya.

3. Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajilr laduk memberikan keterangan,
termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segklangm yang diperlukan kepada
panitia khusus.

4. Panitia khusus dapat menunda pelaksanaan rapatatalkbtidakhadiran pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suaanatang dapat diterima.

5. Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayaték) hadir tanpa alasan yang dapat
diterima atau menolak hadir, panitia khusus dapaiimta sekali lagi kehadiran yang
bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.

6. Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayatiqdk memenuhi permintaan
kehadiran yang kedua tanpa alasan yang dapatnditeatau menolak hadir, bagi yang
bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh aparsg parwajib yaitu kepolisian atau
kejaksaan atas permintaan panitia khusus.

7. Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud g#da(5) tidak dipenuhi tanpa
alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disapalerg lama 15 (lima belas) hari oleh
aparat yang berwajib, sesuai dengan peraturan ge@ngaondangan.

Pasal 170

1. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, panitia amg&etyampaikan laporan dalam rapat
paripurna, kemudian laporan tersebut dibagikan d@galuruh anggota.

2. Pengambilan keputusan tentang laporan panitia asgkagaimana dimaksud pada ayat
(1), didahului dengan laporan hasil panitia anglat pendapat akhir fraksi, kemudian
keputusan tersebut disampaikan kepada Presiden.

3. DPR dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimanakdimd pada ayat (2) sesuai
dengan kewenangan DPR menurut peraturan perundefaggan.
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Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Hak M enyatakan Pendapat
Pasal 171

1. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud d®dsal 161 huruf c diusulkan
oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang artggo

2. Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaiman&sdionpada ayat (1) disertai
dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
a. materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapa
b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hgked; atau
c. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya andatau materi dan bukti yang

sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagsidPn dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 172

1. Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimakdach dPasal 171 disampaikan
oleh pengusul kepada pimpinan DPR.

2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumlempampinan DPR dalam rapat
paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.

3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapptipen atas usul menyatakan
pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) deaat damberikan kesempatan
kepada pengusul untuk memberikan penjelasaan stdsmenyatakan pendapat nya
secara ringkas.

4. Selama usul hak menyatakan pendapat sebagaimarekstich pada ayat (1) belum
disetujui oleh rapat paripurna pengusul berhak méakan perubahan dan menarik
usulnya kembali.

5. Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dichaksada ayat (4) harus
ditandatangani oleh semua pengusul dan disampd&&pada pimpinan DPR secara
tertulis dan pimpinan membagikan kepada selurulg@ag

6. Dalam hal jumlah penandatangan usul menyatakanapanhdyang belum memasuki
Pembicaraan Tingkatl menjadi kurang dari jumlahagabmana dimaksud dalam Pasal
171 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatasghingga jumlahnya
mencukupi.

7. Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatangam tak menyatakan pendapat
sebelum dan pada saat rapat paripurna yang tgkdwdikan oleh Badan Musyawarah,
yang berakibat terhadap jumlah penandatangan tigaicukupi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 171 ayat (1), Ketua rapat paripurnagmmaomkan pengunduran diri
tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu ddipahda dan/atau dilanjutkan setelah
jumlah penandatangan mencukupi.

8. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat parigardapat anggota yang menyatakan
ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengmbubuhkan tandatangan pada
lembar pengusul, Ketua rapat paripurna mengumurhkhtersebut dan rapat paripurna
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapajuian.
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9. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jurpmandatangan yang dimaksud
tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 173

1. Dalam hal rapat paripurna menyetujui usul hak mekgmn pendapat, rapat paripurna
membentuk panitia khusus.

2. Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayatm@akukan pembahasan dengan
Presiden.

3. Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksadayatl (2) , Presiden dapat
diwakilkan oleh Menteri atau pejabat terkait

4. Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayatpdfitia khusus dapat
mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapagtdanapat dengar pendapat umum
dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk pehgusu

Pasal 174

1. Setelah pembahasan sebagaimana dimaksud dalaniPasglat (2), dilanjutkan dengan
pengambilan keputusan dalam rapat paripurna untwdnyetujui atau menolak
pernyataan pendapat tersebut.

2. Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud padglaydihadiri oleh sekurang-
kurangnya lebih dari separuh dari seluruh anggota.

3. Keputusan untuk menyetujui atau menolak pernyapesmaapat, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus didukung oleh lebih dari s¢panggota yang hadir dalam rapat
tersebut.

4. Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud patg2yyalihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota.

5. Keputusan untuk menyetujui atau menolak pernyap@smadapat, sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), harus didukung oleh sekurang-kusen@3 (dua pertiga) dari anggota
yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 175

1. Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapgtygapa dugaan bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelaagdaikum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidars lainnya atau perbuatan tercela
maupun tidak memenuhi syarat sebagai Presidentdan/igakil Presiden, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf c, disakapdiepada Mahkamah Konstitusi
untuk mendapatkan putusan.

2. Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat yahg dimaksud pada ayat
(1), disampaikan kepada Presiden.
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Pasal 176

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan membenarkemdapat DPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1), DPR menyeleakgarrapat paripurna untuk meneruskan
usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presigeada Majelis Permusyawaratan Rakyat

N =

o g

Bab X
Tata Cara Pelaksanaan Hak Anggota

Bagian Kesatu
Hak Mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang
Pasal 177

Anggota mempunyai hak mengajukan usul rancangaangadndang.

Ketentuan mengenai tata cara mengajukan usul rganamndang-undang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dakmVIi Tentang Tata Cara
Pembentukan Undang-Undang.

Bagian Kedua
Hak M engajukan Pertanyaan
Pasal 178

Anggota mempunyai hak mengajukan pertanyaan.

Apabila pertanyaan, sebagaimana dimaksud pada (&yadiajukan kepada Presiden,
pertanyaan tersebut disusun secara tertulis, dind&a jelas, serta disampaikan kepada
pimpinan DPR.

Pasal 179

Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksudhd@ésal 178 ayat (1) dapat

disampaikan anggota secara lisan atau tertulisrdedpat DPR sesuai dengan ketentuan
Peraturan DPR ini.

Dalam mengajukan pertanyaan dalam rapat, anggdédbite dahulu mendaftar kepada

ketua rapat.

Hak mengajukan pertanyaan dalam rapat diberikdebibrdahulu kepada anggota yang

datang lebih awal.

Terhadap anggota yang datang terlambat lebih datliha belas) menit setelah acara
rapat dibuka untuk dimulai oleh ketua rapat, halhgagukan pertanyaan dalam rapat
tidak diberikan.

Hak mengajukan pertanyaan, tidak boleh melebihitwadktiga) menit.

Ketua rapat mempunyai hak menghentikan anggota yergajukan pertanyaan apabila
melebihi waktu yang telah ditetapkan.
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7. Dalam hal anggota ingin menambah waktu untuk melkgaj pertanyaan dalam rapat
harus mendapat izin dari ketua rapat.

8. Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kalegecara singkat dan jelas.

9. Dalam hal dipandang perlu, ketua rapat dapat memamggota untuk memperjelas
pertanyaan yang diajukannya.

10.Anggota yang meninggalkan ruang rapat setelah mgteaga pertanyaan, diberikan
jawaban atas pertanyaan setelah anggota yang pkutan berada dalam ruang rapat
atau tidak diberikan jawaban apabila anggota yargamgkutan tidak kembali ke dalam
ruang rapat sampai waktu rapat ditutup oleh kedpatr

Pasal 180

1. Dalam hal anggota mengajukan pertanyaan sebagairaa&sud dalam Pasal 178 ayat
(2), dapat meminta agar pertanyaannya dijawabtekiden secara lisan atau tertulis.

2. Dalam hal anggota mengajukan pertanyaan sebagaimiamaksud pada ayat (1),
Pimpinan DPR paling lama 7 (tujuh) hari terhiturgjak tanggal menerima pertanyaan
dari anggota, dapat meminta penjelasan kepada tngaeg mengajukan pertanyaan.

3. Penjelasan dari anggota sebagaimana dimaksud dajanh (2) diberikan kepada
pimpinan paling lambat 3 (tiga) hari.

4. Pimpinan DPR menyampaikan pertanyaan sebagaimareksiid pada ayat (1) kepada
Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari keggmk pertanyaan diterima oleh
pimpinan DPR.

5. Dalam hal pimpinan DPR tidak meminta penjelasaragaimana dimaksud pada ayat
(2), pertanyaan disampaikan kepada Presiden.

6. Pertanyaan yang diajukan oleh anggota kepada Bresidnjadi lampiran surat pimpinan
DPR kepada Presiden.

7. Pimpinan DPR tidak dapat mengubah isi dan/atau redmajki rumusan pertanyaan
anggota.

Pasal 181

1. Dalam hal pimpinan DPR menerima surat jawaban pgatn dari Presiden, pimpinan
mengumumkan dan membagikan surat jawaban pertanyessiden kepada anggota
dalam rapat paripurna DPR.

2. Apabila jawaban pertanyaan sebagaimana dimakswmndalyat (1) disampaikan oleh
Presiden secara tertulis, tidak diadakan pembinaseeara lisan.

3. Dalam hal Presiden menjawab pertanyaan secarg Bsatan Musyawarah menentukan
jadwal rapat paripurna untuk mendengarkan jawabasiden sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

4. Penyampaian jawaban Presiden, sebagaimana dimp&dachyat (2) dan ayat (3), dapat
diwakilkan kepada Menteri/pejabat terkait.

5. Dalam hal anggota tidak dapat menerima jawaban g@éampaikan Presiden, anggota
yang mengajukan pertanyaan dapat menindaklanjatiqpgannya dalam rapat kerja.

6. Dalam hal jawaban Presiden mengemukakan kebijaké&urk unengatasi permasalahan
yang terkait dengan pertanyaan anggota, anggott dagnindaklanjutinya melalui rapat
kerja.
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8.

9.

Bagian Ketiga
Hak M enyampaikan Usul dan Pendapat
Pasal 182

Anggota berhak menyampaikan usul dan pendapat mangeatu hal, baik yang sedang
dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalamatrap

Dalam menyampaikan usul dan pendapat dalam rapggota mendaftar pada ketua
rapat.

Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapatildibeterlebih dahulu kepada
anggota yang datang lebih awal.

Terhadap anggota yang datang terlambat lebih &afliha belas) menit setelah acara
rapat dibuka untuk dimulai oleh ketua rapat, hakyaenpaikan usul dan pendapat dalam
rapat tidak dapat digunakan.

Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapak kidleh melebihi waktu 5 (lima)
menit.

Ketua rapat mempunyai hak menghentikan usul dawagpet anggota yang melebihi
waktu yang telah ditetapkan.

Dalam hal anggota ingin menambah waktu menyampaikahdan pendapat dalam rapat
harus mendapat izin dari ketua rapat.

Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada aydafht diajukan secara lisan dan/
atau tertulis, singkat, dan jelas kepada ketua.rapa

Apabila diperlukan, ketua rapat dapat meminta atsggang menyampaikan usul dan
pendapat untuk memperjelas usul dan pendapatnya.

10.Anggota yang meninggalkan ruang rapat setelah mepg&an usul dan pendapat,

diberikan tanggapan atas usul dan pendapat setalzdpta yang bersangkutan berada
dalam ruang rapat atau tidak diberikan tanggapabipanggota yang bersangkutan
tidak kembali ke dalam ruang rapat sampai waktatrdjputup oleh ketua rapat.
Bagian Keempat
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 183

1. Anggota mempunyai hak memilih dan dipilih untuk meduki jabatan tertentu pada alat

2.

kelengkapan DPR.
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak rhewidn dipilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dRdeaturan DPR ini.
Bagian Kelima
Hak Membela Diri

Pasal 184
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1. Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sumpgih/jeode etik, dan/atau tidak
melaksanakan kewajiban sebagai anggota diberi keglamuntuk membela diri dan/atau
memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

2. Tata cara membela diri dan/atau memberikan ketaradgatur dengan Peraturan DPR
tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Keenam
Hak Imunitas
Pasal 185

1. Anggota mempunyai hak imunitas.

2. Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilamelka pernyataan, pertanyaan,
dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik sasararhaupun tertulis di dalam rapat
DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan defgagsi serta tugas dan wewenang
DPR.

3. Anggota tidak dapat diganti antarwaktu karena pa@agn, pertanyaan, dan/atau
pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rap& DBRupun di luar rapat DPR yang
berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenaiy DP

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bddikku dalam hal anggota yang
bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepdéam rapat tertutup untuk
dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalamnkes® mengenai rahasia negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Bagian Ketujuh
Hak Protokoler
Pasal 186
Pimpinan dan anggota mempunyai hak protokoler.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak pletatebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

N =

Bagian Kedelapan
Hak Keuangan dan Administratif
Pasal 187
1. Pimpinan dan anggota mempunyai hak keuangan daimisthatif.
2. Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggeb@gaimana dimaksud pada ayat

(1) disusun oleh pimpinan DPR dan diatur sesuagaerketentuan peraturan perundang-
undangan
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Bab XI
Tata Cara Pemilihan Pimpinan MPR dari DPR

Pasal 188

1. Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua ybesal dari DPR dan 4 (empat)
orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) oramadsilnketua berasal dari anggota dan 2
(dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DP&ngyditetapkan dalam sidang
paripurna MPR.

2. Pimpinan MPR yang berasal dari DPR sebagaimanakdimapada ayat (1) dipilih
secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkamdalpat paripurna DPR.

3. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana kdumapada ayat (2) tidak
tercapai, pimpinan MPR yang berasal dari DPR dhipdari dan oleh anggota dan
ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Pasal 189

1. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimgia&si untuk menentukan jadwal
pemilihan pimpinan MPR yang berasal dari DPR.

2. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diekudalam rapat paripurna
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimanakdimapada ayat (2) tidak
tercapai, pemilihan dilakukan dengan suara tertdanya

4. Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayaatél) ayat (3) ditetapkan dengan
keputusan DPR.

5. Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat fdingdaikan kepada pimpinan
sementara MPR

Bab XI|
Menghadirkan Seseorang Untuk Dimintai Keterangan

Pasal 190

1. DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bemnkaknta pejabat negara,
pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyaratuk memberikan keterangan
tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepgati bangsa dan negara.

2. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badamfuwatau warga masyarakat wajib
memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud gatéla.

3. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badamfhuatau warga masyarakat yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada2)ydikenakan panggilan paksa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

4. Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud gpata(3) tidak dipenuh i tanpa
alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disapdeng lama 15 (lima belas) hari
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga
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5. Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dithgkada ayat (4) habis masa
jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yangabgksitan dilepas dari penyanderaan
demi hukum

Bab XIlI1
M engajukan dan M emberikan Persetujuan, atau Memberikan Pertimbangan/ Konsultasi,
Berdasar kan M ufakat

Bagian Kesatu

M engajukan, Memberikan Persetujuan, atau M emberikan Pertimbangan Atas Keputusan
Berdasar kan Mufakat

Pasal 191

1. Dalam hal peraturan perundang-undangan menentulgar ®PR mengajukan,
memberikan persetujuan, atau memberikan pertimipaage calon untuk mengisi suatu
jabatan, rapat paripurna menugaskan kepada BadayawWarah untuk menjadwalkan
dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait.

2. Tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan isetagadimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan, meliputi:

a. penelitian administrasi,

b. penyampaian visi dan misi;

c. uji kelayakan (fit and proper test);
d. penentuan urutan calon; dan/atau
e. diumumkan kepada publik.

Pasal 192
1. Jumlah calon yang diajukan atau diberikan persetujgebagaimana dimaksud dalam
Pasal 191 ayat (1), sesuai dengan ketentuan pamgiarundang- undangan.
2. Hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud d@ésal 191 ayat (2), dilaporkan
dalam rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnysagitan dalam rapat paripurna.
Pasal 193
Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan mia@ntagar DPR memberikan
pertimbangan/konsultasi, pertimbangan/konsultassetmut diberikan oleh pimpinan DPR
bersama pimpinan komisi terkait dan pimpinan frakecuali Badan Musyawarah menentukan
lain.

Bagian Kedua

Pemberian Pertimbangan Terhadap Calon Duta Besar Negar a Sahabat
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Pasal 194

Pemberian pertimbangan terhadap calon duta begmransahabat untuk Republik Indonesia
dalam masa sidang DPR dilakukan sebagai berikut:

a.

surat pencalonan Duta Besar negara sahabat untopkbRe Indonesia yang disampaikan
oleh Presiden kepada pimpinan DPR, dan pimpinan Diefhberitahukan dalam rapat
paripurna terdekat tanpa menyebut nama dan negagarn;

surat pencalonan tersebut dibahas dalam konsaltsia pimpinan DPR, pimpinan komisi
terkait, dan pimpinan fraksi secara rahasia; dan

hasil pembahasan konsultasi tersebut oleh pimpDBR disampaikan kepada Presiden
secara rahasia.

Pasal 195

Pemberian pertimbangan terhadap calon duta begmransahabat untuk Republik Indonesia
dalam masa reses dilakukan sebagai berikut:

a.

surat pencalonan duta besar negara sahabat unpuiblikelndonesia yang disampaikan oleh
Presiden kepada pimpinan DPR, oleh pimpinan DPRraedisampaikan kepada pimpinan
fraksi secara rahasia;

surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, segerhadilolalam pertemuan konsultasi antara
pimpinan DPR dengan pimpinan komisi terkait, dangnan fraksi secara rahasia;

hasil pembahasan konsultasi tersebut segera diganpaleh pimpinan DPR kepada
Presiden secara rahasia; dan

dalam rapat paripurna pada masa sidang berikupgnyginan DPR memberitahukan bahwa
telah dilakukan pembahasan terhadap surat Presidagenai pencalonan duta besar negera
sahabat tersebut tanpa menyebut nama dan negaiarpen

Pasal 196

Pemberian pertimbangan terhadap calon duta begaubRe Indonesia untuk negara sahabat
dilakukan sebagai berikut:

a.

Qo

surat pencalonan duta besar Republik Indonesikurggara sahabat yang disampaikan oleh
Presiden kepada pimpinan DPR,dan pimpinan DPR asem@mberitahukan dalam rapat

paripurna terdekat tanpa menyebut nama dan negasima;

rapat paripurna tersebut menugaskan komisi tedkditk membahasnya secara rahasia;

hasil pembahasan komisi terkait dilaporkan kepachipipan DPR; dan

pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan koraikait kepada Presiden secara
rahasia.

Bagian Ketiga

Memberikan Persetujuan Terhadap Pemindahtanganan Aset Negara dan Perjanjian yang

Berakibat L uas dan M endasar Bagi Kehidupan Rakyat
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Pasal 197

DPR memberikan persetujuan terhadap pemindahtangaas®et negara yang menjadi
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturandaeghundangan dan terhadap perjanjian
yang berakibat luas dan mendasar bagi kehiduparatrglang terkait dengan beban keuangan
negara.

Pasal 198

1. Pemindahan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasalidéimpaikan dengan surat
Presiden kepada pimpinan DPR.

2. Pimpinan DPR membacakan surat sebagaimana dimglsia ayat (1) dalam rapat
paripurna.

3. Bamus menugaskan komisi terkait untuk membahasnuEhan aset dengan Pemerintah.

4. Hasil keputusan rapat komisi dilaporkan dalam rgpatipurna untuk mendapatkan
persetujuan.

Pasal 199

1. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1@mpékan dengan surat Presiden
kepada pimpinan DPR.

2. Pimpinan DPR membacakan surat sebagaimana dimglsia ayat (1) dalam rapat
paripurna

3. Badan Musyawarah menugaskan komisi terkait untuknlpadas pemberian persetujuan
terhadap perjanjian sebagaimana dimaksud pad413yd¢ngan Pemerintah.

4. Hasil keputusan rapat komisi dilaporkan dalam rgpatipurna untuk mendapatkan
persetujuan.

Bagian Keempat
Pemilihan Anggota BPK
Pasal 200

1. DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pbairgan DPD.
2. Pemilihan anggota BPK dilakukan oleh alat kelengkagyang ditugasi oleh Badan
Musyawarah.

Pasal 201

1. Pimpinan DPR memberitahukan rencana pemilihan @aaggieK kepada pimpinan DPD,
dengan disertai dokumen kelengkapan persyaratam @alggota BPK sebagai bahan
DPD untuk memberikan pertimbangan atas calon aagBBK, paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum alat kelengkapan DPR memproses pela&s pemilihan anggota BPK.

2. Penyampaian pertimbangan DPD sebagaimana dimalexlad gyat (1) diberikan secara
tertulis, tertutup, dan rahasia kepada pimpinan DPR
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Pasal 202

1. Pertimbangan seba gaimana dimaksud dalam Pasaldig@éhpaikan secara tertulis
kepada pimpinan DPR paling lambat 3 (tiga) hariekeh hari pelaksanaan pemilihan
dan diteruskan oleh pimpinan DPR kepada alat k&bman DPR yang melakukan
pemilihan untuk digunakan sebagai bahan pertimbanga

2. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan seleksi pgenbahasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) berlaku untuklpem anggota BPK.

3. Hasil pemilihan anggota BPK oleh alat kelengkapa®RDdilaporkan dalam rapat
paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPR.

4. Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggapat paripurna, pimpinan DPR
mengirimkan calon terpilih anggota BPK kepada Resiuntuk diresmikan dengan
keputusan Presiden

Bab X1V
Representasi Rakyat dan Partisipasi M asyar akat

Bagian Kesatu
Representasi Rakyat
Pasal 203

1. Fungsi DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ard@mh dalam kerangka
representasi rakyat.

2. Dalam melaksanakan representasi rakyat sebagaidiareksud pada ayat (1), dapat
dilakukan dengan kunjungan kerja.

3. Hasil kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada(2ydapat dijadikan bahan dalam
rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengdapat umum.

4. Selain dengan cara sebagaimana dimaksud pada Zyanggota dalam satu daerah
pemilihan dapat membentuk rumah aspirasi.

5. Rumah aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayate(d)ngsi untuk menerima dan
menghimpun aspirasi masyarakat.

Pasal 204

1. Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaks$am @asal 203 ayat (2) dilakukan
untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah gemiknggota.

2. Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayadildyukan ke daerah pemilihan
paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulémua6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun,
dengan waktu paling lama 5 (lima) hari ,yang ditadekan di luar masa reses dan di luar
sidang-sidang DPR.

3. Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada @yatmenjadi bahan untuk
melaksanakan fungsi DPR.

4. Tata cara penyerapan aspirasi masyarakat oleh &ndigdur oleh fraksi.
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Pasal 205

. Dalam menjalankan fungsi rumah aspirasi sebagairdenaksud dalam Pasal 203 ayat

(5), dapat dibentuk koordinator.

. Rumah aspirasi didukung oleh anggaran serta pegsa@g dibebankan pada anggaran

DPR.

Pasal 206

Anggota dan anggota DPD yang mewakili provinsi yaagia dapat saling berkoordinasi dan
berkonsultasi.

Pasal 207

Anggota dapat melakukan koordinasi dengan peméridéerah dan instansi terkait di daerah
pemilihannya.

Bagian Kedua
Partisipasl M asyar akat

Pasal 208

Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisdatda tertulis kepada DPR dalam proses:

"0 oY

penyusunan dan penetapan Prolegnas;

penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang;
pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN;
pengawasan pelaksanaan undang-undang; dan
pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Pasal 209

. Dalam hal masukan diberikan secara tertulis daleoegs sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 208 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf esukan disampaikan kepada anggota
dan/atau pimpinan alat kelengkapan.

. Dalam hal masukan diberikan dalam proses sebagairdemaksud dalam Pasal 208

huruf ¢, masukan disampaikan kepada pimpinan komisi

. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2yatlisampaikan dengan

menyebutkan identitas yang jelas ditujukan kepadspipan DPR, pimpinan komisi,

pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khugus)pinan Badan Legislasi, atau
pimpinan Badan Anggaran, yang menyiapkan dan memarqembahasan rancangan
undang-undang serta melakukan pengawasan pelaksanadang-undang, atau
kebijakan pemerintah.

. Dalam hal masukan sebagaimana dimaksud pada gydisénpaikan kepada pimpinan

DPR, masukan diteruskan kepada pimpinan komisi,pjian gabungan komisi,
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pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislatgu pimpinan Badan Anggaran,
yang menyiapkan rancangan undang-undang.

Pasal 210

1. Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, pimpkwanisi, pimpinan gabungan
komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan islegi, atau pimpinan Badan
Anggaran, menentukan waktu pertemuan dan jumlamgongang diundang dalam
pertemuan.

2. Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpipanitia khusus, pimpinan Badan
Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran menyampaikelangan kepada orang yang
diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daglatkan dalam bentuk rapat
dengar pendapat umum, pertemuan dengan pimpinarsik@mpinan gabungan komisi,
pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislatgu pimpinan Badan Anggaran,
atau pertemuan dengan pimpinan komisi, pimpinamumggdn komisi, pimpinan panitia
khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinanaBadnggaran didampingi oleh
beberapa anggota yang terlibat dalam penyiapammngaa undang-undang.

4. Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayaig@jadi bahan masukan terhadap
rancangan undang-undang yang sedang dipersiapkan.

Pasal 211

Pimpinan alat kelengkapan yang menerima masukaagaghana dimaksud dalam Pasal 209
dan Pasal 210 menyampaikan informasi mengenaikiilaggut atas masukan kepada masyarakat
melalui surat atau media elektronik

Bab XV
Konsultasi dan Koordinasi Sesama Lembaga Negara

Pasal 212

1. Konsultasi dan koordinasi antara DPR dengan lemibagara yang lain dilaksanakan
dalam bentuk:

a. pertemuan antara pimpinan DPR dengan Presiden,iimm®PR, pimpinan DPD,
pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Konstjtatau pimpinan BPK
berdasarkan keputusan DPR;

b. pertemuan antara pimpinan DPR bersama unsur pimpireksi DPR dengan
pimpinan MPR, pimpinan DPD, pimpinan Mahkamah Agupighpinan Mahkamah
Konstitusi, atau pimpinan BPK;

c. pertemuan antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pgiampinan alat kelengkapan
DPR lainnya yang ruang lingkup tugasnya terkait gaen pokok masalah yang
dibahas dengan pimpinan MPR, pimpinan DPD, pimpihdd@hkamah Agung,
pimpinan Mahkamah Konstitusi, atau pimpinan BPlauat
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d. pertemuan antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi,alahkelengkapan DPR lainnya
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan pimpdza/atau unsur jajaran
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPD, atau BPK.

Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara pimpiD@R, unsur pimpinan fraksi dan

unsur pimpinan alat kelengkapan DPR terkait, deiyasiden dilakukan secara berkala

atau dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agasgai kebutuhan.

Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara pimpDfaR dan pimpinan DPD dilakukan

secara berkala.

Pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimanmaksud pada ayat (1), dapat

dilakukan baik atas prakarsa DPR maupun lembagaraégrtentu yang lain.

Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaéndimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), diberitahukan secara tertulis kepada pimpiinaksi dan pimpinan alat kelengkapan

DPR yang terkait, dan apabila dipandang perlu dilegn dalam rapat paripurna.

Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi denganbdga negara yang lain yang

mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus apengersetujuan Badan

Musyawarah.

Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengamb#&ga negara yang lain, yang

berkaitan dengan kebijakan atau mengatasnamakan HalR® mendapat persetujuan

rapat paripurna.

Pasal 213

Pimpinan DPR atas persetujuan Badan Musyawaraht dapanbuat kesepakatan dengan
pimpinan lembaga negara yang lain mengenai mekandan prosedur pertemuan konsultasi
dan koordinasi dengan lembaga negara tersebut

wn

Bab XVI
Tata Cara Pelaksanaan Persidangan dan Rapat

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 214
Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus diakhiri pada tanggal 15
Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 sAgu jatuh pada hari libur,
pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kebelsanya.
Tahun sidang dibagi dalam 4 (empat) masa persitianga
Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa, r&seuali pada persidangan
terakhir dari satu periode keanggotaan DPR, mass iitiadakan.

Bagian Kedua

Persidangan
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Pasal 215

1. Masa persidangan, jadwal, dan acara persidangatagkian oleh Badan Musyawarah
dengan memperhatikan ketepatan waktu pembahasacaf@am Undang-Undang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaratdedeta Keuangannya dan
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Angd2eadapatan dan Belanja
Negara.

2. Dalam hal Badan Musyawarah tidak mengadakan raptatk unenetapkan acara dan
jadwal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PimpDRRR dapat menetapkan acara
dan jadwal tersebut dengan memperhatikan pendapsgbinan fraksi dalam rapat
konsultasi.

Pasal 216

Sebelum pembukaan tahun sidang, anggota dan angg&@amendengarkan pidato kenegaraan
Presiden dalam sidang bersama yang diselengganédaDPR atau DPD secara bergantian.

Pasal 217

1. Pada hari permulaan tahun sidang acara pokok agdalato kenegaraan Presiden dalam
rapat paripurna yang naskah pidatonya sudah dibadidepada para anggota sebelum
acara dimulai.

2. Dalam hal Presiden berhalangan hadir dalam rapgiipaa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pidato kenegaraan disampaikan oleh Wrakisiden.

Pasal 218

1. Pimpinan DPR menyampaikan pidato pembukaan yangatea menguraikan rencana
kegiatan DPR dalam masa sidang yang bersangkutamdsalah yang dipandang perlu,
yang disampaikan dalam rapat paripurna pertamasdatu masa sidang.

2. Pimpinan DPR menyampaikan pidato penutupan yangtat®a menguraikan hasil
kegiatan dalam masa reses sebelumnya, hasil kegsgkama masa sidang yang
bersangkutan, rencana kegiatan dalam masa resdaitbgs, dan masalah yang
dipandang perlu, yang disampaikan dalam rapat yadp terakhir dari suatu masa
sidang.

3. Pimpinan DPR menutup masa sidang dan tahun sidamgad pidato penutupan yang
terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selamantsidlang yang bersangkutan dalam
rapat paripurna penutupan masa sidang terakhisdatu tahun sidang.

4. Pimpinan DPR menutup masa sidang dengan pidato tymu yang terutama
menguraikan hasil kegiatan DPR selama masa keagdDPR yang bersangkutan
dalam rapat paripurna penutupan masa sidang temdtimasa keanggotaan DPR.

5. Pidato pimpinan DPR, sebagaimana dimaksud pada(hyayat (2), ayat (3), dan ayat
(4), disusun oleh pimpinan DPR dengan memperhatdegaan dan pendapat pimpinan
fraksi dan dibagikan kepada anggota pada saatdikaocakan.
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Bagian Ketiga
Rapat
Paragraf 1
Umum
Pasal 219

1. Waktu rapat DPR adalah:
a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari &adairi pukul 09.00 sampai
dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukudDdZampai dengan pukul
13.00; hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengéatulpli6.00 dengan waktu
istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul @;3dan
b. pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan|@®&30 pada setiap hari
kerja.
2. Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimasadd ayat (1), ditentukan oleh
rapat yang bersangkutan.
3. Semua jenis rapat DPR dilakukan di Gedung DPR.
4. Penyimpangan dari tempat rapat, sebagaimana dichakada ayat (3), hanya dapat
dilakukan atas persetujuan pimpinan DPR.

Paragraf 2
Jenis Rapat
Pasal 220
Jenis rapat DPR adalah:

rapat paripurna;
rapat paripurna luar biasa;
rapat fraksi;
rapat pimpinan DPR,;
rapat konsultasi;
rapat Badan Musyawarah,;
rapat komisi;
rapat gabungan komisi;
rapat Badan Legislasi;
rapat Badan Anggaran;
rapat BURT;
rapat BKSAP;

. rapat BAKN;
rapat Badan Kehormatan;
rapat panitia khusus;

os3TATTI@T0an TR
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rapat panitia kerja atau tim;
rapat kerja;

rapat dengar pendapat; dan
rapat dengar pendapat umum.

»=QT

Pasal 221

1. Rapat paripurna adalah rapat anggota yang dipiwipim pimpinan DPR dan merupakan
forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wemgiizPR kecuali rapat paripurna
pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ddaal 7 ayat (2).

2. Selama penyelenggaraan rapat paripurna sebagaidiaraksud pada ayat (1) tidak
boleh ada rapat lain.

3. Dalam setiap pembukaan rapat paripurna DPR RI,kabangsaan Indonesia Raya wajib
diperdengarkan dan/atau dinyanyikan.

Pasal 222

1. Rapat paripurna luar biasa adalah rapat paripuargy yiadakan dalam masa reses
apabila diusulkan oleh:
a. Presiden;
b. pimpinan alat kelengkapan DPR;
c. pimpinan fraksi; atau
d. anggota dengan jumlah paling sedikit 28 (dua pullghapan) orang yang
mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
2. Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayatiléklikan setelah mendapatkan
persetujuan Badan Musyawarah atau rapat konsultasi.
3. Pimpinan DPR mengundang anggota untuk menghaduatr@aripurna luar biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 223
Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang gipiraleh pimpinan fraksi.
Pasal 224
1. Rapat pimpinan DPR adalah rapat pimpinan DPR ygnmgdin oleh Ketua DPR.
2. Dalam keadaan mendesak, apabila Ketua DPR berlzeldmaglir, rapat pimpinan DPR,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipimiegim salah seorang wakil ketua
DPR yang ditunjuk oleh Ketua DPR.
Pasal 225

Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan Détigah pimpinan fraksi dan pimpinan alat
kelengkapan DPR yang dipimpin oleh pimpinan DPR.
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Pasal 226

Rapat Badan Musyawarah adalah rapat anggota BadasyaWarah yang dipimpin oleh
pimpinan Badan Musyawarah.

N =

Pasal 227

Rapat komisi adalah rapat anggota komisi yang giraleh pimpinan komisi.
Rapat pimpinan komisi adalah rapat pimpinan kowyasig dipimpin oleh ketua komisi
atau salah seorang wakil ketua komisi yang dituojek ketua komisi.

Pasal 228

Rapat gabungan komisi adalah rapat bersama yadgkd#ia oleh lebih dari satu komisi,
dihadiri oleh anggota komisi yang bersangkutan digimpin oleh pimpinan gabungan
komisi.

Pimpinan gabungan komisi merupakan satu kesatuapimpan yang bersifat kolektif
serta mencerminkan unsur pimpinan komisi yang bels#an.

Pimpinan gabungan komisi terdiri atas 1 (satu) oreetua dan 4 (empat) orang wakil
ketua, yang dipilih oleh anggota komisi yang beg&atan dari pimpinan komisi tersebut
dalam rapat gabungan komisi yang dipimpin oleh jpiap DPR, kecuali apabila Badan
Musyawarah menentukan lain.

Pembagian tugas anggota pimpinan gabungan komagurdsendiri oleh pimpinan
gabungan komisi berdasarkan tugas gabungan komisi.

Dalam hal pada rapat pimpinan gabungan komisi adgaia pimpinan gabungan komisi
yang berhalangan hadir, ia dapat digantikan olepgeta pimpinan komisi yang
bersangkutan dalam rapat pimpinan gabungan koemngiut.

Rapat pimpinan gabungan komisi sebagaimana dimaksdd ayat (5) adalah rapat
pimpinan gabungan komisi yang dipimpin oleh ketizau @alah seorang wakil ketua dari
gabungan komisi yang ditunjuk oleh ketua gabungamii.

Penggantian anggota gabungan komisi dilakukan daenmgamperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 229

Rapat Badan Legislasi adalah rapat anggota Badayislasi yang dipimpin oleh
pimpinan Badan Legislasi.

Rapat pimpinan Badan Legislasi adalah rapat pinmpB@dan Legislasi yang dipimpin
oleh Ketua Badan Legislasi atau oleh salah seonaalgl ketua Badan Legislasi yang
ditunjuk oleh Ketua Badan Legislasi.

Pasal 230

Rapat Badan Anggaran adalah rapat anggota Badamafary yang dipimpin oleh
pimpinan Badan Anggaran.
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2. Rapat pimpinan Badan Anggaran adalah rapat pimdaaan Anggaran yang dipimpin
oleh Ketua Badan Anggaran atau salah seorang Wakila Badan Anggaran yang
ditunjuk oleh Ketua Badan Anggaran.

Pasal 231
Rapat BURT adalah rapat anggota BURT yang dipirofgh pimpinan BURT.

Rapat pimpinan BURT adalah rapat pimpinan BURT ydipgmpin oleh Ketua BURT
atau salah seorang wakil ketua BURT yang ditunjek &etua BURT.

N =

Pasal 232

1. Rapat BKSAP adalah rapat anggota BKSAP yang dipirof@h pimpinan BKSAP.
2. Rapat pimpinan BKSAP adalah rapat pimpinan BKSAMRgyaipimpin oleh Ketua
BKSAP atau oleh salah seorang wakil ketua BKSARyyditunjuk oleh Ketua BKSAP.

Pasal 233
Rapat BAKN adalah rapat anggota BAKN yang dipimgeh pimpinan BAKN.

Rapat pimpinan BAKN adalah rapat pimpinan BAKN yatgimpin oleh Ketua BAKN
atau oleh salah seorang wakil ketua BAKN yang glitkioleh Ketua BAKN.

=

Pasal 234

1. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat anggota Badhariatan yang dipimpin oleh
pimpinan Badan Kehormatan.

2. Rapat pimpinan Badan Kehormatan adalah rapat pampBadan Kehormatan yang
dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan atau salahraseo wakil ketua Badan
Kehormatan yang ditunjuk oleh Ketua Badan Kehormata

Pasal 235
1. Rapat panitia khusus adalah rapat anggota paritiaus yang dipimpin oleh pimpinan
panitia khusus.
2. Rapat pimpinan panitia khusus adalah rapat pimppegmitia khusus yang dipimpin oleh

Ketua Panitia Khusus atau salah seorang wakil keamitia khusus yang ditunjuk oleh
ketua panitia khusus.

Pasal 236

Rapat panitia kerja atau tim adalah rapat anggatatip kerja atau tim yang dipimpin oleh
pimpinan panitia kerja atau tim.
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1.

Pasal 237

Rapat kerja adalah rapat antara komisi, gabunganiskoBadan Legislasi, Badan
Anggaran, panitia khusus dengan Pemerintah, dalaliminn Presiden atau menteri/
menteri koordinator/ pimpinan lembaga setingkat t@@nyang ditunjuk untuk
mewakilinya, atau dengan alat kelengkapan Dewawdkiian Daerah, atas undangan
pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan komisimpinan gabungan komisi,
pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaasa pimpinan panitia khusus.
Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digempkepada Presiden atau
menteri / menteri koordinator / pimpinan lembaging&at menteri yang ditunjuk untuk
mewakilinya dengan mencantumkan persoalan yang dKacarakan serta diberikan
waktu secukupnya untuk mempelajari persoalan tatseb

Pasal 238

Rapat dengar pendapat adalah rapat antara koralsijngan komisi, Badan Legislasi, Badan
Anggaran, atau panitia khusus dengan pejabat Patateryang mewakili instansinya, baik atas
undangan pimpinan DPR maupun atas permintaan pdfaaerintah yang bersangkutan, yang
dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabunganmisi, pimpinan Badan Legislasi,
pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia kbus

Pasal 239

Rapat dengar pendapat umum adalah rapat antarsik@abungan komisi, Badan Legislasi,
Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan persgorakelompok, organisasi atau badan
swasta, baik atas undangan pimpinan DPR maupunpatasintaan yang bersangkutan, yang
dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabunganmisi, pimpinan Badan Legislasi,
pimpinan Badan Anggaran, atau pimpinan panitia kbus

N =

Paragraf 3
Sifat Rapat
Pasal 240

Setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatatertutup.

Rapat terbuka adalah rapat yang selain dihadihh aleggota, juga dapat dihadiri oleh
bukan anggota, baik yang diundang maupun yang tdaidang.

Rapat tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihalgih anggota dan mereka yang
diundang.

Pasal 241
Rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat damsulktuk dinyatakan tertutup, baik

oleh ketua rapat maupun oleh anggota atau salah fesitsi dan/atau pihak yang
diundang menghadiri rapat tersebut.
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2. Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda urgekentara guna memberi waktu
kepada pimpinan rapat, fraksi dan/atau Pemerintaimbicarakan usul sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

3. Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usagastana dimaksud pada ayat (1),
disetujui atau ditolak.

4. Apabila rapat menyetujui usul tersebut, menyatatepat yang bersangkutan sebagai
rapat tertutup dan mempersilahkan para peninjau vaamawan meninggalkan ruang
rapat.

Pasal 242

1. Pembicaraan dan keputusan dalam rapat tertutup Yeemgifat rahasia, dilarang
diumumkan/disampaikan kepada pihak lain atau publik

2. Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat diys hdipegang teguh oleh mereka
yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutspttet.

3. Karena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, btak usul ketua rapat atau anggota
maupun atas usul salah satu fraksi dan/atau Pdatergang menghadiri rapat tersebut,
rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluauhsabagian pembicaraan dalam
rapat tertutup itu.

Paragraf 4
Tata Cara Rapat
Pasal 243

1. Setiap anggota wajib menandatangani daftar hadimdembubuhkan cap jari pada alat
kehadiran elektronik sebelum menghadiri rapat.

2. Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aklsltetliran fisik.

3. Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersend

Pasal 244

1. Ketidakhadiran anggota dalam rapat diberitahukaarsetertulis dengan disertai alasan.
2. Kehadiran anggota dilaporkan oleh sekretariat kdégngkapan secara periodik kepada
pimpinan fraksi.

Pasal 245

1. Ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yalay titentukan untuk membuka
rapat, telah hadir lebih dari separuh jumlah arggapat yang terdiri atas lebih dari
separuh unsur fraksi.

2. Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum diih@leh separuh jumlah anggota
rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsaksiy sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ketua rapat mengumumkan penundaan pembukpat ra

3. Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayati(®) lama 30 (tiga puluh) menit .
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4. Ketua rapat dapat membuka, apabila rapat pada aWditu penundaan, ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juganignpe

5. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapaameéil keputusan sesuai dengan
ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Bab ¥itang Tata Cara Pengambilan
Keputusan.

Pasal 246

1. Setelah rapat dibuka, ketua rapat menyatakan tegmtka atau tertutup dan selanjutnya
dapat meminta kepada sekretaris rapat untuk metabekian surat masuk dan surat
keluar sebagaimana dimaksud dalam Bab XXII tentaagt Masuk dan Surat Keluar
kepada peserta rapat.

2. Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surarkedlbbagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 247

Ketua rapat menutup rapat setelah semua acaradjiatepkan selesai dibicarakan.

Ketua rapat menunda penyelesaian acara rapat diftigiarakan dalam rapat berikutnya

atau meneruskan penyelesaian acara rapat atasupeaserapat apabila acara yang

ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikesarggkan waktu rapat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 219 telah berakhir.

3. Ketua rapat wajib mengemukakan pokok-pokok keputudan/atau kesimpulan yang
dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

4. Ketua rapat menyampaikan hasil rapat kepada puoidiklui pers/media massa.

N =

Pasal 248

Apabila ketua rapat berhalangan, rapat dipimpirh adalah seorang pimpinan lainnya dan
apabila semua pimpinan berhalangan, ketua rapiéihdigri dan oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 249
Surat undangan yang disertai dengan pokok bahasarpartanyaan harus sudah disampaikan
kepada peserta rapat paling lama 5 (lima) harilseb@elaksanaan rapat kerja, rapat dengar
pendapat, dan rapat dengar pendapat umum.

Pasal 250
Pemerintah atau pakar yang diundang pada rapat, kagat dengar pendapat, dan rapat dengar

pendapat umum memberikan jawaban atau penjelaaanretteri yang akan dibicarakan dalam
rapat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tzquat.
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Pasal 251

Setiap anggota diberikan waktu untuk bicara ataogajekan pertanyaan paling lama 3 (tiga)
menit, dan 5 (lima) menit bagi juru bicara.

Paragraf 5
Tata Cara Mengikuti Rapat
Pasal 252
Dalam setiap rapat di gedung DPR, setiap oran§ tigzerkenankan untuk:

a. makan;
b. merokok; dan/atau
c. mengaktifkan nada dering atau berbicara dengarkahatinikasi seluler.

Pasal 253

Dalam setiap rapat di dalam atau diluar gedung C#Piggota wajib mengenakan pakaian yang
sopan, rapih, dan resmi.

Paragraf 6
Tata Cara Mengubah Acara Rapat
Pasal 254

1. Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah aapagajukan usul perubahan kepada
pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapken Badan Musyawarah, baik
mengenai perubahan waktu maupun mengenai masatah yzag akan diagendakan
untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musydwar

2. Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayadli§gykan secara tertulis dengan
menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan p#ndpat 2 (dua) hari sebelum
acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.

3. Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan, sebagairdenaksud pada ayat (1),
kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.

4. Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keguttentang usul perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

5. Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakgmat,r berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 255

1. Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPR, pimpinanifrateu Presiden/menteri dapat
mengajukan usul perubahan tentang acara rapatipaaiyang sedang berlangsung.
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2. Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputeséang usul perubahan acara
tersebut.

Paragraf 7
Tata Cara Permusyawar atan
Pasal 253

1. Ketua rapat menjaga agar rapat berjalan sesuaadekgfentuan dalam Peraturan DPR
tentang Tata Tertib.

2. Ketua rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapaikumenjelaskan masalah yang
menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalag gabenarnya, mengembalikan
pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimppk@bicaraan anggota rapat.

3. Dalam hal ketua rapat hendak berbicara selaku aaggpat, untuk sementara pimpinan
rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.

4. Pimpinan yang hendak berbicara selaku anggota agbaga dimsksud pada ayat (3)
berpindah dari kursi pimpinan ke kursi anggota.

Pasal 257

1. Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan besbitendaftarkan namanya lebih
dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga di&akoleh fraksinya.

2. Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanyagaéhana dimaksud pada ayat (1),
tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut peatl ketua rapat ada alasan yang
dapat diterima.

Pasal 258

1. Giliran berbicara diatur oleh ketua rapat menurutan pendaftaran nama.

2. Anggota rapat berbicara di tempat yang telah dadeah setelah dipersilakan oleh ketua
rapat.

3. Seorang anggota rapat yang berhalangan pada wakidapat giliran berbicara dapat
digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dersggoengetahuan ketua rapat.

4. Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selariadara.

Pasal 259
1. Ketua rapat dapat memperpanjang dan menentukamyanperpanjangan waktu anggota
rapat berbicara sebagaimana dimaksud dalam Pakal 25

2. Ketua rapat memperingatkan dan memintanya supaymbipara mengakhiri
pembicaraan apabila seorang pembicara melampas Waktu yang telah ditentukan.

Penggunaan hak ..., Alfonso D.K. Tahapary, FH Ul, 2011



Pasal 260

1. Ketua rapat memberikan kesempatan kepada anggoéid yang melakukan interupsi
untuk:

a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sely@narengenai masalah yang
sedang dibicarakan;

b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyadgk dan/atau tugasnya;

c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang setilaicgrakan; atau

d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.

2. Ketua rapat dapat membatasi lamanya pembicara oi&lakinterupsi, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan mengbhantembicara apabila interupsi
tidak ada hubungannya dengan materi yang sedaicgudikan.

3. Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud patélayaruf a dan huruf b, tidak
dapat diadakan pembahasan.

4. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢vdauf d, untuk dapat dibahas harus
mendapat persetujuan rapat.

Pasal 261

1. Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pgevkbicaraan, kecuali dalam hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1).

2. Apabila seorang pembicara menurut pendapat ketpat namenyimpang dari pokok
pembicaraan, ketua rapat memperingatkan dan memsugiaya pembicara kembali
kepada pokok pembicaraan.

Pasal 262

1. Ketua rapat memperingatkan pembicara yang mengguniedta-kata yang tidak layak,
melakukan perbuatan yang mengganggu ketertibant, rap@a menganjurkan untuk
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

2. Ketua rapat meminta agar yang bersangkutan mengaenperbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesampa@padanya untuk menarik
kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.

3. Dalam hal pembicara memenuhi permintaan ketua ,ragata-kata pembicara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tielaialp diucapkan dan tidak dimuat
dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 263

1. Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan selvegna dimaksud dalam Pasal
262 ketua rapat melarang pembicara meneruskan parabn dan perbuatannya.

2. Dalam hal larangan, sebagaimana dimaksud padaByahasih juga tidak diindahkan
oleh pembicara, ketua rapat meminta kepada yarsghgkutan meninggalkan rapat.

3. Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkamipgan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan depgksa dari ruang rapat atas perintah
ketua rapat.
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4. Ruang rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat @phatlangan yang dipergunakan
untuk rapat, termasuk ruangan untuk undangan dainjpe.

Pasal 264

1. Ketua rapat dapat menutup atau menunda rapat apgadripendapat bahwa rapat tidak
mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa selimgaa dimaksud dalam Pasal 261,
dan Pasal 262.

2. Dalam hal kejadian luar biasa, ketua rapat dapatuin@ atau menunda rapat yang
sedang berlangsung dengan meminta persetujuapesamita rapat.

3. Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud patdé&laytan ayat (2), tidak boleh
lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 7
Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat
Pasal 265

1. Untuk setiap rapat paripurna, rapat paripurnalii@sa, rapat panitia kerja atau tim, rapat
kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pandsnum dibuat risalah yang
ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretarat edps nama ketua rapat.

2. Risalah adalah catatan rapat yang dibuat secagkdpndan berisi seluruh jalannya
pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta disgiglengan catatan tentang:

jenis dan sifat rapat;

hari dan tanggal rapat;

tempat rapat;

acara rapat;

waktu pembukaan dan penutupan rapat;

ketua dan sekretaris rapat;

jumlah dan nama anggota yang menandatangani taftar, dan

undangan yang hadir.

3. Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayahu@)f f adalah pejabat di
lingkungan Sekretariat Jenderal yang ditunjuk unmtiuk

S@roo0 oy

Pasal 266
1. Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikepa#ta anggota dan pihak yang
bersangkutan setelah rapat selesai.
2. Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimskikn melalui media elektronik
dan dapat diakses oleh masyarakat.
Pasal 267

1. Dalam setiap rapat pimpinan DPR, rapat Badan Muayay rapat komisi, rapat
gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Baflaggaran, rapat BURT, rapat
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BKSAP, rapat BAKN, rapat Badan Kehormatan, dantrapaitia khusus, dibuat catatan
rapat dan laporan singkat yang ditandangani olehakeapat atau sekretaris rapat atas
nama ketua rapat yang bersangkutan.

2. Catatan rapat adalah catatan yang memuat pokok igamadn, kesimpulan dan/ atau
keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagairdanaksud pada ayat (1), serta
dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimaraksud dalam Pasal 265 ayat (2).

3. Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayam@mnuat kesimpulan dan/ atau
keputusan rapat.

Pasal 268

1. Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan sidgkecatatan rapat sementara untuk
segera dibagikan kepada anggota dan pihak yangarggastan setelah rapat,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1aseles

2. Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan dikeserkpatan untuk mengadakan
koreksi terhadap catatan rapat sementara dalamuweakpat hari sejak diterimanya
catatan rapat sementara tersebut dan menyampa&kdmpada sekretaris rapat yang
bersangkutan.

Pasal 269

1. Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singlatgenai rapat tertutup yang bersifat
rahasia, harus dicantumkan dengan jelas kata ‘iethas

2. Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan baswedu hal yang dibicarakan
dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimaswk#talam risalah, catatan rapat,
dan/atau laporan singkat.

Paragraf 7
Undangan, Peninjau, dan Wartawan
Pasal 270

1. Undangan adalah:

a. mereka yang bukan anggota, yang hadir dalam rap& &tas undangan pimpinan
DPR; dan

b. anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan &B&undangan pimpinan DPR
selain anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.

2. Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadimdadgat DPR tanpa undangan
pimpinan DPR dengan sepengetahuan dari pimpinan DRR&R pimpinan alat
kelengkapan yang bersangkutan.

3. Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujetua rapat, tetapi tidak
mempunyai hak suara.

4. Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suard, Wieara, dan tidak boleh
menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupuunapsn.

5. Undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.
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Wartawan menempati tempat yang disediakan.
Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaatitéatdn rapat dan/atau ketentuan lain
yang diatur oleh DPR.

~No

Pasal 271

1. Ketua rapat menjaga agar ketentuan sebagaimanakslichadalam Pasal 270 tetap
dipatuhi.

2. Ketua rapat dapat meminta agar undangan, peninj@m/atau wartawan yang
mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruand ciraapabila permintaan itu tidak
diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengégmapdari ruang rapat atas perintah
ketua rapat.

3. Ketua rapat dapat menutup atau menunda rapat apajhdi peristiva, sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

4. Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud padé3ayadak boleh lebih dari 24
(dua puluh empat) jam.

Bab XVII
Tata Cara Pengambilan K eputusan

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 272
1. Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasalitgleukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimanaksiid pada ayat (1) tidak
terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suararigdix.

Bagian Kedua
Keputusan Berdasar kan M ufakat
Pasal 273
1. Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakskéslah kepada anggota rapat
yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukalexrdapat serta saran, yang
kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh ra@eatagai sumbangan pendapat dan
pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedangsgiawarahkan.

2. Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dudagada ayat (1), ketua rapat
menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkatapat dalam rapat.
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Pasal 274

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apalaifabdi dalam rapat yang dihadiri oleh
anggota dan unsur fraksi, sebagaimana dimaksudnd@ksal 273 ayat (1), dan disetujui oleh
semua yang hadir.

Bagian Ketiga
Keputusan Berdasar kan Suara Terbanyak
Pasal 275

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil lapkdputusan berdasarkan mufakat sudah
tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagiggada rapat yang tidak dapat dipertemukan
lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

Pasal 276

1. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbaapak dilakukan secara terbuka atau
secara rahasia.

2. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbaegakasterbuka dilakukan apabila
menyangkut kebijakan.

3. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbaegakasrahasia dilakukan apabila
menyangkut orang atau masalah lain yang ditentdkiam rapat.

Pasal 277

1. Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sdiilaagiambil dalam rapat yang
dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi, sebagaingamaksud dalam Pasal 245 ayat (1),
dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggaing hadir.

2. Dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tericdpagan 1 (satu) kali pemungutan
suara, mengusahakan agar diperoleh jalan keluay daepakati atau melaksanakan
pemungutan suara secara berjenjang.

3. Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimama&sdidnpada ayat (2), dilakukan
untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan pkaihgumlah perolehan suara
terbanyak.

4. Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan, sebaga@an dimaksud pada ayat (3),
pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dekejantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 278
1. Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakarnu,senenolak, atau tidak
menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggapat yang hadir dengan cara lisan,

mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengaa &in yang disepakati oleh anggota
rapat.
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2. Penghitungan suara dilakukan dengan menghitungreséaagsung tiap-tiap anggota
rapat.

3. Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telahr hdah tidak mempengaruhi
sahnya keputusan.

4. Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuld@nkean sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 277 ayat (2), dilakukan pemungutanasuEmgan yang pelaksanaannya
ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan temggaktu tidak lebih dari 24 (dua
puluh empat) jam.

5. Dalam hal hasil pemungutan suara ulangan sebagaidiaraksud pada ayat (4) ternyata
tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaki&lam Pasal 277 ayat (3),
masalahnya menjadi batal.

Pasal 279

1. Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengdafistetanpa mencantumkan nama,
tanda tangan, fraksi pemberi suara, atau tandayang dapat menghilangkan sifat
kerahasiaan.

2. Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakdéagan cara lain yang tetap
menjamin sifat kerahasiaan.

3. Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenul@nkein sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 277 ayat (2), pemungutan suara diskkegi lagi dalam rapat itu juga.

4. Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaidiamaksud pada ayat (3), tidak
juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud d@daal 245 ayat (1), pemungutan
suara secara rahasia, sebagaimana dimaksud pada)ayeenjadi batal.

Pasal 280

Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan masghwintuk mencapai mufaka t maupun
berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat Isagiua pihak yang terkai t dalam
pengambilan keputusan.

Bab XVIII
L arangan dan Sangsi

Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 281
1. Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai :
a. pejabat negara lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; atau
c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional ned@/Kepolisian Negara

Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha melgara, badan usaha milik
daerah, atau badan lain yang anggarannya bersuab&PBN/APBD.
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2. Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejaaiktural pada lembaga
pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, adivaktau pengacara, notaris, dan
pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugaswdavenang DPR serta hak
sebagai anggota.

3. Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi, danatisme, serta dilarang menerima
gratifikasi.

Bagian Kedua
Sangsi
Pasal 282

1. Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagantmaksud dalam Pasal 12
dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehanmat

2. Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagentimaksud dalam Pasa | 281
ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pembé¢dresebagai anggota.

3. Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagentimaksud dalam Pasa | 281
ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang te&hperoleh kekuatan hukum tetap
dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota.

Pasal 283
Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasaya82l) berupa :
a. teguran lisan ;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
Pasal 284
Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat nghega pengaduan kepada Badan
Kehormatan DPR dalam hal memiliki bukti yang cukeghwa terdapat anggota yang tidak
melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih siehaga dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau
melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimalatam ¢Pasal 281.

Pasal 285

Ketentuan mengenai tata cara pengaduan masyarakapehjatuhan sanksi diatur dengan
peraturan DPR tentang tata beracara Badan Keharmata
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Bab XIX
Kode Etik

Pasal 286

1. DPR menyusun kode etik yang berisi norma yang wiphtuhi oleh setiap anggota
selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martafairmatan, citra, dan
kredibilitas DPR.

2. Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaleial gyat (1) diatur dengan
Peraturan DPR tentang Kode Etik.
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